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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien
dengan prinsip persaingan sehat, transparan, terbuka
dan perlakuan yang adil bagi semua pihak, sehingga
hasilnya dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi
fisik, keuangan maupun manfaatnya bagi kelancaran
tugas pemerintah dan pelayanan masyarakat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan
Bupati ientang Pedeman Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat [I Lampung
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaain Ncgara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah [(Lembaran MNegara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679},

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran WNegara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomeor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5165|;

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran MNegara Republik Indonesia
Nomor 5533);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 310};

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun
2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan
Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara
Serta Penyampaiannyva;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun
2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan
Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negen
Nomor 14 Tahun 2016:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun
2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik
Daerah;
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Menetapkan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun
2018 tentang Pedoman Penvusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2019;

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018
tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor
8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
KReuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat;

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah,;

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor
11 Tahun 2018 {entang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019,

Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 53 Tahun
2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN  DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019,

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupat ini, yang dimaksud dengan :
Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat;
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat;

1.

2
3%
4

el

Bupati adalah Bupati Lampung Barat;

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD
adalah Dewan Perwakilan Rakvat Daerah Kabupaten Lampung

Barat;

Sekretaris Daerah Kabupaten yvang selanjutnyva disebut Sekretaris
Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat;

Tl
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Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
adalah suatu pedoman pelaksanaan APBD vang disusun dalam
Peraturan Bupati;

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam
rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah vang dapat dinilai
dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan vang
berhubungan dengan hak dan kewajiban dacrah tersebut;

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang
meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,
pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah;

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnyva disingkat
APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah
yvang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan
DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Organisasi Perangkat Daerah vang selanjutnya disingkat OPD
adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna
anggaran/pengguna barang;

Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut
LPSE adalah Unit Kerja K/L/D/I vang dibentuk untuk
meyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan barang/jasa secara
elektronik;

Bagian Pengadaan Barang/Jasa adalah berfungsi melaksanakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang bersifat permanen, dapat
berdiri sendiri atau melekat pada bagian yang sudah ada;

Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah wvang selanjutnya
disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah
selakl  pengguna anggaran/pengguna barang, vang juga
melaksanakan pengelolaan keuangan daerah;

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Bupati
yang karena jabatannva mempunyai kewenangan
menvelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah;

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnva disingkat
PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang
selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD vang mempunyai tugas
melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara
Umum Daerah;

Bendahara Umum Daerah vang selanjutnya disingkat BUD adalah
PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum
daerah;

Pengguna Anggaran adalah Pejabat pemegang kewenangan
penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi
OPD wvang dipimpinnya,

Pejabat Penatausahaan Barang adalah Kepala OQOPD vang
mempunyai fungsi pengelolaan barang milik daerah selaku pejabat
pengelola keuangan daerah;
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Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan
penggunaan barang milik daerah;

Pengurus Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengurus
barang adalah Pejabat dan/atau Jabatan Fungsional Umum yang
diserahi tugas mengurus barang;

Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa
BUD adalah pejabat vang diberi kuasa untuk melaksanakan
sebagian tugas BUD;

Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk
melaksanakan secbagian kewenangan pengguna anggaran dalam
melaksanakan sebagian tugas dan fungsi OPD;

Pejabat Penatausahaan Keuangan OFD yvang selanjutnya disingkat
PPK-OPD adalah pejabat vang melaksanakan fungsi tata usaha
keuangan pada OPD;

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan vang selanjutnya disingkat PPTK
adalah pejabat pada unit kerja OPD yang melaksanakan satu atau
beberapa kegiatan dari suatu program sesual dengan bidang
tugasnya;

Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yvang ditunjuk
untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan
mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka
pelaksanaan APBD pada OPD;

Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk
menerima, menyvimpan, membayarkan, menatausahakan, dan
mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah
dalam rangka pelaksanaan APBD pada OPD;,

Unit Kerja adalah bagian dari OPD yang melaksanakan satu atau
beberapa program;

Tim Anggaran Pemerintah Daerah yvang selanjutnva disingkat TAPD
adalah tim yvang dibentuk dengan keputusan Bupati dan dipimpin
oleh Sekretaris Daerah vang mempunyal tugas menyiapkan serta
melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan
APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD
dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan;

Rencana Kerja dan Anggaran OPD yvang selanjutnya disingkat RKA-
OPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran vang berisi
rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan
OPID sebagai dasar penyusunan APBI;

Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan
anggaran badan keuangan selaku Bendahara Umum Daerah;

Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan
atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran
dengan kuantitas dan kualitas yang terukur;
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Program adalah penjabaran kebijakan OPD dalam bentuk upaya
vang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber
daya yang disediakan untuk mencapai hasil vang terukur sesuai
dengan misi OPD;

Kegiatan adalah bagian darl program vang dilaksanakan oleh satu
atau lebih unit kerja pada OPD sebagal bagian dari pencapaian
sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan
tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil
(sumber dava manusia), barang modal termasuk peralatan dan
teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis
sumber daya tersebut sebagai masukan (input)] untuk
menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa,

Sasaran (target] adalah hasil yang diharapkan dari suatu program
atan keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan;

Keluaran (output] adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh
kegiatan vang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran
dan tujuan program dan kehijakan;

Hasil (outcomne) adalah segala sesuatu vang mencerminkan
berfungsinva keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program;

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan dibank yang setiap saat
dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah.

Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang
ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh
penerimaan daerah dan digunakan untuk membayvar seluruh
pengeluaran daerah;

Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penvimpanan
uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk
menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk
membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan;

Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah;
Pengeluaran Daerah adalah uang vang keluar dari kas daerah;

Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah vang diakui
sebagai penambah nilai kekayvaan bersih;

Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah vang diakui
sebagai pengurang nilai kekayaan bersih;

Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan
daerah dan belanja daerah:;

Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan
daerah dan belanja daerah;

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar
kembali dan/atau pengeluaran yvang akan diterima kembali, baik
pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-
tahun anggaran berikutnya;

f1
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Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA
adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran
selama satu periode anggaran;

Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan
daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat vang
bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban
untuk membayar kembali;

Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada
pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat
dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya
berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya
yang sah;

Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah
daerah dan/atau kewajiban pemerintah daerah vang dapat dinilai
dengan uang Dberdasarkan peraturan perundang-undangan,
perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah;

Dana Cadangan adalah dana vang disisihkan guna mendanai
kegiatan vang memerlukan dana rvelatif besar vang tidak dapat
dipenuhi dalam satu tahun anggaran;

Investasi Daerah adalah penggunaan aset untuk memperoleh
manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial
dan/atau manfaat lainnva sehingga dapat meningkatkan
kemampuan pemerintah dalam rangka pelayvanan kepada
masyarakat;

Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD yang selanjutnya disingkat
DPA-OPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja
vang digunakan sebagal dasar pelaksanaan anhggaran oleh
pengguna anggaran;

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan
Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah dokumen
pelaksanaan anggaran dinas keuangan selaku Bendahara Umum
Daerah;

Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran OPD yang selanjutnya
disingkat DPPA-OPD adalah dokumen yvang memuat perubahan
pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan
perubahan anggaran oleh pengguna anggaran;

Anggaran Kas adalah dokumen perlaraan arus kas masuk yang
bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk
mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai
pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.

Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah
dokumen vang menvatakan tersedianya dana untuk melaksanakan
kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP;
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Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnva disingkat SPP
adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang
bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara
pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran;

SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah
dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk
permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali
(revolving) vang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran
langsung;

SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU
adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk
permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan
dengan pembayaran langsung;

SPP Tambahan Uang Persediaan vang selanjutnya disingkat SPP-TU
adalah dokumen vang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk
permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan
kegiatan OPD vang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan
untuk pembayaran langsung dan uang persediaan;

SPP Langsung yvang selanjutnyva disingkat SPP-LS adalah dokumen
vang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan
pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian
kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran
gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran
tertentu yang dokumennya disiapkan cleh PPTK;

Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah
dokumen yang digunakan /diterbitkan cleh pengguna
anggara/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas
beban pengeluaran DPA-OPD;

Surat Perintah Membayar Uang Persediaan vang selanjutnya
disingkat SPM-UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna
anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas
beban pengeluaran DPA-OPD yang dipergunakan sebagai uang
persediaan untuk mendanai kegiatan;

Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yvang selanjutnva
disingkat SPM-GU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna
anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas
beban pengeluaran DPA-OPD vang dananya dipergunakan untuk
mengganti uang persediaan vang telah dibelanjakan;

Surat Perintah Membayar Tambahan  Uang Persediaan yang
selanjutnya disingkat SPM-TU adalah dokumen yang diterbitkan
oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk
penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-OFPD karena
kebutuhan dananya melebihi dari jumlah batas pagu uang
persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan;



B67. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat
SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna
anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas
beban pengeluaran DPA-OPD kepada pihak ketiga;

68. Sural Perintah Pencairan Dana yang selanjutnva disingkat SP2D
adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana
yvang diterbitkan BUD berdasarkan SPM;

69. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum
Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode
tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh
pembayarannya kembali oleh pemerintah.

70, Barang Milik Daerah adalah semua barang vang dibeli atau
diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya
yvang sah;

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud Pedoman Pelaksanaan APBD ini adalah sebagai pedoman dalam
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2019.

Pasal 3

Tujuan Pedoman Pelaksanaan APBD ini adalah agar pelaksanaan APBD
dilakukan secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, adil/tidak
diskriminatif, dan akuntabel serta sebagai pedoman dalam pelaksanaan
kegiatan.

BAB II
PELAKSANAAN APBD

Bagian Kesatu
Azas Umum Pelaksanaan APBD

Pasal 4

(1) Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam rangka
pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dikelola dalam APBD;

(2} Setiap OPD yang mempunyai tugas memungut dan/atau menerima
pendapatan daerah wajib melaksanakan pemungutan dan/atau
penerimaan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam
peraturan perundang-undangan;

(3) Penerimaan OPD dilarang digunakan langsung untuk membiayai
pengeluaran, kecuali ditentukan Jlamn oleh peraturan perundang-
undangan;



(8)

(%)

Penerimaan OPD berupa uang atau cek harus disetor ke rekening
kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja;

Jumlah belanja vang dianggarkan dalam APBD merupakan batas
tertinggi untuk setiap pengeluaran belanja;

Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja jika
uniuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia
dalam APBD;

Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dilakukan
jlka dalam keadaan darurat, vang selanjutnya diusulkan dalam
rancangan perubahan APBD dan/atau disampaikan dalam laporan
realisasi anggaran;

Kriteria keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayvat (7)
ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Setiap OPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran
daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD;

(10) Pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, efektif,

(1)

(3)

(1)
(2)

(3)

efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Bagian Kedua
Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD

Paragraf 1

Penyiapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran OFPD

Pasal 5

PPKD paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah peraturan daerah tentang
APBD ditetapkan, memberitahukan kepada semua Kepala OPD agar
menyusun rancangan DPA-OPD;

Rancangan DPA-OPD sebagaimana dimaksud pada ayvat (1), merinci
sasaran yang hendak dicapai, program, kegiatan, anggaran vang
disediakan untuk mencapai sasaran tersebut, dan rencana
penarikan dana tiap-tiap OPD serta pendapatan vang diperkirakam;

Kepala OPD menyerahkan rancangan DPA-OPD kepada PPKD paling
lama 6 (enam) hari kerja setelah pemberitahuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).

Pasal 6
Pada SKPKD disusun DPA-OPD dan DPA-PPKD

DPA-OPD  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat
Program /Kegiatan

DPA-PPKD digunakan untuk menampung :

a. Pendapatan yvang berasal dari dana perimbangan dan pendapatan
hibah;
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(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

12)

(3)

(1)

2)

b, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bagi
Hasil, Belanja Bantuan Keuangan, dan Belanja Tidak Terduga;
dan

c. Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiavaan daerah.

Pasal 7

TAPD melakukan verifikasi rancangan DPA-OPD bersama-sama
dengan kepala OPD paling lama 15 {lima belas) hari kerja sejak
ditetapkannya peraturan Bupati tentang penjabaran APBD;

Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada avat (1),
PPKD mengesahkan rancangan DPA-OPD dengan persetujuan
Sekretaris Daerah;

DPA-OPD yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
disampaikan kepada kepala OPD, satuan kerja pengawasan daerah,
dan Badan Pemeriksa Keuangan paling lama 7 (tujuh) hari kerja
sejak tanggal disahkan;

DPA-OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai
dasar pelaksanaan anggaran oleh kepala OPD selaku pengguna
anggaran / pengguna barang.

Paragraf 2
Anggaran Kas

Pasal 8

Kepala OPD berdasarkan rancangan DPA-OPD menyusun rancangan
anggaran kas OPD,

Rancangan anggaran kas OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan kepada PPKD selaku BUD Dbersamaan dengan
rancangan DPA-OPL),

Pembahasan rancangan anggaran kas OPD dilaksanakan bersamaan
dengan pembahasan DPA-OPD.

Pasal 9

PPKD selaku BUD menyvusun anggaran kas pemerintah daerah guna
mengatur ketersediaan dana yang cukup untuk mendanai
pengeluaran-pengeluaran sesual dengan rencana penarkan dana
vang tercantum dalam DPA-OPD yang telah disahkan;

Anggaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat
perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan
perkiraan arus kas keluar yang digunakan guna mendanai
pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode;



Bagian Ketiga
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Daerah

Pasal 10

(1) Semua pendapatan daerah dilaksanakan melalui rekening kas umum
daerah;

(2) Setiap pendapatan harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Pasal 11

(1) Setiap ©OFD yang memungut pendapatan daerah wajib
mengintensifkan pemungutan pendapatan yvang menjadi wewenang
dan tanggung jawabnya;

(2) OPD dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan
dalam Peraturan Daerah.

Pasal 12

Komisi, rabat, potongan atau pendapatan lain dengan nama dan dalam
bentuk apa pun yang dapat dinilai dengan uang, baik secara langsung
sebagai akibat dari penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi dan/atau
pengadaan barang dan jasa termasuk pendapatan bunga, jasa giro atau
pendapatan lain sebagai alabat penyimpanan dana anggaran pada bank
serta pendapatan dari hasil pemanfaatan atau pemindahtanganan
barang daerah atas kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah.

Pasal 13

(1) Pengembalian atas kelebihan pendapatan dilakukan dengan
membebankan pada pendapatan yang bersangkutan untuk
pengembalian pendapatan yang terjadi dalam tahun vang sama;:

(2) Untuk pengembalian kelebihan pendapatan yvang terjadi pada tahun-
tahun sebelumnya dibebankan pada belanja tidak terduga;

(3) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada avat (1) dan ayat (2)
harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

Pasal 14

Semua pendapatan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah
vang sah dilaksanakan melalui rekening kas umum daerah dan dicatat

sebagai pendapatan daerah.




(1)

(2)

(3)

(4)

Bagian Keempat
Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah

Pasal 15

Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung
dengan bukti vang lengkap dan sah;

Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat
pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab
atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti
dimaksud;

Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat
dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD
ditetapkan dan ditempatkan dalam Lembaran Daerah;

Dalam hal penetapan AFPBD mengalami keterlambatan Bupati
melaksanakan pengeluaran setiap bulan setinggi-tingginya sebesar
seperduabelas APBD tahun anggaran sebelumnya;

Pengeluaran setinggi-tingginva untuk keperluan setiap bulan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibatasi hanyva untuk belanja
yvang bersifat tetap seperti belanja pegawai, layanan jasa dan
keperluan kantor sehari-hari.

Pasal 16

Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial ditetapkan dalam
Peraturan Bupati tersendiri berdasarkan Peraturan Perundang-undangan
yang berlaku.

(1)

(2)

(3)

;-'.:{"T[HAE'-AG '
"Ly | WuRUM

Pasal 17

Permintaan Pembayaran Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan,
Belanja Tidak Terduga dan Pengeluaran Pembiayaan dilakukan oleh
Bendahara Pengeluaran SKPKD, dengan Menerbitkan SPP-LS vang
diajukan kepada PPKD melalui PPK BPKD berdasarkan permohonan
yang diajukan penerima dana dimaksud;

Penerima Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak
Terduga dan Pembiayaan wajib membuka rekening bank untuk
transfer dana dimaksud dengan memenuhi kelengkapan
administrasi hibah sesuai ketentuan yang berlaku;

Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga dan
Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada avat (2] dipertanggung-
jawabkan oleh penerima bantuan sebagail objek pemeriksaan, dalam
bentuk laporan realisasi penggunaan dana dilengkapi bukti-bukti
lainnya yvang sah sesuai naskah perjanjian hibah dan peraturan
perudang-undangan laimnya, yang disampaikan kepada Bupati
Lampung Barat melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD);




|

A

Pasal 18

(1) Dasar pengeluaran anggaran belanja tidak terduga vang dianggarkan
dalam APBD untuk mendanai tangpap darurat, penanggulangan
bencana alam dan/atau bencana sosial, termasuk pengembalian
atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnyva yang
telah ditutup ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan
diberitahukan kepada DPRD paling lama 1 (satu) bulan terhitung
sejak keputusan dimaksud ditetapkan;

(2) Pengeluaran belanja untuk tanggap darurat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berdasarkan kebutuhan vyang diusulkan dari
instansi/lembaga berkenaan setelah mempertimbangkan efisiensi
dan efektifitas serta menghindari adanva tumpang tindih pendanaan
terhadap kegiatan-kegiatan yang telah didanai dari Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Negara;

(3) Pimpinan [nstansi/lLembaga penerima dana tanggap darurat
bertanggungjawab atas penggunaan dana tersebut dan wajib
menyampaikan laporan realisasi penggunaan kepada atasan
langsung dan Bupat;

(4) Tata cara pemberian dan pertanggungjawaban belanja tidak terduga
untuk tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur
dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 19

Bendahara pengeluaran wajib memungut Pajak Penghasilan (PPh) dan
pajak lainnya, serta wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan
dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara pada bank yang
ditetapkan cleh Menteri Keuangan sebagai bank persepsi atau pos giro,
serta menyetorkan pajak daerah ke rekening kas daerah pada bank vang
ditetapkan ocleh Bupati dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 20
Biava Perjalanan Dinas bagi Pejabat Daerah dan Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Daerah ditetapkan dalam Peraturan Bupati
tersendiri.

Pasal 21
Untuk kelancaran pelaksanaan tugas OPD, kepada pengguna anggaran

dapat diberikan uang persediaan yang dikelola oleh bendahara
pengeluaran.

w7 14



Bagian Kelima
Pelaksanaan Anggaran Pembiayvaan Daerah

Paragraf 1
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA] Tahun Sebelumnya

Pasal 22

Sisa lebih perhitungan anggaran (SiL.PA} tahun sebelumnya merupakan
penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:

a.
b.

.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lehih kecil
daripada realisasi belanja;

mendanal pelaksanaan Kegiatan lanjutan atas beban belanja
langsung; dan

mendanai kewajiban lainnyva yang sampai dengan akhir tahun
angpgaran belum diselesaikan.

Paragraf 2
Dana Cadangan

Pasal 23

Dana cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atas nama
dana cadangan pemerintah daerah yang dikelola oleh BUD;

Dana cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai program
dan kegiatan lain diluar yvang telah ditetapkan dalam Peraturan
Daerah tentang pembentukan dana cadangan;

Program dan kegiatan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan
Dacrah schagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan apabila
dana cadangan telah mencukupi untuk melaksanakan program dan
kegiatan;

Untuk pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud
pada avat (3) dana cadangan dimaksud terlebih dahulu
dipindahbukukan ke rekening kas umum daerah;

Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4] paling tinggi
sejumlah pagu dana cadangan wyang akan digunakan untuk
mendanai pelaksanaan kegiatan dalam tahun anggaran berkenaan
sesual dengan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang
pembentukan dana cadangan;

Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan
dengan sural perintah pemindahbukuan oleh kuasa BUD alas
persetujuan PPKD;

Dalam hal program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) telah selesai dilaksanakan dan target kinerjanya telah tercapai,
maka dana cadangan vang masih tersisa pada rekening dana
cadangan, dipindahbukukan ke rekening kas umum dacrah.



(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(1)
(2)
(3

(4]

Pasal 24

Dalam hal dana cadangan yang ditempatkan pada rekening dana
cadangan belum digunakan sesual dengan peruntukannya, dana
tersebut dapat ditempatkan dalam portofolic yang memberikan hasil
tetap dengan risiko rendah;

Penerimaan hasil bunga/deviden rekening dana cadangan dan
penempatan dalam portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menambah jumlah dana cadangan;

Portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
deposito;

Sertifikat Bank Indonesia (SBI);

Surat Perbendaharaan Negara (SPN);

Surat Utang Negara (SUN); dan

e. surat berharga lainnva vang dijamin pemerintah.

apop

Penatausahaan pelaksanaan program dan kegiatan vang dibiavai dari
dana cadangan diperlakukan sama dengan penatausahaan
pelaksanaan program/ kegiatan lainnya.

Paragraf 3
[nvestasi

Pasal 25

Investasi awal dan penambahan investasi dicatat pada rekening
penyertaan modal (investasi) daerah;

Pengurangan, penjualan, dan/atau pengalihan investasi dicatat pada
rekening penjualan kekavaan daerah vang dipisahkan (divestasi
modal).

Paragral 4
Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah

Pasal 26

Penerimaan pinjaman daerah dan obligasi daerah dilakukan melalui
rekening kas umum daerah;

Pemerintah Daerah tidak dapat memberikan jaminan atas pinjaman
pihak lain;

Pendapatan daerah dan/atau aset daerah (barang milik daerah])
tidak boleh dijadikan jaminan pinjaman daerah;

Kegiatan yang dibiayai dari obligasi daerah beserta barang milik
daerah yang melekat dalam kegiatan tersebut dapat dijadikan
jaminan obligasi daerah.
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Pasal 27

Kepala SKPKD melakukan penatausahaan atas pmmjaman daerah dan
obligasi daerah.

(1)

(2)

(1]

(2)

(1)

(2)

Pasal 28

Pemerintah Daerah wajib melaporkan posisi kumulatif pinjaman
dan kewajiban pinjaman kepada Menteri Keuangan dan Menteri
Dalam Negeri setiap akhir semester tahun anggaran berjalan;

Posisi kumulatil pinjatnan dan kewajiban pinjaman sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. jumlah penerimaan pinjaman;

b. pembayaran pinjaman (pokok dan bunga); dan

€. sisa pinjaman.

Pasal 29

Pemerintah Daerah wajib membayar bunga dan pokok utang
dan/atau obligasi daerah yang telah jatuh tempo;

Apabila anggaran yang tersedia dalam APBD/perubahan APEBD
tidak mencukupi untuk pembayaran bunga dan pokok utang
dan/atau obligasi daerah sebagaimana dimaksud pada avat (1),
Bupati dapat melakukan pelampauan pembayaran mendahului
perubahan atau setelah perubahan APBD,

Pasal 30

Pelampauan pembayaran bunga dan pokok utang dan/atau obligasi
daerah sebelum perubahan APBD dilaporkan kepada DPRD dalam
pembahasan awal perubahan APBD;

Pelampauan pembayaran bunga dan pokok utang dan/atau obligasi
daerah setelah perubahan APBD dilaporkan kepada DPRD dalam
laporan realisasi anggaran.

Pasal 31

Kepala SKPKD melaksanakan pembayaran bunga dan cicilan pokok
utang dan/atau obligasi daerah yang jatuh tempo;

Pembayaran bunga pinjaman dan/atau obligasi daerah dicatat pada
rekening belanja bunga;

Pembayaran denda pinjaman dan/atau obligasi daerah dicatat pada
rekening belanja bunga;

Pembayaran pokok pinjaman dan/atau obligasi daerah dicatat pada
rekening cicilan pokok utang yvang jatuh tempo.
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(1)
(2]

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

Paragraf 5
Piutang Daerah

Pasal 32

Setiap piutang daerah diselesaikan seluruhnya dengan tepat waktu;

PPK-OPD melakukan penatausahaan atas penerimaan piutang atau
tagihan daerah yang menjadi tanggung jawab OFD.

Pasal 33

Piutang atau tagihan daerah yang tidak dapat diselesaikan
seluruhnya pada saat jatuh tempo, diselesaikan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan;

Piutang daerah jenis tertentu seperti piutang pajak daerah dan
plutang retribusi daerah merupakan prioritas untuk didahulukan
penyelesaiannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Piutang daerah yang terjadi sebagai akibat hubungan keperdataan
dapat diselesaikan dengan cara damai, kecuali piutang daecrah yang
cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam peraturan perundang-
undangan;

Piutang daerah dapat dihapuskan dari pembukuan dengan
penyelesaian secara mutlak -atau bersyarat, kecuali cara
penyelesaiannya diatur tersendiri dalam peraturan perundang-
undangan;

Penghapusan piutang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

ditetapkan oleh:

a. Bupati untuk jumlah sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (lima
miliar ruptiahy;

b. Bupati dengan persetujuan DPRD untuk jumlah Iebih dari
Ep. 5.000.000.000,00 (Ima miliar rupiah).

Pasal 35

Kepala SKPKD melaksanakan penagihan dan menatausahakan
piutang daerah;

Untuk melaksanakan penagihan piutang daerah sebagaimana
dimalsud pada ayat (1), kepala SKPKD menyiapkan bukti dan
administrasi penagihan.
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(2)

(1)

(2)

(4)

(1)
(2]

(3)

L1

Pasal 36

Kepala SKPKD setiap bulan melaporkan realisasi penerimaan
piutang kepada Bupati;

Bukti pembayaran piutang SKPKD dari pihak ketiga harus
dipisahkan dengan bukti penerimaan kas atas pendapatan pada
tahun anggaran berjalan.

Paragraf 6
Pelaksanaan Perubahan Anggaran OPD

Pasal 37

PPKD paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah peraturan daerah tentang
perubahan APBD ditetapkan, memberilahukan kepada semua kepala
OPD agar menyusun rancangan DPA-OPD terhadap program dan
kegiatan yang dianggarkan dalam perubahan APBD;

DPA-OPD  yang mengalami perubahan dalam tahun berjalan
seluruhnya harus disalin kembali ke dalam Dokumen Pelaksanaan
Perubahan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPPA-QPD);

Dalam DPPA-OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap
rincian obyvek pendapatan, belanja atau pembiayaan yang mengalami
penambahan atau pengurangan atau pergeseran harus disertai
dengan penjelasan latar belakang perbedaan jumlah anggaran baik
sebelum dilakukan perubahan maupun setelah dilakukan
perubahan;

DPPA-OFPD dapat dilaksanakan setelah dibahas TAPD, dan disahkan
oleh PPKD berdasarkan persetujuan Sekretaris Daerah,

BAE III
PENGELOLAAN KAS

Bagian Kesatu
Pengelolaan Penerimaan dan Pengeluaran Kas
Pasal 38

BUD bertanggung jawab terhadap pengelolaan penerimasn dan
pengeluaran kas daerah

Untuk mengelola kas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
BUD membuka rekening kas umum daerah pada bank vang sehat

Penunjukan bank vang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan diberitahukan kepada
DPRD.
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Pasal 39

Untuk mendekatkan pelayanan pelaksanaan penerimaan dan
pengeluaran kas kepada OPD atau masyarakat, BUD dapat membuka
rekening penerimaan dan rekening pengeluaran pada bank yang
ditetapkan oleh Bupati.

(1)

(2)

(1]

12)

(2]

(3)

Pasal 40

Rekening penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39
digunakan untuk menampung penerimaan daerah setiap hari;

Saldo rekening penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
setiap akhir hari kerja wajib disetorkan seluruhnya ke rekening kas
umum daerah.

Pasal 41

Rekening pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 diisi
dengan dana vang bersumber dari rekening kas umum daerah;

Jumlah dana yang disediakan pada rekening pengeluaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan rencana
pengeluaran yang telah ditetapkan dalam APED.

Bagian Kedua
Pengelolaan Kas Non Anggaran

Pa=al 42

Pengelolaan kas non anggaran mcncerminkan penerimaan dan
pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan,
belanja, dan pembiayaan pemerintah daerah;

Penerimaan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti:
potongan Taspen;

potongan Askes/BPJS;

potongan PPh;

potongan PPN;

pajak daerah;

penerimaan titipan uang muka;

penerimaan uang jaminan; dan

. penerimaan lainnya vang sejenis,

TR MmO R0 TR

Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada avat (1) seperti:
penyetoran Taspen;

penyetoran Askes/BPJS;

penyetoran PPh;

penyetoran PPN;

a.
b.
C.
d.
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(4)
(5)

(6)

(7)

(1)

(2)

(1)

e. pajak daerah,

f. pengembalian titipan uang muka;
g pengembalian uang jaminan; dan
h. pengeluaran lainnya yang sejenis.

Penerimaan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperlakukan
sebagai penerimaan perhitungan pihak ketiga;

Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan
sebagai pengeluaran perhilungan pihak ketiga;

Informasi penerimaan kas dan pengeluaran kas sebagaimana
dimaksud pada ayat (2] dan avat (3) disajikan dalam laporan arus
kas aktivitas non anggaran;

Penyajian informasi sebagaimana dimaksud pada avat (6] sesuad
dengan Standar Akuntansi Pemerintahan;

BAB IV
PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Kesatu
Azas Umum Penatausahaan Keuangan Daerah

Pasal 43

Pengguna  anggaran/kussa pengguna anggaran, bendahara
penerimmaan,/ pengeluaran dan orang atau badan vang menerima
atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah wajib
menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan;

Pejabat vang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen
yvang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan
dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab
terhadap kebenaran material dan akibat wyang timbul dan
penggunaan surat bukti dimaksud.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Daerah

Pasal 44

Untuk pelaksanaan APBD, Bupat menetapkan:

a. pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPD);

b. pejabat yvang diberi wewenang menandatangani SPM;

c. pejabat yang diberi wewenang mengesahkan 3PJ;

d. pejabat vang diberi wewenang menandatangani SP2D;

e, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran dan/atau
pengurus barang;
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(2)

(3)

(4)

(9)

(1)

(2)

(3)

f. bendahara pengeluaran yang mengelola belanja bunga, belanja
subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil,
belanja bantuan keuangan, belanja tidak terduga, dan
pengeluaran pembiayaan pada SKPKD,

g. bendahara penerimaan pembantu dan/atau  bendahara
pengeluaran pembantu OPD; dan

h. pejabat lainnya dalam rangka pelaksanaan APBD,

Penetapan pejabat yang ditunjuk sebagai kuasa pengguna
anggaran /kuasa pengguna barang sebagaimana dimaksud pada avat
(1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan;

Penetapan pejabat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf h, didelegasikan oleh Bupati kepada kepala OPD,;

Pejabat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup:

a. PPK-OPD vang diberi wewenang melaksanakan fungsi tata usaha
keuangan pada OPD;

b. PPTK vang diberi wewenang melaksanakan satu atau beberapa
kegiatan dar suatu program sesuai dengan bidang tugasnya;

. pejabat yang diberi wewenang menandatangani surat bukti
pemungutan pendapatan daerah;

d. pejabat yang diberi wewenang menandatangani bukti penerimaan
kas dan bukti penerimaan lainnya yvang sah; dan

e. pembantu bendahara penerimaan, pembantu bendahara
pengeluaran dan/atau pembantu pengurus barang.

Penetapan pejabat scbagaimana dimaksud pada avat (2) dan ayat (4)
dilaksanakan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan.

FPasal 45

Untuk mendukung kelancaran tugas perbendaharaan, bendahara
penerimaan dan bendahara pengeluaran dapat dibantu oleh
pembantu bendahara;

Pembantu bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) melaksanakan fungsi sebagai kasir atau pembuat dokumen
penerimasn;

Pembantu bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1} melaksanakan fungsi sebagai kasir, pembuat dokumen
pengeluaran uang atau pengurusan gajli penerimaan uang serta
pengurusan gaji.
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BAB V
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN AFBD

Bagian Kesatu

Laporan Realisasi Semester Pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2

|

i

Pasal 46

Kepala OPD menyusun laporan realisasi dan laporan operasional
semester pertama anggaran pendapatan dan belanja OPD sebagai
hasil pelaksanaan anggaran vang menjadi tanggung jawabnya;

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan
prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya;

Laporan sebagaimana dimaksud pada avat (2), disiapkan oleh PPK-
OPD dan disampaikan kepada pejabat pengguna anggaran untuk
ditetapkan sebagai laporan realisasi dan laporan operasional
semester pertama anggaran pendapatan dan belanja OPD serta
prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya paling lama 7 (tujuh)
hari kerja setelah semester pertama tahun anggaran berkenaan
berakhir;

Pejabat pengguna anggaran menvampaikan laporan realisasi dan
laporan opcrasional semester pertama anggaran pendapatan dan
belanja OPD serta prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada PPKD sebagai dasar
penyusunan laporan realisasi dan laporan operasional semester
pertama APBD paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah semester
pertama tahun anggaran berkenaan beralkhir,

Pasal 47

PPKD menyusun laporan realisasi dan laporan operasional
semester pertama APBD dengan cara menggabungkan seluruh
laporan realisasi dan laporan operasional semester pertama
anggaran pendapatan dan belanja OPD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 46 paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun
anggaran berkenaan dan disampaikan kepada Sekretaris Daerah
selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah.

Laporan realisasi dan laporan operasional semester pertama APBD
dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 46 disampaikan kepada Bupati paling
lambat minggu ketiga bulan Juli tahun anggaran berkenaan untuk
ditetapkan sebagai laporan realisasi semester pertama APBD dan
prognosis untuk 6 (enam) bulan berikumya,

j RS P LR

k]
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Pasal 48

Laporan realisasi dan laporan operasional semester pertama AFPBD dan
prognosis untuk & (enam] bulan berikutnya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 47 ayat (2) disampaikan kepada DPRD dan Menteri Dalam
Negeri paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berkenaan.

(1)

(2)

(3)

(2]

(3]

(4)

Bagian Kedua
Laporan Tahunan

Pasal 49

PPK-OPD menyiapkan laporan keuangan OPD tahun anggaran
berkenaan dan disampaikan kepada kepala OPD untuk ditetapkan
sebagai laporan perlanggungjawaban pelaksanaan anggaran OPD;

PPK-SKFKD menyiapkan laporan keuangan SKPKD tahun anggaran
berkenaan dan disampaikan kepada kepala OPD untuk ditetapkan
sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran OPD

Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) disampaikan kepada PPKD sebagai dasar penyusunan laporan
keuangan Pemerintah Daerah.

Pasal 50

Laporan keuangan OPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49
ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui PPKD paling lambat 2
(dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir;

Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada avat (1) disusun
oleh pejabat pengguna anggaran sebagai hasil pelaksanaan
anggaran yang berada di OPD yang menjadi tanggung jawabnva;

Laporan keuangan OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
terdiri dari:

Laporan Realisasi Anggaran (LRA);

Laporan Operasional (LO);

Neraca;

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan

e. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

oo o

Laporan keuangan OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilampiri dengan surat pernvataan kepala OPD bahwa pengelolaan
APBD vang menjadi tanggung jawabnya telah diselenggarakan
berdasarkan sistem pengendalian interen yang memadai dan
Standar Akuntansi Pemerintahan sesual dengan ketentuan
perundang-undangan.



(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(4]

(5]

Pasal 51

Laporan keuangan SKPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50
ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui PPKD paling lambat 2
(dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir;

Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun
oleh pejabat pengguna anggaran sebagai hasil pelaksanaan
anggaran yvang berada di OPD yang menjadi tanggung jawabnya;

Laporan keuangan SKPKD sebagaimana dimaksud pada ayvat (2)
terdiri dari:

Laporan Realisasi Anggaran (LRA);

Laporan Operasional (LO);

Neraca;

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE]; dan

Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

oo o

Laporan keuangan SKPKD schagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilampiri dengan surat pernvataan kepala OFD bahwa pengelolaan
APED yang menjadi tanggung jawabnya telah diselenggarakan
berdasarkan sistem pengendalian interen yang memadai dan
Standar Akuntansi Pemerintahan sesual dengan ketentuan
perundang-undangan.

Pasal 52

PPKD menyusun laporan keuangan pemerintah daerah dengan cara
menggabungkan laporan-laporan keuangan OPD dan SKPKD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) dan Pasal 51 ayat
(3) paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran
berkenaan,

Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud
pada avat (l) disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris
Daerah sclaku koordinator pengelolaan keuangan daerah dalam
rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan AFPBD;

Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayvat (1) terdiri
dari:

Laporan Realisasi Anggaran;

Laporan Operasional,;

Neraca;

Laporan Arus Kas;

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);

Laporan Perubahan Ekuitas; dan

g Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

Mo on g

Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun
dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan;

Laporan keuangan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dilampiri dengan laporan ikhtisar realisasi kinerja dan
laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah /Perusahaan Daerah;
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(6) Laporan ikhtisar realisasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) disusun darn ringkasan laporan keterangan pertanggungjawaban
Bupati dan laporan kinerja intern di lingkungan Pemerintah
Daerah;

(7) Penyusunan laporan kinerja intern sebagaimana dimaksud pada
ayat (6] berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri yang
mengatur mengenai  laporan kinerja intern di  lingkungan
Pemerintah Daerah;

(8) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud
pada avat (1] dilampiri dengan surat pernyataan Bupati bahwa
pengelolaan APBD vang menjadi tanggungjawabnya telah
diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian interen vang
memadai, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 53

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat
(3) huruf a, disampaikan oleh Bupati kepada Menteri Dalam Negeri paling
lambat 3 ({tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pasal 54

(1) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2)
disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk
dilakukan pemeriksaan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun
anggaran berakhir;

(2) Bupati memberikan tanggapan dan melakukan penyesuaian

terhadap laporan keuangan pemerintahan daerah berdasarkan hasil
pemeriksaan BPK.

Pasal 55

Pedoman pelaksanaan Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi
Pemerintah Daerah ditetapkan dalam Peraturan Bupati rersendiri.

Pasal 56

Penatausahaan dan penvusunan laporan pertanggungjawaban bendahara
dan rekening belanja pegawai dan barang/jasa beserta dokumen
pertanggungjawaban sebagaimana tercantum dalam lampiran dan
merupakan bagian vang tidalk terpisahlan dan Peraturan Bupati ini.




BAB VI
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

Pasal o7

Ketentuan pengelolaan barang milik daerah dilaksanakan sesuai dengan
Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan
Barang Milik Daerah.

BAB VI
PENGADAAN BARANG /JASA

FPasal 55

Ketentuan pengadaan barang/jasa dilakukan sesuai dengan ketentuan
Peraturan  Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah.

BAE VIl
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
~Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan  di Liwa

pada tanggal l? Desember 2018
BUPATI LAMPUNCG BARAT,

Byup

bajit

_lneprictommt
B Penbengoams

P MABSUS

ABAG HUR Dllﬂ{-;l/mlgkm1 di Liwa
pada tanggal f7 DeSember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

BERITA DAERMI KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2018 57
NOMOR 27



LAMPIRAN |

PENATAUSAHAAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN
PERTANGGUNGJAWAEBAN BENDAHARA PENERIMAAN OPD DAN
BENDAHARA PENGELUARAN OPD DAN PPKD
SERTA PENYAMPAIANNYA




LAMPIRAN T PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT

NOMOR TAHUN 2018
TANGGAL: 2018
TATACARA

PENATAUSAHAAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENERIMAAN OPD
SERTA PENYAMPAIANNYA

1.A. BENDAHARA PENERIMAAN OFD

1. PENATAUSAHAAN PENERIMAAN PENDAPATAN

Bendahara penerimaan OPD menerima pembayaran sejumlah
uang yang tertera pada Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)
dan/atau Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dari wajib
pajak dan/atau wajib retribusi dan/atau pihak ketiga yang berada
dalam pengurusannya. Bendahara penerimasn OPD mempunyai
kewajiban untuk melakukan pemeriksaaan kesesuaian antara
jumlah uang dengan jumlah vang telah dimtépkan,

Bendahara penerimaan OPD kemudian membuat Surat Tanda
Bukti Pembayaran/bukti lain yang sah untuk diberikan kepada
wajib pajak/wajib retribusi.

Setiap penerimaan yang diterima oleh bendahara penerimaan
OPD harus disetor ke rekening kas umum daerah paling lambat 1
{satu) hari kerja berikutnya dengan menggunakan formulir Surat
Tanda Setoran (STS).

Format dokumen Surat Setoran Pajak Daerah (SSKP), Surat
Ketetapan Retribusi Daerah {(SKRD] dan Surat Tanda Setoran
(STS) dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan
vang berlalku.




PEMERINTAH SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH NO. U -
KABUPATEN LAMPUNG
BARAT (SKP-DAERAH) | ..

TAHUMN A

HNAMA :
ALAMAT
FOEFOR POROK WAITH PAFAK DAERAH (NPFWPD) . i TR

JUMLAH
{Rp)

M HODE REKENING URALAN PATAK DAERAH

| e ) R e

Jumizh Ket=tapan Pokok Pajk

{lumiah Sanks i@, Bunga
b Fenadan

Juimady Kessalui ulwn

|EERHATIAM .

i Harap penyeboran dilakukan pats Bank [ Bendahara Penarimaan ..., .., F -

1 Bpabila BHPD ire Hdak atau kurang dbavar lewat wakty palng lama 30 he-i setslsh SHPD diterima atau {targgal
imsuh tempo) cikanaksn smanksi adminkras bayss bungs sebesar 2o par biilsn.

Lwe.. ... tamgpgal

8.0, Pejstat Pengekda Kausngast Damrh

(trrida angan)

[mama enokac
NI=.

oy i sim
TANDA TERIMA

MAMA e T e S (' T -, 1='. =1 S
PPy T — Yang menerma,
{tanda tangan)

{nama ferghag)

H.I Corel yanyg bdah peilu

Tatatan:
Penetapan fimiah SKP-Ceerah didesarken peda nota perhilungain sebage desar penstaman pajak.




PEMERINTAH KABUPATEN SURAT KHE{;::;" RETRIBUSI |

LAMPUNG BARAT

MASA =
TAHUN :
ALAMAT 1 G e T
MNOMOR POKOK WAJID RETRIBUSI (NPWR) Bl e,
e HODE REMENING URALAN RETRIBUSI FILAL
]
1
2
3
il
L
urnlah Ketetapan Pahok Retribesi;
umiah Sankal | i a, Bunga
B, Eenalan
umiah Keseluruhan
gl 7L L S SR R
PERHATLAN :

1 Harep penvetoran déakukan pada Bank [ Berdanars PEredmanm . ... s
2 hgabia ZKR ini tdak atau wrang dbayar lewas wakiu paling lame 30 har sebsiah SKR diterime gt [t et
jabuh tempo) dikerakan sankii scminisiras berupa bunga sebesar 2% per bulan_

SRR Y11 ™|

FPengguna Angperaniiuesa Pengguna Anpgaman

[tanda mngan)
[nama knakagh
MIF
portewey eli sl
TANDA TERIMA WREIWITL
NAMA = % = i t=nogal..........
ALAMAT - = it
WPYR, £ Yalvg Miatasi,
{tends temgen)
{nama engkap)

ﬂ Coret wang Bdsk, perly

Catatan:
1, PesetEpan jumiah SKR-Ceerah didasarkan pada nob perhitunoan sehadai dasar penstanan pejak,
2. Urtuk Retribust sepert] Retribus! Pasar, Relrious! Parksr, Ratrtius Pelayanan Kesehatan, tan seenis iminrs, format SKR dapat berups saros
dan bertuk lainmya sebagal alat bukh penarkan.




PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA" ...

TANDA BUKTI PEMBAYARAN
NOMOR BUKTI ......

" Bendahara Penerimaan/Bendahard PEnemimagan PEmBANTU ... i st ssms s et e beresiamas
by Telah menerima wang sebesar Bp. oo o
T T T L 3
& darl Nama ;
Alamat
! Sebagal pembayaran

Kode rekening by
Ini
" (Rp)
7 Tanggal diterima uang
Mengetabui,
Bendahara Panarimaan, Pembayar/Fenyetor
(mnda tangan) {tanda tangan)
(nams lengkap) nama lengks
NI,

Lembar Ash | Uniuk pembayar/penyetorfpihak kebga
Salinan L ; Untuk Bendahara Penermaan/Bendahara Pembantu
Saliran 2 Arip

4t weang Adak pain

Cara Pengisian:
I Y Bendabiarn Penerimaan didsi dengan nama Bendalgrn pensrmpan dam namg SKPT;
2 " T¢iah menerima wang chisi dengan jumlab nang vang ditcrima darl pihak ketiga, dilisi
dalam ropish dan kata-hata;
3 ' Numa dan alamat diisi dengan nama dan alamat pihiak ketips vang metakukan pembasaran,
4 “ Sehagai pembavaran diisi dengan wraian pernbukkan pembavaran vang diterima dari pihak ketiga
5 FRode rekening diig dengan kods dan uraian nama rekening atas pembavaran vang
i . Tangeal ditcrma vang diisi dengan tanggal diterimanya vang dan pibak ketiga

Catatan:

- Formulic o digunabon untuk menyelon pussgutan dagrab (papuk dierah, retribos dan penerimasn daersh lammya) dan
pembevarpenyetonpihak ketiza ke bondahara poncrimaan

Wi

o —— i



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

DIMNAS.....ccoimmmmmmmmrarain
SURAT TANDA SETORAN
(STS)
Ho. Rekenstg & i
{dengan nuruf) s T i s ety o 1
DeErgan rincian pessrinaan cebans berkt:
Jumidah
Mo. Koda Rakening Uraian Rincian Oyek
(Rp)
Jumiahg
Larg terseblt: diterima pada angal. . v s s
Mengetahl,
A K Pan

Pangguna AnggaranKuasa gouna Anggaran e .
(tards @Engan) (tanda Engan)
{oaia langlka) {namg |engien)
MIP, IR,

Cataka: STT diiamnin Silio Sétdran Bank)

" Coret yang tidak pariu

Cara Penalsian:

1. Kolom Kode Rekening dilsi dengan kode rekening setiap rincian obyek pendapatan;
2, Kolom Uralan Rinclan Obyek diisi uraian nama rincian obyek pendapatan;

3. Kolom Jumilah diisl jumlah nilai nominal penerimaan setiap rincian obyek pendapatan,

Catatan:
. Formuiir ini digunakan untuk menyetor pungutan dasrah (pajak daerah, retribusi dan penerimaan daerah lainnya).



2. PEMBUKUAN PENERIMAAN PENDAPATAN

Pembukuan pendapatan oleh bendahara penerimaan
menggunakan Buku Penerimaan dan Penyetoran Bendahara

Penerimaan.

Dalam melakukan pembukuan tersebut, bendahara penerimaan
menggunakan dokumen-dokumen tertentu sebagai dasar
pencatatan antara lain:

1. Surat Tanda Bukti Pembayvaran

2. Nota Kredit

3. Bukti Penernimaan yang Sah, dan

4

. Surat Tanda Setoran

Daftar STS wvang dibuat oleh bendahara penerimaan
didokumentasikan dalam Register S8TS.




PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
BUKU PENERIMAAN DAN PENYETORAN
BENDAHARA PENERIMAAN

IBIES
Periode
i . Pencrimaan Penyetoran
Mo, ; Cara Kode | . . Kt
Tel | No.BUMH | oonbavarin | Rekening | Proen [Jwmiah | Tl | No.ST8,| Jumigh |
3 2 3 4 5 (4] T B 4 10 i

e

- Jumlah Jumlah |
Jumlah Penerimaan b e
Jumlah yana disetorkan L
Salde Kas di Bendahara Penerimaan :
Terdiri atas:
a. Tunaisebesar .................
b. Bank sebesar .................
R B 1 T e s e e
Mengetahui/Menyetujui: cerereeeny LANSEAL e
Pengguna Anggaran Bendahara Penerimaan
(Tanda Tangan) (Tanda Tangan)
(Nama Jelas) {Nama Jelas)
NIP. NIP.
Cara Pengisian:

1. OPD diisi dengan nama OPD yang bersangkutan dan Periode

2. Kolom 1 diisi dengan nomor urut

3. Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan

4. HWolom 3 diisi dengan nomer bukti penerimaan

5. MKeolom 4 difsi dengan cara pembayaran: melalui kas bendahara penerimaan, bank, atau
melalui kas umum daerah

6. Kolom 5 diisi dengan detail kode rekening pendapatan asli daerah

7. Kolom & diisi dengan uraian pendapatan sesuai dengan kode rekening

8. Kolom 7 diisi dengan jumlah pendapatan asli daerah

9. Kolom 8 diisi dengan tanggal penyetoran

10. Kolom 9 diisl dengan Nomor 5T5

11. Kolom 10 diisi dengan jumlah uang yang disetor

12. Kolom 11 diisi dengan Keterangan jika diperlukan

13. Jumlah penerimaan diisi dengan total jumlah pendapatan selama 1 bulan®*

14. Jumlah disetorkan adalah jumlah total penyetoran pendapatan selama 1 bulan®

15. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan dilsi dengan sisa kas yang masih di pepang oleh
bendahara penerimaan balk dalam bentuk kas tunai, simpanan di bank, ataupunlainnva®

16. Kolom tanda tangan ditandatangani olch Bendahara Penerimaan dan Pengguna Anggaran
disertai nama jelas"

Diisi hanya pada saat penutupan di akhir bulan untuk keperluan penyusunan Laporan
Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan

5

o .,.



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
T BUKU KAS PENERIMAAN HARIAN

BULAM @ ..o
OPD
PEMGSU MA ANGEARAN
BENDAHARS PEMERIMA

Wa Namar Buldi Tanggal Uraian Kode Rekening Penerimaan Panyetoran Saldo
1 2 3 4 o & T i
E
PRl Pt
JUMLAH
Liwa,

BENDAHARA PENER MA

Cat Penpisian
1 Holom 1 cil$ dengan ool U penerirssn
£ lyokerr 2 dissl deigar momor bukti pareamaan kas
4. kolorr 3 disi dengar fango pererimaian kas
L. kot 4 dilel depgar ursian penerimasn
2. kKol O diisi dergar kode rekening penoremaan
L} kol G, 7, dan B ditsl derxlan Lrnih nipah atés masing-mesing



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

REGISTER STS
DR cepssnasens

TAHUN ANGGARAN
Bendahara Penerimaan ;
T Few |« Sl Kode : ’ ! i B
i Hﬂ. STS | Tdﬂg}_i?]_-_ Rekening Uraian | Jumlah | Penyeto Eet.
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Mengetahui/Menyetujui: ... Ty | (R
Pengguna Anggaran Bendahara Penerimaan

{Tanda Tangan) (Tanda Tangan)

{Hama Jelas) (Hama Jelas)

NIP. NIP,

Cara Pengisian:

N B Ll =
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== 0O

nama OPD yang bersanghkutan, tahun anggaran dan Hama Bendahara Penerimaan

Kolom 1 diisi dengan nomor urut

Kolom 2 diisi dengan nomor STS

Kolom 3 diisi dengan tanggal 5T5

Kolom 4 diisi Kode Rekening pendapatan yang disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah,
Dalam satu 5TS bisa terdiri dari beberapa pendapatan.

Kolom 5 diisi dengan uraian pendapatan

Kolom & diisi dengan jumlah pendapatan yang disetorkan

Kolam 7 diisi dengan nama penyetor

Kolom B diisi dengan Keterangan jika diperiukan

. Kolom tanda tangan ditandatangani oleh Bendahara Penerimaan dan Pengguna Anggaran

disertai nama jelas”

Cisi hanya pada sast penutupan  df  akhir bulan unluk  Eepeduan  penyusunan  Laporan
Peranggungjawaban Bendahara Penerimaan
Prosedur pembukuan dapat dikembangkan dalam 3 (tiga)
prosedur, antara lain:
a. Pembukuan atas pendapatan yang dibayar tunai.
b. Pembukuan atas pendapatan yang dibavar melalui rekening
bendahara penerimaan.
c¢. Pembukuan atas pendapatan yang dibayar melalui Kas Umum
Daerah.

Bagian ini akan menjelaskan tata cara pembukuan atas ketiga

prosedur tersebut.
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Pembukuan atas Pendapatan Secara Tunai

Proses pencatatan vang dilakukan dimulai dari saat bendahara
penerimaan menerima pembayaran tunai dari wajib pajak atau wajib
retribusi. Apabila pembayaran menggunakan cek/giro, maka
pencatatan dilakukan ketika cek tersebut diuangkan bukan pada saal
cek tersebut diterima. Selanjutnya pencatatan dilakukan pada saat
bendahara penerimaan menyetorkan pendapatan yang diterimanya ke

rekening kas umum daerah.

Pencatatan dilakukan pada Buku Penerimaan dan Penyetoran
Bendahara Penerimaan pada saat penerimean dan pada saat

penyetoran.

Langkah-langkah pembukuan pada saat penerimaan tunai adalah
sebagai berikut:

1. Derdasarkan Bukti Penerimaan/Bukti Lain vang Sah, bendahara
penerimaan mengisi Buku Penerimaan dan Penyetoran pada bagian
penerimaan kolom tanggal dan kolom nomor bukti, Setelah itu
bendahara penerimaan mengisi kolom cara pembayaran dengan

pembayaran tunai.

2. Kemudian bendahara penerimaan mengidentifikasi jenis dan kode

rekening pendapatan. Lalu bendahara penerimaan mengisi kolom
kode rekening.
3. Bendahara penerimaan mencatat nilal transaks: pada kolom

jumlah.

Langkah-langkah pembukuan pada saat penyetoran adalah sebagai
berikut:

1. Bendahara penerimaan membuat STS dan melakukan penyetoran
pendapatan yang diterimanya kc rckening kas umum daerah.

2. Bendahara penerimaan mencatat penyetoran ke kas umum daerah
pada buku penerimaan dan penyetoran bendahara penerimaan
pada bagian penyetoran kolom Tanggal, No. STS dan Jumlah

Penyetoran,
Selain pembukuan pada Buku Penerimaan dan Penyetoran Bendahara
aan, bendahara penerimaan mengisi register STS.
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Berikut adalah bagan alir yang menggambarkan proses Pembukuan

Penerimaan dan Penyetoran atas Penerimaan Secara Tunai

| Ursign Bendahara Penenmaan

Proses Penenmaan [uns

¥
1. Gendanara penefiriaal; manyiepan Surat Surat Tanda Bukd
Tasda Bukti Pembsssyaran/Bukti _sin Parrbayarar/Bukil

Yang Sah Laln “fang Sah |

2  Berdasakan Dekwmen Buklii Pembayerand

Bukti Lain Yang Ssh Tersebul, Bencahara etakulen Pengisian
Pawrimaan  melakukan Pengslan Busu buku penerimEsn dan
Pemeririaan dan Pemnyetoran Bencshara petvednran bendahara
Penerimaan peds  bagian  penanmaan. penerimaan
Kalom yeng diisl ialah ne. bukl, tanggael

fransaksi, cara  pemnbavaean,  kode
rakiEning, wralan dan jumlain

3 Hesl dari penaimusshaan ni adalah buky | )
pEMErMaan d@an penyscorsn Bendehsrs Bulul Penarimaan

dan Fenymtoran
P h terupdate ¥
#RRFmaan yarg sudal pd= Ba .

Panerimaan
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A2, Pancatatan atas Penyetoran Panermaan Tunai

Lraian Bendahara Penermaan

Frosea Ferystoran
penerimean tunai ke kas
| 1 Lrnum dasral

1. Bendahara penstivsan merylapkan bukt
aurat @mnde sstoran ke rekening kas wmom

Surgt Tanda Setoran
dasrah,

2. PBerdasarkan STH ifessbuet Bendahera =
Panermasn mengsi  Buku  Penerimaan Mislakukan Pengisian
dan Penyetoran Bendabera Peneimaan Buklt Panesimagn
pada bagian Peryetoran Kelem Tangoal, dan Penyetoran

| Neo. 5TS dan Jumlah Pempstoran

3 Hamudian Bendahers Penenmasn mangsi
register 375 Malzkukan fanpgisian
register 8TS

| I

| 4. Hazil dari peratacsabaan nl adatah Buku
Panarnmaan dem Penystoran Bendahara Register 515 |
Fanerimaan dan register STS yang sudah ] Bkl PaFaeira
dar Penystaran

Tk Lipsekate
Bandahsra
Penarimasn

b. Pembukuan atas Pendapatan Melalui Rekening Bank Bendahara

Penerilmaan

Wapb pajak/wajib retribusi dapat melakukan pembayaran melalui
rekening bendahara penerimaan. Dalam kondisi tersebut, pencatatan
dilakukan saat bendahara penerimaan menerima informasi dari bank
mengenai adanya penerimaan pendapatan pada rekening bendahara

penerimaan hingga penvetoran nya.

Pencatatan dilakukan pada Buku Penerimaan dan Penyetoran
Bendahara Penerimaan pada saat penerimaan dan pada saat

penvetoran.
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Langkah-langkah dalam membukukan penerimaan vang diterima di

rekening bank bendahara penerimaan adalah sebagai berikut:

1. Bendahara penerimaan menerima pemberitahuan dari bank
(pemberitahuan tergantung dari mekanisme yang digunakan)
mengenai adanya penerimaan di rekening bendahara penerimaan.

2. Berdasarkan informasi tersebut dan informasi pembayaran dari
wajib pajak/retribusi (dapat berupa slip setoran atau bulkti lain
yvang sah), bendahara penerimaan melakukan verifikasi dan
rekonsiliasi atas penerimaan tersebut.

3. Setelah melakukan verifikasi dan mengetahui asal penerimaan,
bendahara penerimaan mencatat penerimaan di Buku Penerimaan
dan Penyetoran pada bagian penerimaan kolom nomer bukti, kolom
tanggal dan kolom cara pembayaran. Pada kolom cara pembayaran
diisi dengan pembayaran melalui rekening bendahara penerimaan.

4. Kemudian bendahara penerimaan mengisi kolom kode rekening
sesuai dengan jenis pendapatan yang diterima. Setelah itu
bendahara mengisi kolom jumlah sesuai dengan jumlah

penerimaan yang didapat.

Langkah-langkah dalam membulkukan penyetoran ke rekening kas
umum daerah atas penerimaan pendapatan melalui rekening bank

bendahara penerimaan adalah sebagai berikut:

1, Bendahara penerimaan membuat STS dan melakukan penyetoran
pendapatan yang diterimanva dengan cara transfer melalui
rckening bank bendahara penerimaan ke rekening kas umum
daerah.

2. Bendahara penerimaan mencatat penvetoran ke kas umum daerah
pada buku penerimaan dan penyetoran bendahara penerimaan
pada bagian penyetoran pada kolom tanggal, Nomor STS dan
Jumlah penyetoran.

Selain pembukuan pada Buku Penerimaan dan Penyetoran Bendahara

Penerimaan, bendahara penerimaan mengisi register STS.

Berikut adalah bagan alir yang menggambarkan proses Pembukuan
Penerimaan dan Penyetoran atas Penerimaan melalui rekening

bendahara penerimaan.

ot
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B.1. Pembukuan PE[!Eﬁﬂ]HﬂFI-MHEhJI' Rekening Bank Bendahara F‘enanmaar‘]

Lraian

Bendahara Penerimaan

Bendahara penarimaan menyispken nota
lredlitirdonmasi tainrya mengenal sdanys
penerivaen o relening bark bendafsra
penerimEan

EBencanara Penarimaan melzkukan
peaplsian Buky  Pemerimesn dan
Penyataran pade baglan Penerimaan

Hasit dari penstausshaan ini sdslah Buka |
Fenarmaan dan Peryeloran yasg sadab |

terupdata

Prasss Panarimaan di
Hank bendahara
peEimagn

Surst Tenda Bukt
pembayaranBukd

Lain rang Sah

Malakuksn Pengisian
Buky Penermaan
dan Penyetaran

x

Buleu Pererimaan
dan Penyatoran
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B.2. Penyetoran Penenmaan di Rekerning Bendahara Penerimaan ke Kas Umum Daerah

Uraiam Bendahara Penarimaan

Proses Peiiyetoian
Penerimaan ke kas

umiim daerah

|. Bendahars penarmaan menyiepkan Dukid )
surat tards setoran ka rekening kas urmum Surat Tands Seloran
dasrah dan nols kredd veng diksluarksn
e bank

2  Berdasarkan STS dan note kredit torsebut, Melskuken Penglsian
bendshare penerimaan  mengs  Buku Buku Paneremazn dan
Penarimaan dan Penyetoran peada bagian Panystcean
Fenyatomn

2, Kermudian bandehara penarmaan mangs
Buku Register 575 s o Malakukar Pengisian
Reglster T3
4 Hasll duaii penatausahaan im adalsh Buku Buku Pererimaan
Fenerimaan  dan  Penyetoran  setta dan Peryatoran

Ragister 8TS yang sudah terupdate | Register &T%

¢. Pembukuan atas Pendapatan Melalui Rekening Kas Umum Daerah

Wajib pajak/wajib retribusi dapat melakukan pembayaran secara
langsung melalul rekening kas umum daerah. Pencatatan dilakukan
saal bendahara penerimaan menerima informasi BUD mengenai

adanya penerimaan pendapatan pada rekening kas umum daerah.

Pencatatan dilakukan pada Buku Penerimaan dan Penyetoran

Bendahara Penerimaan.

L. /M-/J 15




Langkah-langkah dalam membukukan penerimaan yang diterima

langsung di rekening bank Kas Umum Daerah adalah sebagai berikut:

1. Bendahara penerimaan menerima slip setoran/bukti lain yang sah
dari wajib pajak/retribusi atas pembayaran yvang mereka lakukan
ke kas umum daerah.

2. Berdasarkan slip setoran/bukti lainnya, bendahara penerimaan
mencatat penerimaan pada Buku Penerimaan dan Penyetoran pada
bagian penerimaan.

3. Lalu berdasarkan slip setoran/bukti lainnya, bendahara
penerimaan juga mencatat penyetoran pada Buku Penerimaan dan

Penyetoran pada bagian penyetoran.

Berikut adalah bagan alir yang menggambarkan proses Pembukuan
Penerimaan dan Penvetoran pendapatan melalui rekening kas umum

daerah.
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C. Penerimaan di Rekening Kas Umum Daersh

Uraian Bendahara Penenmaan

Proses Persrimaan di
kss umum cearab

1. Bendanars Penerimiagn mensrma slip Sl Seteran/Bukt
setoranfekt 1sin rang sah dan peryetoran Lain yang ash
metelul rekening kes umum dserah
-
Melskukan Fengisian
| 2 Berdasarkan shp setoranfbukt sin yang | Bk Penerirmean dan
zah Bendahara Penermaan mencatat Peryatoran
perarimaan dl Rekening kee unwm deesah
iy pads Bulu Penenmaan dan Penyelaran I
pada bagian Penermaan |
|
-

3. Berdasaikan =lip setoranfbukt Ein yan =
e nl puga  Bendabara P’Eﬂ:ril‘:ﬂiﬁ Mzlakukan .F'!I'IQIEIEFI
mencetat penyetoran ke Rekenly) kas Buky Penerimaan dan
umum dearsh U pads Buku Penenrmaan Peayelonan
dan Penyefuran pada bagian Penyetoran

-

4. Hasil skhi dari proses ini edaigh  Buku :
. Buku 7 ma
| Panarimasn dan Penyetoran yang sudah mpnﬁ::&ﬂ:n
‘ terupdate |

3. PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENYAMPAIANNYA

A. Pertanggungjawaban Administratif

Bendahara penerimaan OPD wajib mempertanggung-jawabkan
pengelolaan wuwang vang menjadli tangsungjawabnya secara
administratilfl kepada Pengguna Anggaran melalui PPK OPD paling
lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya.
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Laporan pertanggungawaban (LPJ] bendahara penerimaan
merupakan penggabungan dengan LPJ bendahara penerimaan
pembantu dan memuat informasi tentang rekapitulasi penerimaan,
penyetoran dan saldo kas yang ada di bendahara. LPJ tersebut

dilampiri dengan:
a. Buku Kas Umum

b. Buku Penerimaan dan Penyetoran yang telah ditutup pada akhir
bulan berkenaan

¢. Register STS

d. Bukti penerimaan yang sah dan lengkap

e. Pertanggungjawaban bendahara penerimaan pembantu

Langkah-langkah penyusunan dan penyampaian
pertanggungjawaban bendahara penerimaan OPD adalah sebagai
berikut:

1. Bendahara penerimaan menerima pertanggungjawaban vang
dibuat oleh bendahara penerimaan pembantu paling lambat
tanggal 5 bulan berikutnya.

2. Bendahara penerimaan melakukan verifikasi, evaluasi dan
analisis kebenaran pertanggungjawaban yang disampaikan oleh
bendahara penerimaan pembantu.

3. Bendahara penerimaan menggunakan data pertanggung-
jawaban bendahara penerimaan pembantu yang telah
diverifikasi dalam proses pembuatan laporan
pertanggungjawaban bendahara penerimaan yang merupakan
gabungan dengan laporan pertanggung-jawaban bendahara
pembantu.

4. Bendahara penerimaan memberikan Laporan
Pertanggungjawaban kepada PA/KPA melalui PPFK OPD,

5. Atas Pertanggungjawaban vang disampaikan oleh bendahara
penerimaan, maka PPK OPD akan melakukan verifikasi
kebenaran terhadap Laporan Pertanggungjawaban tersebut.

8. Apabila  disetujui, maka Pengguna Anggaran akan
menandatangani Laporan Pertanggungjawaban (administratif)

sebagai bentuk pengesahan.

HABAD
LR a-,,_Lj VL]

i in
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Pertanggungjawaban administratif pada bulan terakhir tahun
anggaran disampaikan paling lambat hari kerja terakhir bulan

tersebut.

Format dokumen pertanggungjawaban adalah sebagai berikut :



LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN ADMINISTRATIF

BENDAHARA PENERIMAAN

OPD
PERIODE
A, Penerimaan 24 T

1. Tunai melalui bendahara penerimaan. R Gocaiaes

2. Tunai melalui bendahara penerimaan pembantu  Rp. ............

3. Melalui ke rekening bendaharadpeneﬁmaan 1z P

4. Melalui ke rekening kas umum daerah |+ A,
B. Jumlah penerimaan yang harus disetorkan (A1+A2+A3) 17 T
C. Jumiah penyetoran 1 R —
D. Saldo Kas di Bendahara Rp.

1. Bendahara Penerimaan RE: occineinsine

1. Bendahara Penerimaan Pembantu ...... R oo

3. Bendahara Penerimaan Pembantu ...... BE: oiaidss

4, dst...... 14 F

Menyetujui: e, R 7 141-1- 1 C——
Pengguna Anggaran Bendahara Penerimaan
(Tanda Tangan) (Tanda Tangan)
{(Nama Jelas) {Nama Jelas)
NIP. NIP.
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B. Pertanggungjawaban Fungsional

Bendahara penerimaan OPD juga menyampaikan pertanggung-
jawaban secara fungsional kepada PPKD paling lambat pada tanggal
10 bulan berikutnya menggunakan format LPJ yang sama dengan
pertanggungjawaban administratil. LPJ fungsional ini dilampiri
dengan:

a. Buku Penerimaan dan Penvetoran yang tclah ditutup pada akhir

bulan berkenaan.
b. Register 5TS.

¢. Pertanggungjawaban bendahara penerimaan pembantu.

Langkah-langkah penyusunan dan penyampaian pertanggung-

jawaban bendahara penerimaan OPD adalah sebagai berikut:

l. Bendahara penerimaan menerima pertanggung-jawaban  vang
dibuat oleh bendahara penerimaan pembantu paling lambat
tanggal 5 bulan berikutnya.

2. Bendahara penerimaan melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis
kebenaran pertanggungjawaban vang disampaikan oleh bendahara
penerimaan pembantu.

3. Bendahara penerimaan menggunakan data pertanggung-jawaban
bendahara penerimaan pembantu vang telah diverifikasi dalam
proses pembuatan laporan pertanggung-jawaban bendahara
penerimaan yang merupakan gabungan dengan laporan
pertanggungjawaban bendahara pembantu.

4. Bendahara dapat menyempurnakan laporannya apabila terdapat
masukan dari PPK OPD ketika melakukan verifikasi atas
pertanggungjawaban administratif.

5. Bendahara penerimaan menyerahkan 1 (satu) lembar laporan
pertanggungjawaban kepada PPKD sebagai bentuk
pertanggungjawaban fungsional paling lambat tanggal 10 bulan
berikutnya.

6. PPKD kemudian melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis dalam

rangka rekonsiliasi pendapatan.

A "“



Pertanggungjawaban fungsional pada bulan terakhir tahun anggaran

disampaikan paling lambat hari kerja terakhir bulan tersebut.

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN FUNGSIONAL

BENDAHARA PENERIMAAN

OPD
PERICDE
A. Penerimaan _ B i sninasinie

1. Tunai melalui bendahara penerimaan. L —

2. Tunai melalui bendahara penerimaan pembantu  Ep. .............

3. Melalui ke rekening bendahara penerimaan REE Licieiuaasiin

4, Melalui ke rekening kas umum daerah BB cinsvsrnenss
B. Jumlah penerimaan yang harus disetorkan (A1+A2+A3J) RD: sonvomsimiinis
C. Jumlah penyetoran R siavaniszsnsta
D. Saldo Kas di Bendahara Bp. Gosaiiein

1. Bendahara Penerimaan Rp. rverinrennns

2. Bendahara Penerimaan Pembantu ...... 1 » T

3. Bendahara Penerimaan Pembantu ...... i T——

4, dst...... BB v

Mengetahui: ... 111y | BE S Py e
Pengguna Anggaran Bendahara Penerimaan
{Tanda Tangan) (Tanda Tangan)
(Nama Jelas} (Nama Jelas)
NIP. NIP

{ WARAG |
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3, Penyampaian Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan

Uraian FPED Penpguna Anpgaran PEK OPD

| 1. Eemlatarkan Fonigdg
Iz sendahaen
Eenlnm.nr peibaniu
Ll Senenmaan don
| Parpainran yang islas
| ditdup s ek Butn
| wera RegalerETS
benclahama pensnmmsan
maThus Fetngnong
| Ca i
Pirsiaan

2 bkl punin it n
e nyTTkan

Femragung aeasan
Irartemhiars Ed T bl
Fordgura Angpanan
el S
FertRnELng st
5 PPR CPO melnikan b ey
wetifiaztd atme Pevtang
punEwaEEan ey d-
=ampslan dar (emdan
rwe kB ks Pang- |
Bl Argaarn umik
ot s Epaioay . Tidek
b7
i
Preil ikl e mil-i
Exrulohera Peiemins:
4 Horwahars FerenTaan e PEE
s L Buiridine

kpd RO

L LT e AL
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Foeg e |

SRp——

opPD

PEMGGLUINA ANGEARAN
BENDAHARA PENERIMA

BULAN

Mo

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
BUKU REGISTER PENERIMAAN

BENDAHARA PENERIMA

.-:. ':-r:. _:: f ..""_ __ ‘I .'-"5'.'

Nomor Bukti (TEBP)

v T T TRy g L R S e S i

Tanggal Uraian Kode Rekening

Jumlah

Penerima

i £ B __..-.‘;-_. ‘ TaE l W he :_.‘-':-._,'C'g: W ..- T s .: E.. -

Jumilah Sd. Bulan Lalu

Jumlah sd. Bulan Ini
Jumizh sd. Bulan Ini

Liwa

BENDAHARA PENERIMA




LANPURD BANAT
P

'.._‘_- |

BUKU KAS UMUM

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

QFD
PENGGUNA ANESARAN
BENDAHARA PENERINA
M Nonvar Bukd Tanggal Uralan Kode Rekening Penerimaan Penyetaran
1 2- a L] ] ] i
Jumilah Sd. Bulan Lalu -
Jumlah sd. Bulan Ini -
= Jumiah sd. Bulan ni
Fada Harl ini Tanggal Bulan Tahun Huku Kas <ami Tutup. dan diparalel: keadaan Kas sebesar - -
Jumlah Transzksi Bulan Laluy Rg. -
Jumilah Transzksl Bukan . Rp.
Rpe
- Jumlah Pensnimaan ofd Bulan Rp. [iXeci
Jdumilsh Penyatoran efid Bulan ... ... Rp. 0,00
Sado Buku Rp
Terdin dar
1 Tunai R
2 Baldo Bank Rp.
3 Saldo Bank Rp -
MEMNGETAHLUI LI, oo e e
PENGGUMNA AMGGARAMN BEMNDAHARA PEMERINA

MIF. e e




PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

BUKU RINCIAN PENERIMAAN DAN PENYETORAN PEROBJEK

Anggaran
: Realisas|
LIRAAN (Dhyek Penarimaan) Sisa Anggaran :
HO HO
Uit TBP/STS TAHGGAL URATAN KODE REKEMING PENERI&MAN_ PENYETORAN
1 2 3 4 5 é 7
Jumtah Bulan Ini
Jumlah Bulan Lalu
Jumlah s/d Bulan Ini
Saldo
MENGETAHUI CONMEY, i e s 0w T S T
PEMNGGUMA ANGGARAN BEMDAHARA PENERIMA
NIP. oo NP oo




PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENERIMAAN OPD
{ SPJ BENDAHARA ADMINISTRASI )

oPD
Pengguna Anpgaran
Barcdahara Penerimaan
Biilar !
Tabu:n Anpgaran I
= Sampai Cangan Bualan ek Bulzn ni
: . durmish Yang Telah Sisa Yang Dekm
GDE REKERING Llral Jumiah 4 Jumnlah ¥ Ti I I Siea A
it sk HmEh ANBERTET  panerirnan Peryetoran Sisa Panerirrean Penyetoran Ssa T Disator Diswor daraizi v
1 z 3 1 5 GRS 7 8 U7 10m{447) 14 m5ng) L1140 13=(11-3)
[
[
Jumtah .
BIWEA s -
EEHDAH AR PEHERIEAN

BB s st i



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
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PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

< i BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
G JI. Tulip No. 08 Way Mengaku, Liwa 34811

Talg. iD?ZE! 21106 Fax. !ﬂ?!ﬂ! 21106

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS

Pada Hari ini Tanggal Bulan Tahun
Buku Kas kami Tutup, dan diperoclsh keadaan Kas sebesar : -

Nama Lengkap
Jabatan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 dan
Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2008, kami melakukan pemeriksaan setempat pada :

Nama Lengkap

Jabatan

Berdasarkan Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor | i A . tanggal .
ditugaskan mengurus uang berdasarkan hasil pamrrhsaan h&a serta huht: buhll
yang berada dalam pengurusan kami itu, kemi menemui kenyatzan sebagai berikut :

Jumlah uang yang kami hitung dinadapan pajabat tersebut adalah -

Aa. Uang Kertas RHp.

b Llarmg logam Hp,

c. SP20 dan alat pembayaran lainnya PR
yang balum dicair

d. Saido Bank R oy
e SuratBarang/Benda berharga lainnya Rp. ... . .
Diizinkan
dumlab. o 24+ MU

Saldo uang menurut BKEU, register, dan
lain sebagainya berjumlah B aiemssan

Perbedaan positif / negatif antara saldo
kas dan saldo buku Hp. ..o

Penjalasan perbedaan positif / negatif -

Liwa, .
BENDAHARA PENERIMA F‘EHGGUNA ANGGARAN

7 R S ——————
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Formai Regivter Penulupan Kas Bendahara Penerimaan

PEMERINTAN KABUPFATEN LAMPIING BARAT
REGISTER PENTUTUPAN KAS

Toangrgal Pesglnpan Kas

Ivama Pentup Eas
Tanggal Pemstupan Kas vang laln
Jurlah Transaksis.d bulsn -
- Jumibsh Penerimaan 3.4 tangeal. Ep
- Jumiah Pengeluaran s.d tanggal. . : Rp.
Saldo Buku : Ep.
Saldo Koy Bp
Saldo Kay lerdin otas,
1. Uang Kerlas
Pecahan  Rp, 1006, €060, 0 = Lembar = Rp,
Pacahan  Fp. SO0 00 = Lembar =Ep
Pecahan Ry 201.000,00 = Lembar = Rp.
Pecabum Ry IARIEERAH - Lembar = Rp.
Picahan Ry, 5.000,00 = Lembar = Rp,
Pagahan  Rp 2.000,00 = Lembgr = Rp
Pocuhan  Rp. 1.000,00 = Lombar  =ERp.
Pocahan  Rp. = Lembar = Rp.
Jumlsh Ugng Kerlas = Rp.
2 Uang Logam
Pecghum Rp 1, 00 = Keping - Rp
Pecohgn  Rp 0000 = Kﬁpinﬁ ~Rp
Poeahum  Rp 200,00 = Keping = Rp
Pzeghon  Rp. 10000 = Keping = Rp.
I*zcahan  Rp. 30,00 = keping = HKp
Peeaghan  Rp. 25,00 N Keping =
fumloh Uang Logam =
3 Keras berharaa dan bagisn Kas vang diljinkan Ordonansi! = Rp.
SP20, Wesel Cek | Saldo Bank, Matora don sehapminya
JUMLAH [ 1+1+3) Rp
Perboedasan Positif / Nepatif Rp.
4. Penjelasan perbedaan buk posinf mampun negati™ o
Liwa,
Mengetabui
Penggnma Angrgraran, Bendahara Penerimaan,
= o == e
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TATACARA
PENATAUSAHAAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENERIMAAN PPKD SERTA
PENYAMPAIANNYA

1. PENATAUSAHAAN PENERIMAAN PPKD

Penerimaan vang dikelola PPKD dapat berupa pendapatan dana
perimbangan, pendapatan lain-lain yang sah, dan pembiavaan
penerimaan. Penerimaan-penerimaan tersebut diterima secara

langsung di Kas Umum Daerah.

Berdasarkan penerimaan tersebut, Bank membuat Nota Kredit vang
memuat informasi tentang penerimaan tersebut, baik berupa informasi
pengiriman, jumlah rupiah maupun kode rekening yvang terkait.
Bendahara penerimaan wajib mendapatkan nota kredit tersebut

melalul mekanisme yang telah ditetapkan.

2. PEMBUKUAN PENERIMAAN PPKD

Pembukuan Pendapatan oleh bendahara penerimaan PPKD
menggunakan Buku Penerimaan Pendapatan PPKD,

Dalam melakukan pembukuan tersebut, bendahara penerimaan PPKD
menggunakan dokumen-dokumen tertentu sebagai dasar pencatatan,

antara lain:

1. Nota Kredit

2. Bukti penerimaan lainnya yang sah

Pembukuan Pendapatan FPPKD dimulai dari saat bendahara

penerimaan PPKD menerima informasi dari BUD/Kuasa BUD

mengenal adanya penerimaan di rekening kas umum daerah.

Langkah-langkah pencatatannya adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan Nota kredit atau Bukti Penerimaan Lain yang sah,
bendahara penerimaan PPKD Buku Penerimaan PPKD pada bagian
penerimaan kolom tanggal dan kolom nomor bulkti.

2. Kemudian bendahara penerimaan PPKD mengidentifikasi jenis dan
kede rekening pendapatan.

War= “




3. Bendahara penerimaan PPKD mencatat nilai transaksi pada kolom

jumlah.

Berikut adalah format Buku Penerimaan PPKL) dan bagan alir yang
menggambarkan proses Pembukuan Penerimaan pendapatan PPKD.

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
BUKU PENERIMAAN PPKD

BEMDAHARA PENERIMAAN PPED
Kode Bulkti Kode : |
| Nomor | Tanggal Kredit Lain | Rekening Uraian Jumlah | Keterangan

1 2 .I 3 4 5 & i a

Jumiah butan ini |
Jurntah s/d butan

latu | |
Jumlah Akhir | B
Menyetujui; sevesesiay Lol ool
PPKD Bendahara Penerimaan FPKD
{Tanda Tangan) {Tanda Tangan)
{(Nama Jelas) {Mama Jelas)

NIP. NIP.

1. Kelom 1 diisi dengan nomor urut

2. Kolem 2 diisi dengan tanogal penerimaan

3. Kolom 3 diisi dengan nomor nota kredit penerimaan

4.  Kolom 4 diisi dengan nomor bukti lain apa bila tidak mengeunakan nota kredit

8. Kolom 5 diisi dengan kode rekening pendapatan

&, Kolom 6 diis] dengan uraian pendapatan

7 Kolom 7 diisi dengan jumiah pendapatan

8  Kolom 8 dilsi dengan keterangan Jika diperlukan

9. Jumlab bulan ini adalah total penerimaan selama satu bulan®

10, Jumlah sampai dengan bulan lalu adalah saldo pendapatan sampai dengan bulan Lalu®

11. Jumiah akhir adatah jumlah antara jurmlah bulan ini ditambah jumiah sampai dengan bulan lale”
12 Kolom tanda tangan ditandatangani oleh Bendahara Penerimaan PPED dan PPED disertai nama jelas”

* Diisi hanya pada saat penutupan di  akhir bulan  untuk  keperluan  penyusunan  Laporan
Pertangpungjawaban Bendahara Penasrimaan PPED.

B / X: .



1. Pembukuan F-“nnan'rn;a;n LF"I;KD
e

Uraian Bendahara Penerimaan PPED

——

Proses Panerimean di ke
| wumLam dasrsh yang teish
diatur dslam PerfDH
mengenal system dan
progadur pargelalaan

kesimnnan dsarah

1.  Bemdehars penerimean FRED  mwenenima Nots MradiBiukd
Wata Hreditfbuidi lein yarg =msh  der Lain yang sah
panyeloran malalul rekening kes desrah.

2. Bondasarkar Nota Rreditoukti fin  yang
| sah Bendshara Penerimean  PPKD
| mencald peneddmasn dl Rokening kes

Melakukan Pengmsman
Buku Penerimaan

umum daeran o pada Buky Fenerimaan PR
PEXD
w
3. Hasll akhir darl proses in| sdaiah Buky | Fuibus Penmrimasn

Fendapatan FREL (== 5]




FEMER NTAH KABUPATEN LAMPLUNG EARAT

REGISTER SFPFSPMISP2D
BEMDAHAHA PENGELUARAN FHKD
TAHUN ANGGARAN
GEIAT rupah
ESpp 5P SP2D
i e Uralan Jumlah Kazbaran
fra der: Dot Tyl e Tal. Momor Tgl. Moo " i
1 bl 3 & B [ 7 L] ] 10
IF T R R ee e
Diendithera Penpeluran PPED,
i E S TR RS S
by L o

Cors Pengisien

1. Judul ditsl dengsn sama PROVIMSIASUPATENRKOTA dan fama SKPD yan berangulan
2. Kakom 1 dilel dargsn mzmear und

3. Kok 2 diisl dergar [enis balarga yang dinjulan

A, Kakom 3 dis| dergan tanggal panpajuan PR

£ Kolom 4 diisi dengar Momor SPF yang diajukan

& Kalom 3 dilsi denger tonggal peneriiban 3P taia i pengagian SRR pada kelom sabahmnye
. Malom & diisi dengir Somer SPM yang diterlatkan

B Kalom T giE] deigar arggal pancebitgn P20 mikalt dengem parehitan 3P0 peda kolom sabeluimnys
& Kolom & ditsl dengar Momaer SP20 warg dilorudan

10, Kadam 2 disl dangen Uraian Penpsiuan

%1, Kedam 10 glisi dengan juriab percalran

12, Foiom 11 diisi dengon katerangEan yang i lisan




PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
BUKU KAS LiNLIM
EEMDAHARA PENGELUARAN PPED
TAHUN ANGGARAN . vvvenianns

Bulan L.
dalam rupiah
i Tanggal Uraian Kode Relwoning | Penerimaan Fengeluaran Saldo
Saido awal
T ST

Mengatahm

PRED, Bendaliary Pengeluaran PPED,

BT 0 1, W 0,5, 0, g N N

MIF. 2 e a2 i S e
Cars Penglslan:

* Juchicin dergan ramn PROVINGMABUPA TEMSOTA, e SEPD yerg Lerserghoen
2 Ko hg cims g romin o transaks SEL (dimiday dari nomor 1 der seterusray, ko Ul pery; dgunien adalan romar ong par ranseksr bUMED Gar peficassr. MBkEuave
Sp e sab Wk mengheeiban dua s o5 persatalan, maks arhade sancEEar heis g s IvE CURL TRTGUITIIRET | DOTG) LT YINERS VEnG pename kal o

3 Kaar gl uhis) ke svagga arsaas

4, Romir unstar dis dergan uraen dnresig

2 0RO 4008 PRI dis Cengen nomalkode ekering. Kok i cisi harva unbk iarsassi belania

f W ponpnmann D dergan jrieh nupish eresor peres e

¥, P senpeluaren e e n Jumkih upih ey porpeluarsn

11 =afom s S Aengen jumiah 3t sekdo Sumulasl:

A e i berrebes  nanga e pambani dinl wil yang Seecernm pecs kolom salds pada seet penuiusen adir buan Y dibordstara pesgaasan pabarhy dapel bange kas lunal
lau simaanan d: Bank *

1. Kopin tanda sangan Harcalangan) oieh Bencanans Pzngekismn Pembstu chr Kiss Perggus Angyisoen doet rers pias.”

" Ziled hanwe pack st peruiupan 5 skhirbuban ureak kepenigan penpaesunan Laponan Femangaorg sweban Berdarars Fergsuaian FPKD
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PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
BUKU RINGIAN OBEYER BELANJA

BENDAHARA PENGELUARAN PPED
SKPD 2 0.0000. - DINAS . ....ooc i
Kode Rekaning D RXERONOOO KR
Nama Rakening T ONGOOOONOUDNECGENN
Jumlah Anggaran (DFPA) R e e s
Tahun Anggaran D RRENMNKK R KRR
Tangi M, BRL Uraian Beisnjs LS
Salio swe
Liva,
Mengciahu
Pengpona Anggaran, Benduhara Poogchimran,

e U 0, e,

| s R e

L SEasar,
A ke i ks reor PROAINS LS ABLPATEN/OTA, bods rekening, neme rekening. |umish angoeran Sen &ron Sosaian

o

2 Kriom mrgel dral cengan Sngga! ieragiu) pengeluarsn
3 Keiom ro BRL diS cengan namat uid B Jendsfem Pengaiuenan PPRL

4 Kelomuraan disidengsr raen belangz

i, Kok besiing _F digl dinigan [unik rupraly btz menggunakon SFP B

B Ko lapake ejandiardtangani oieh Bondohaie Pengeluasn PPRD den PPRD deeiainama jales
* Dg harwa peds sagt panubupen d gerir Bulan untk sepesien pergusbnan Lopoan Poriogungiveten Bercehera

e A R R A
b o TR e LR
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3. PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENYAMPAIANNYA
Bendahara penerimaan PPKD mempertanggungjawabkan pengelolaan
uang vang menjadi tanggungjawabnya kepada PPKD paling lambat
tanggal 10 bulan berikutnya. Pertanggungjawaban tersebut berupa
Buku Penerimaan PPKD yang telah dilakukan penutupan pada akhir
bulan, dilampiri dengan bukti-bukti pendukung yang sah dan lengkap.

Langkah-langkah penvusunan dan penyampaian pertangsungjawaban

bendahara penerimaan PPKD adalah sebagai berikut:

1. Bendahara penerimaan PPKD melakukan penutupan Buku
Penerimaan PPKD dan melakukan rekapitulasi perhitungan.

2. Bendahara penerimaan PPKD bukti-bukti penerimaan vang sah dan
lengkap.

3. Bendahara penerimaan PPKD menvampaikan Buku Penerimaan
PPKD yang telah dilakukan penutupan dilampiri dengan bukti
penerimaan yang sah dan lengkap kepada PPKD, paling lambat
tanggal 10 bulan berikutnya.

Berikut adalah bagan alir yang menggambarkan proses penyusunan
dan penyampaian pertanggungjawaban bendahara penerimaan PPKD.

40




LIRALAM

PPRD

Fusgsi Veritikasi

2. Penyampaian Perangoungjawaban Bendshara Penenmaan FFKD

Berdassrkan Buku
Pervdapatan FPRD dan
Bl pamarimaan yang
sah Bendahara
Fererimaan PPED
menyusun Pertang

g jerwabanmys

Bendabara Penerimaan

Dilakulan proses
verliicas; evahies dan
analizsis untulk
mendapatkan nformasi
pendapatan PERD yang
sinbron dan kredibel

41



PEMERINTAK KABUPATEN LAMPUNG BARAT
LAFORAN FERTANGGUNGAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN PPKD
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TATA CARA
PENATAUSAHAAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN OPD
SERTA PENYAMPAIANNYA

1.A. BENDAHARA PENGELUARAN OFD

— e r————]
Ty ABAG
LUM 43

i —

1. PENGAJUAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP).

™ ]
i RS

&

Bendahara pengeluaran mengajukan Surat Permintaan
Pembayaran (SPP) dalam rangka melaksanakan belanja. Dalam hal
ini bendahara pengeluaran menyusun dokumen SPP yang dapat
berupa:
a) Uang Persediaan (UP)
b) Ganti Uang (GU)
c) Tambah Uang (TU)
d] Langsung (LS)

= LS untuk pembayaran Gaji & Tunjangan

¢ L3 untuk pengadaan Barang dan Jasa

Disamping membuat SPP Bendahara Pengeluaran juga membuat
register untuk SPF yang diajukan, SPM dan SP2D yang sudah

diterima oleh bendahara.

a. SPP Uang Persediaan (UP)

Bendahara pengeluaran mengajukan SPP Uang Persediaan (UP)
setiap awal tahun anggaran setelah dikeluarkannya SK Kepala
Daerah tentang besaran UP.

SPP-UP dipergunakan untuk mengisi uang persediaan tiap-tiap
OPD, Pengajuan UP hanya dilakukan sekali dalam setahun
tanpa pembebanan pada kode rekening tertentu.

Bendahara mempersiapkan dokumen-dokumen vang diperlukan
sebagai lampiran dalam pengajuan SPP UP, selain dari dokumen
SPP UP itu sendiri. Lampiran tersebut antara lain:

a), Salinan SPD

b) Draft Surat Pernyataan Pengguna Anggaran

c) Lampiran lain yvang diperlukan

=




Bendahara Pengeluaran OPD dapat melimpahkan sebagian uang
persediaan yang dikelolanya kepada bendahara pengeluaran
pembantu OPD untuk kelancaran pelaksanaan Kkegiatan.
Pelimpahan tersebut dilakukan berdasarkan persetujuan

pengguna anggaran.

. SPP Ganti Uang Persediaan (GU)

Pada saat uang persediaan telah terpakai bendahara
pengeluaran dapat mengajukan SFP Ganti Uang Persediaan (GU)
dengan besaran sejumlah 5PJ penggunaan uang persediaan
vang telah disahkan pada periode waktu tertentu. SPP-GU
tersebut dapat disampaikan untuk satu kegiatan tertentu atau
beberapa kegiatan sesuai dengan kebutuhan vang ada. Misal,
suatu OPD mendapatkan alokasi Uang Persediaan pada tanggal
4 Januari sebesar Rpl00.000.000. Pada tanggal 20 Januari
telah terlaksana 2 (dua) kegiatan yang menghabiskan uang UP
sebesar Rp.80.000.000, maka SPP-GU wvang diajukan adalah
sebesar Rp.80.000.000 dengan pembebanan pada kode rekening
belanja terkait kegiatan tersebut.

Bendahara mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan
sebagai lampiran dalam pengajuan SPP GU, selain dari dokumen
SPP GU itu sendiri. Lampiran tersebur antara lain:

a) Salinan SPD

b) Draft Surat Pernyataan Pengguna Anggaran

¢} Laporan Pertanggungjawaban Uang Persediaan

d) Bukti-bukti belanja yang lengkap dan sah

g) Lampiran lain yang diperlukan

. SPP Tambahan Uang (TU)

Apabila terdapat kebutuhan belanja vang sifatnya mendesak,
yvang harus dikelola oleh bendahara pengeluaran, dan uang
persediaan tidak mencukupi karena sudah direncanakan untuk
kegiatan wvang lain, maka bendahara pengeluaran dapat
mengajukan SPP-TU, Batas jumlah pengajuan SPP-TU harus
mendapat persetujuan dari PPKD dengan memperhatikan

rincian kebutuhan dan waktu penggunaan. Jumlah dana yang

-J;Wintakan dalam SPP-TU ini harus dipertanggung-jawabkan

i
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tersendiri dan bila tidak habis, harus disetorkan kembali.

Dalam hal dana tambahan uang tidak habis digunakan dalam 1

{satu) bulan, maka sisa tambahan uang disetor ke rekening kas

umum daerah. Ketentuan batas waktu penyetoran sisa

tambahan uang dikecualikan untuk:

al kegiatan yvang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan

b) kegiatan yang mengalami penundaan dari jadwal yang telah
ditetapkan yang diakibatkan oleh peristiwa di luar kendali
PA/KPA;

Bendahara mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperiukan
sebagai lampiran dalam pengajuan SPP TU, selain dari dokumen
SPP TU itu sendiri. Lampiran tersebut antara lain:

a) Salinan SPD

bl Draft Surat Pemyataan Pengguna Anggaran

c) Surat Keterangan Penjelasan Keperluan Pengisian TU

d) Lampiran lain yang diperlukan,

. SPP Langsung (LS)

SFP Langsung (SPP-LS); yang dipergunakan untuk pembayaran
langsung pada pihak ketiga dengan jumlah yang telah
ditetapkan. SPP-LS dapat dikelompokkan menjadi:

a. SPP-LS untuk pembayaran Gaji dan Tunjangan

b. SPP-LS untuk pengadaan Barang dan Jasa

Bendahara mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan
sebagai lampiran dalam pengajuan SPP L3, selain dari dokumen

SPP LS itu sendiri. Lampiran tersebut antara lain:

Untulk SPP-LS Gaji dan Tunjanean

a) Salinan SPD

b) Draft Surat Pernyataan Pengguna Anggaran

¢) Dokumen-Dokumen Pelengkap Daftar Gaji yang terdini atas:
* pembavaran gaji induk;
=  gajl susulan;
= kekurangan gaji;

= pgaji terusan;
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uang duka wafat/tewas yang dilengkapi dengan daftar gaji
induk/ gaji susulan /kekurangan gajl/uang duka
wafat/tewas;

SK CPNS;

SK PNS;

SK kenaikan pangkat;

SK jabatan;

kenaikan gaji berkala;

surat permmyataan pelantilan,

surat pernyataan masih menduduki jabatan;

surat pernyataan melaksanakan tugas:

daftrar keluarga (KP4);

totokopi surat nikah;

fotokopi akte kelahiran;

surat keterangan pemberhentian pembayaran (SKPP) gaji;
daftar polongan sewa rumah dinas;

surat keterangan masih sekolah /kuliah;

surat pindah;

surat kematian;

SSP PPh Pasal 21;

dan peraturan perundang-undangan mengenai
penghasilan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan
tunjangan kepala daerah/wakil kepala daerah.

d) Lampiran lain yang diperlukan

Untuk SPP-LS Barang dan Jasa

a) Salinan SPD

b) Draft Surat Pernyataan Pengguna Anggaran
¢) Dokumen-Dokumen Terkait Kegiatan (disiapkan oleh PPTK}
vang terdiri atas:

salinan sural rekomendasi dari OPD teknis terkait;

SSP disertai faktur pajak (PPN dan PPh) yang telah
ditandatangani wajib pajak dan wajib pungut;

surat perjanjian kerjasama/kontrak antara pengguna
anggaran/kuasa pengguna anggaran dengan pihak ketiga

serta mencantumkan nomor rekening bank pihak ketipa;
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berita acara penyelesaian pekerjaan;

berita acara serah terima barang dan jasa;

berita acara pembayaran;

lewitansi bermeterai, nota/faktur yang ditanda-tangani
pihalk ketiga dan PPTK sertai disetujui oleh pengguna
anggaran/kuasa pengguna anggaran;

surat jaminan bank atau yang dipersamakan vang
dikeluarkan oleh bank atau lembaga keuangan non bank;
dokumen lain yang dipersyaratkan untuk kontrak-kontrak
yang dananva sebagian atau seluruhnva bersumber dari
penerusan pinjaman/hibah luar negeri;

berita acara pemeriksaan yvang ditandatangani oleh pihak
ketiga/rekanan serta unsur panitia pemeriksaan barang
berikut lampiran daftar barang vang diperiksa;

surat angkutan atau konosemen apabila pengadaan
barang dilaksanakan di luar wilayah keija;

surat pemberitahuan potongan denda keterlambatan
pekerjaan dari PPTK apabila pekerjaan mengalami
keterlambatan;

foto / buku [/ dokumentasi tingkat kemajuan/
penyelesaian pekerjaan;

potongan jamsostek (potongan sesual dengan ketentuan
yang berlaku /surat pemberitahuan jamsostek); dan
khusus untuk pekerjaan konsultan yang perhitungan
harganya menggunakan biaya personil (billing rate), berita
acara prestasi kemajuan pekerjaan dilampiri dengan bukti
kehadiran dari tenaga konsultan sesuai pentahapan waktu
pekerjaan dan bukti penyewaan/pembelian alat penunjang
serta bukti pengeluaran lainnva berdasarkan rincian

dalam surat penawaran.

d) Lampiran lain yang diperlukan
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PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
REGISTER SPR/SPM/SPLD
L1 ] o | PR e

[ Jenis [ 5FP 5P BP20 | '
Mo | ueouTurs Tgh | Nemor | TgL | Nemar | Tgh | Nemor | MR | umiah | Keterangan |
l_ 4 3 = 5 [ 7 i E 0 1
| |
i :
I T {
! ry—— _— T
| I |
i - — f | |
| . .
; . . I
ST s tanggal o
Bendahara Pengeluaran

(Tamda Tangamn)

iMama Jelas)
MIP.

Cara Pengisian:

Hama OPD diisi dengan nama ORD yang bersangkutan

Kolom 1 giisi dengan nomor urut

Kolom 2 diisi dengan jenis pengeluaran dengan UPAGL/TUSLS

Kolom 3 diisi dengan tanggal pengajuan SPP

Kolom 4 diisi dengan Momor SPP vang diafukan.

Kelom 5 diisi dengan tanggal penerbitan SPM terkait pengajuan SPP pada kelom sebalumnya
Kelom & dlis! dengan Nomor SPM vang diterbitkan

Kelom 7 diisi dengan tanggal penerbitan SP20D terkait dengan penerbitan SPM pada kolom sebeluminva
9, lKeclom 8 diisi dengan Nomor SP20 yvang diterbitkan

10. Kolom 9 diisi dengan Uraian Pengajuan

11. Kolom 10 ditsi cengan jumiah pencairan

12. Kelom 11 difsi dengan Keterangan yang diperiukan

13. Kelom tanda tangan ditandatangani cleh Bendahara Pengeluaran disertai nama jelas

O —f O L e Ll bt =k

PEMBUKUAN BELANJA

A. Buku-Buku Yang Digunakan

Pembukuan Belanja oleh bendahara pengeluaran menggunakan:
1, Buku Kas Umum (BEKU)
2. Buku Pembantu BKU sesuai dengan kebutuhan seperti:
a. Buku Pembantu Kas Tunai,
b. Buku Pembantu Simpanan/Bank;
¢. Buku Pembantu Panjar;
d. Buku Pembantu Pajak;
e. Buku Pembantu Rincian Obyek Belanja
Dalam penulisan buku-buku yang digunakan seperti tersebut
_.diatas, dapat dilakukan menggunakan komputerisasi dan dapat
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Dalam pelaksanaannya, tidak semua dokumen pembukuan
digunakan secara bersamaan untuk membukukan satu transaksi
keuangan yvang dilakukan oleh bendahara pengeluaran. Buku apa
saja yang digunakan untuk setiap transaksi akan dijelaskan dalam
bagian berikutnya.

Dokumen-dokumen vang digunakan sebagai dasar dalam

melakukan pembukuan adalah:

1. SF2D UP/GU/TU/L3

2. Bukti transaksi yang sah dan lengkap

3. Dokumen-dokumen pendukung lainnya sebagaimana yang
diatur dalam peraturan yang berlaku.

Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK) mengajukan permohonan
dana dengan mengisi Nota Pencairan Dana (NPD] untuk
melaksanakan kegiatan tertentu kepada Pengguna Anggaran/Kuasa

Pengguna Anggaran.

Berdasarkan Nota  Pencairan Dana  tersebut, Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna  Anggaran memberikan  memo
persetujuan kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara
Pengeluaran Pembantu untuk mengeluarkan sejumlah dana yang
dimaksud. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
Pembantu mengeluarkan dana sejumlah persetujuan yang
diberikan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
kepada PPTK.
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PEMERINTAH PROVINSL/KABUPATEN/KOTA ......
NOTA PENCAIRAN DANA (NPD)

Nomor : ...........oocvvvneee.. Tahun ......

Bendahara Pengeluaran
Supaya mencairkan dana kepada :

1. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) :
3. Program :
' 4, Kegiatan :
5. Nomor DPA-/DPAL-/DPPA-QPD :
. Tahun Anggaran :
7. Jumlah Dana yang diminta :
EHOEBIaNE 1 s ]

Pembebanan pada kode rekening

No. Kode Urafan Anggaran | Akumulasi | Pencairan | Sisa
Urut Rekening Pencairan Saat ini
Sebelumnya
14
1. i
3, .
i 4 ' '
| 5. | | _l' -
i Jumlah i
i el Potongan - potongan i
PPh-21/22/23 O R il S e A st
Jumlah yang diminta : Rp. '
Potongan - potongan : Rp.
Jumlah yang dibayarkan : Rp.
{terbifang :
R e TR R T H--itl-‘#rli! B R FEA I R NN PR EEE TN PR PR EEE EE RN NN NI N R RN RN R IAEE EEEL _I.ll 34 |-}
ceeeiies, WANGGAE]
Kepala OPD, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(tanda tangan) {tanda tangan)
(nama lengkap) (nama lengkap)
MIP. NIP.




Format BKU dan Buku Pembantunya adalah sebagai berikut;

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
BUKU KAS UMUM
BENDAHARA PENGELUARAN
OPD  :ise

; [
MNe. | Tanggal | Ne. BKP

Kods

Rekening Uraian Penerimaan | Pengeluaran Saldo

__Jumiahbulanini |
Jumilah 5.d. Bulan lalu |
Jumlah s.d. bulan ini !

Pada hari ini tanggal.. bulan..tahun.. buku kas umum kami tutup dengan keadaan kas di
Bendahara Pengeluaran Rp. ....... e

A S ————————— dengan huruf)
terdini dari:
a. Tunai Bl oaiie
b. Saldo Bank L)
€. Surat Berharga B asilii
Menzgetahui: ceiaeenn sy tanggal
Pengguna Anggaran Bendahara Penerimaan
{Tanda Tangan) {Tanda Tangan)
(Nama Jelas) (Mama Jelas)
NIP. NIP.

Cara Pengisian:

1. Mama OPD diisi dengan nama OPD yang bersangkutan

2. FKolom Mo. diisi dengan nomor urut transaksi BKU Bendahara Pengeluaran. {dimulai dari
nomor 1 dan seterusnya). Nomor urut yang digunakan adalah nomar urut per transaksi bukan
per pencatatan. Maksudnya apabila satu transaksi menghasilkan dua atau lebih pencatatan,
maka terhadap pencatatan kedua dan seterusnya cukup menggunakan nomor urut transaksi
yang pertama kali dicatat

3. Folom tanggal diisi dengan tanggal transaksi

4. Kolom uraian diisi dengan urajan transaksi

5 Kolom kode rekening diisi dengan nomor kode rekening. Kolom ini diisi hanya untuk transaksi
belanja

& Kolom penerimaan diisi dengan jumiah rupiah transaksi penerimaan

7. Kolom pengeluaran diisi dengan jumilah rupiah transaksi pengeluaran

8. Kolom saldo diisi dengan jumlah atau saldo akumulasi.

8. Kas di bendahara pengeluaran diisi nilai yang tercantum pada kolom saldo pada saat
penutupan akhir bulan. Kas di bendahara pengeluaran dapat berupa kas tunai atau simpanan
di Bank, *

10. Kolom tanda tangan ditandatangan! oleh Bendahare Pengeluaran dan Pengguna Anggaran
disertai nama jelas. *

Diisi hamya pada seat penutupan i akkir bulan untuk keperluan peryusunan Laporan Pertanggunglawabar
Bendahara Pengeluaran
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PEMERINTAH KABUPATEN LAMPLUNG BARAT
BUKU PEMBANTU KAS TUNAI

BENDAHARA PENGELUARAN
OPD i
[ Tanggal No.BKU Uraian Penerimaan | Pengeluaran Salde
- Jumiah

Mengetaboi: . , Tanggal .oooevvieinn

Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran
(Tanda Tangan) (Tanda Tangan)

[Nama jelas) {Mama jelas)

NIP. HIP.
Cara Pengisian:

b
i

Nama OPD diisi dengan nama OPD yang bersangkutan

2. Kolom tanggal diisi dengan tanggal penerimaan atau pengeluaran tunai bendahara
pengeluaran

3. HKolom No. BKU difsi dengan nomor urut penerimaan atau pengeluaran tunai pada BKU

4. Kolom uraian diisi dengan uraian penerimaan atau pengeluaran tunai

5. kolom penerimaan diisi dengan jumlah rupiah penerimaan tunai

&, kolom pengeluaran diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran tunai

7. HKolom saldo diisi dengan jumlah/saldo kas tunai

8. HKolom tanda tangan ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran dan Pengguma Anggaran

disertai nama jelas. *

“ Diisi hanya pada saat penutupan di akhir bulan untuk keperluan penyusunan Laporan
FPertanggung-jawaban Bendahara Pengeluaran

S | KABA
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PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
BUKU PEMBANTU SIMPANAN/BANK
BENDAHARA PENGELUARAN

ﬂFD N

Tanggal ::Ll Uralan Penerimaan Pengeluaran Saldo

Jumlah
Mengetahui: ciawiivay TOTREAL v svniisa
Fengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran
{Tanda Tangan) {Tanda Tangan)
::fpma jelas) N[:‘;ama jelas)

Cara Pengisian:

OFD dilsi dengan nama OPD vang bersanekulan

Kolom tanggal diisi dengan tanegal penerimaan atau pengeluaran melalui rekening bank bendahara
pengeluaran.

Kolom Mo, BKU dilsi dengan nomet urut penerimaan atau pengeluaran melalui bank pada BKL.

Kolom uratan dilsl dengan uraian penerimaan atau pengeluaran melalui bank

Kolom penerimaan diisl dengan jumiah rupiah pererimaan melalui bank

Kolom pengeluaran diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran melalui bank

Kolom saldo diisl dengan jurnlah/saldo bank

Kolom Landa Langan ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran dan Pengguna snegaran disertai nama
jelas. *

B3 -

R

-

Diist hanya pada saat penutupan di akhir bulan  uwntuk  keperluan penyusunan  Laporan
Pertangoungjawaban Bendahara Pengeluaran
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PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
BUKU PEMBANTU PANJAR
BENDAHARA PENGELUARAN

P 1§ v
1 -_-Hul - s I i
Tanggal BKU Uraian Penerimaan Pengeluaran | Saldo
. |
|
2 = i I
| | —
| ] - . -
¢
Jumiah = -
Mengetahui: sevesrees o 1ANEEAEL
Pengglna Anggaran Bendahara
Fengeivaran
{Tanda Tangan} iTanda Tangan)
iNama jelas) iMama ielas)
NIP, MIF.

Cara Pengisian:

@AMk Wi

OPD diisi dengan nama OPD yvang bersangkutan

Kelom tangeal diisi dengan targsgal penerimaan atau pertanggung-iawaban panjar

Kelom No. BKU diisi dengan nomor urut penerimaan atad pertanggung-jawaban panjar pada BKU.

Kolom uraian diisi dengan uraian penerimaan atau pertanggungjawaban panjar

Kolom penerimaan diisi dengan jumlah rupiah SPJ panjar

Kolem pengeluaran diisi dengan jumilah rupiah pemberian panjar

Kolom saldo difs dengan jurnlah/salde sisa panjar vang masin berada pada PPTH

Kolom tanda tangan ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran dan Pengguna Anggaran discrlal nama
jelas. *

Diis] harya pada caab penutugan di akhic bulan ontok keperluan pemausunan Laporan Pertanggung-iswaban
Berwdahara Pengeluaran




PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
BUKU PEMBANTU PAJAK
BENDAHARA PENGELUARAN

) 5 & e
Tanggal | No. BKU Uraian Penerimaan Pengel_uaran Saldo |
|
- ]|
| j |
e | | T i
~ Jumlah .
Mengetahui: i , Tanggal
Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran
(Tanda Tangan) (Tanda Tangan)
(Hama jelas) (Nama jelas)
HIP. NIP.

Cara Pengisian:
OPD diisi dengan nama OPD yang bersangkutan

Kolom Tanggal diisi dengan tanggal pemotongan atau penyetoran pajak.

Kolom No. BKU diisi dengan nomor pemotongan atau penyetoran pajak pada BKU.

Kolom Uraian diisi dengan uraian pemotongan atau penyetoran pajak.

Kolom Penerimaan diisi dengan jumlah rupiah pemotongan pajak.

Kolom Pengeluaran diisi dengan jumlah rupiah penyetoran pajak.

Kolom Saldo diisi dengan saldo/jumlah pemotongan atau penyetoran pajak.

Kolom tanda tangan ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran dan Pengguna Anggaran
disertai nama jelas.*

* Diisi hanya pada saat penutupan di akhir bulan untuk keperluan penyusunan Laporan
Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran
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REKAPITULASI PENERIMAAN DAN PENYETORAN PAJAK
TAHUN ANGGARAN .........

LRy
angmana: e
Hendehuru Ponucluasan
PR
Hulan '
1 PATAK VANG BIPFUNGUT DAN DISETOR MELALUTMEEANISME LS dalem nupiah
] il Fulan Lalu Elan I (1 Bauian ind o,
L HRAAN Pemerfmaon Peryveinrar Pemserimasn ] Pemerimman Penyelorun Tk foinlpng
- 2 3 3 5 f T=gH) 8= ) V(%)
| PPk
2 [Pk Pl 21
1 PPR Pl 22
4 Vi Psl X3
5 PP Paenl 4 Ay 2 Fok == === - vy faw [Hu e
. ik oot = M——— = - I : =
JUNLAH 11,4118 LS1T] [, 1M} LRI 01,80 18, ThlF I, ik
2, PAJ,ﬁ YANG THPUNGUT DAN THEETOR MELAE MERAMISME II_F. LaMIa URAGLATD
: : s, Thalan T.aala DBiulam ini s Dubin ini
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PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
BUKU RINCIAN OBYEK BELAN.JA
BENDAHARA PENGELUARAN
DPD
Kode Rekening
Nama Rekening ;
Jumlah Anggaran [DPA) i ol simisiisnin
Jumlah Anggaran [MPPA) < . I
il | o Uraian | Belanja LS Belanja TU Belanja UP/GU saldo
ey i | ]
| |- -
Jumlah
Mengetahui: o , Tanggal
Pengguna Anggaran Eiendaham
Pengeluaran
{Tanda Tangan) {Tanda Tangan)
{(Nama jelas) {Nama jelas)
HIP. NIP.

Cara Penglsian:
1. OPD yang bersangkutan, kede rekening, nama rekening, jumlah anggaran dan tahun anggaran
2. kolom tanggal diisi dengan tanggal transaksi pengeluaran

3. Rolom no. BKU difsi dengan nomar urut BKU Bendahara Pengeluaran

4,  Kolom uraian diisi dengan uraian belanja

5. Kolom belanja LS difsi dengan jumiah rupiah belanja menggunakan SPP LS
&.  Kolom belanja TU dijsi dengan jumlah rupiah belanja menggunakan SPP TU
7. Kelom belanja UP/GU diisi dengan jumlah nupian belanja menggunakan SPP UP/GU
8. Kolom Jumilah diisi akumulasi dari setizp transaksi belanja UP/GU, TU dan LS
9. Kolom tanda tangan ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran dan Pengguna Anggaran disertai nama
jelas, *

Dilst  hanya pada

saat

penutupan

i akhir

Pertanggungjawaban Bendahare Pengzluaran

Errd
i
L.
=

%t |

bulan untuk  keperlusan

penyLUSLnan

Laporan
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PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT €5

OPD S N | Lembar Ke 1/Ti/ T ATV/VV]
Tabun AUERATAN | 2 sz No:., R SRR 8, Az
SURAT BUKTI PENGELUARAN KETERANGAN
Barang-harang termaksud telah masuk bulku
Sudah terima dari Bendahara Pengeluaran 3~ Persediaan/InventarispadaTgh.
Jumlah Kotor Pajak Jumiah Bersih
[ PPNTO% :
Uang SejumlahRp. .~ 4 [ FEREL ok -
...... 1 PENAE -
Yaitu untuk Pembayaran ; 5 PPh 23
Pajak Daerah.. -
Bergunabual pekerjaan/keperluan 5~
Kode Rekeriing, "7 e
Liwa, tgl...bln. . tahun
Yang berhak menerima
Pembayaran,
Yang I'I]EI:IF:‘J'I[IIii hural1g,.r’lr.:en1m'ik:»;3 Setun Dibagar; Bendahara Pengeluaran | Wema dan Alamat Penerima
pekerjaan tersebul di atas Pengguna Anggaran,
Pl T

Cara Pengisian ;

1. diisi dengan nama OPD yang bersangkutan

2. diisi dengan Tahun Anggaran berjalan

3. diisi dengan nama OPD

4. diisi dengan jumlah pengeluaran/belanja

5. diisi dengan rincian belanja {mis, belanja ATE, belanja fotokapi, di)

6. diisi dengan nama kegiatan

7. diisi dengan kode rekening mulai dari urusan, organisasi, program, kegiatan, dan rincian belanja

(12 digit)
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B. Pembukuan Penerimaan SP2D UP/GU/TU

Pembukuan penerimaan SP2D UP/GU/TU merupakan proses
pencatatan transaksi penerimaan SP2D UP/GU ke dalam BKU dan
Buku pembantu vang terkait. Proses pembukuan dilakukan ketika
bendahara pengeluaran menerima SP2D UP/GU/TU dari BUD/Kuasa
BUD. Pencatatan dilakukan sebesar jumlah vang tercantum di SP2D
sebagai "penerimaan SP2D" di :

1. BKU pada kolom penerimaan.

2. Buku Pembantu Simpanan/Bank pada kolom penerimaan.

Bendahara pengeluaran dapat mencairkan UP/GU/TU yang terdapat
di bank ke kas tunai. Pencatatan dilakukan sebesar jumlah vang
dicairkan sebagai "pergeseran uang” di:

1. BKU pada kolom pengeluaran

2. Buku Pembantu simpanan/Bank pada kolom pengeluaran

3. BKU pada kolom penerimaan

4. Buku Pembantu Kas Tunai pada kelom penerimaan

Apabila atas persetujuan Pengguna Anggaran, bendahara pengeluaran
melakukan pelimpahan uang persediaan ke bendahara pengeluaran
pembantu maka pencatatan dilakukan sebesar jumlah yang
dilimpahkan sebagai "pelimpahan UP" di :

1. BKU pada kolom pengeluaran

2. Buku Pembantu simpanan/bank pada kolom pengeluaran

Untuk keperluan pengendalian, bendahara pengeluaran dapat
membuat bulku pembantu yang dioperasikan secara khusus untuk

memantau jurnlah uang persediaan pada bendahara pembantu.

Rerikut adalah bagan alir untuk menggambarkan prosedur di atas
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R 1. Penarauzahaan Pencrimaan SP2D UP/GLITLT
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SP2D UPIGLTU
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Melzkukan pengisian
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Buku Pembantu

Slmpanan/Bank
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B2, Pembukuan Pergsseran Dana darl Rekening Bunk Bendahara l"cngé:lua:mn Ke Kas i

Tunsi Bendahars Pengeluaran
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pengisian BKU pada
kolom pangaiaran

r
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BKLU pada kalom
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L

Melakikan pengisian
Buku Pembaniu
Simpanan/Bank

I

Medakukan pengisian
Buku Pembaniu Kas
Tunai

l

BKU I

Buku Pambanti
Simpanan/Bank

Buky Pambantu
Kas Tunal
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1.3, Pambukuan Pelimpahan Diana UP/GL ke Bendaharn Pengaluaran Pembantu
[ ) ; Benduhars Pengeluaran
Livmium Bendshara Pengeluaran Basabant
Frogas
Pergereran
L
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|
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bty meticatal
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C. Pembukuan Belanja menggunakan Uang Persediaan
Dalam proses belanja menggunakan uang persediaan, terdapat
kemungkinan 2 (dua) cara bagi bendahara pengeluaran dalam melakukan
pembayaran. Pertama, bendahara pengeluaran melakukan pembayaran
tanpa melalui panjar. Kedua, bendahara pengeluaran melakukan

pembayvaran melalui panjar terlebih dahulu kepada PPTK.

1) Pembukuan pembayaran belanja tanpa melalui uang panjar
Bendahara
membayarkan sejumlah uang atas belanja yang telah dilakukan.

Proses  pembukuan dimulai ketika pengeluaran

Pembayaran dapat saja menggunakan uang yang ada di kas tunai

maupun uang yang ada di rekening bank bendahara pengeluaran.
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Berdasarkan bukti-bukti belanja yang disiapkan oleh PPTK, bendahara
melakukan pembayaran. Atas pembayaran tersebut, bendahara
pengeluaran melakukan pembukuan sebesar nilai belanja brute sebagai
"belanja" di:

1. BKU pada kolom pengeluaran.

2. Buku Pembantu Kas Tunai pada kolom pengeluaran.

3. Buku Pembantu Rincian Obyek pada kolom UP/GU, TU.

Jika pembayaran dilakukan dengan transfer dari rekening bank,
bendahara pengeluaran melakukan pembukuan sebesar nilai belanja
bruto sebagai "belanja” di:

1. BKU pada kolom pengeluaran,

2. Buku Pembantu Simpanan/Bank pada kolom pengeluaran.

3. Buku Pembantu Rincian Obyek pada kolom UP/GU, TU.

Apabila bendahara pengeluaran melakukan pungutan pajak atas
transaksi belanja di atas, bendahara pengeluaran melakukan
pembukuan sebesar jumlah pajak yang dipotong sebagai "pemotongan
PPh/PPN" di:

1. BKU pada kolom penerimaan.
2. Buku Pembantu Pajak pada kolom penerimaan.

Ketika bendahara pengeluaran penyetoran atas pungutan pajak,
bendahara pengeluaran melakukan pembukuan sebesar jumlah pajak
yvang disetorkan sebagai "setoran PPh/PPN" di:

1. BKU pada kolom pengeluaran.

2. Buku Pembantu Pajak pada kolom pengeluaran.
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.1 1. Pembukman Belanja UPAGLUTLU - Rekening Bank Bendahar Petigeluaran
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C. 120 Pembuknan Belanga URGLITU — Kas Timai Bendahar Pen celusran

Uraian Bandahara Pengeluran
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i ¥
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Kas Tunal
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2) Pembukuan belanja melalui uang panjar
Pembukuan atas uang panjar merupakan proses pencatatan pemberian
uang panjar ke PPTK termasuk didalamnya pencatatan atas
pertanggungjawaban yang diberikan oleh PPTK untuk uang panjar yang

diterimanya.
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Proses pembukuan dimulai ketika Bendahara Pengeluaran memberikan
uang panjar kepada PPTK untuk melaksanakan kegiatan yang menjadi
tanggung jawabnya. Berdasarkan Nota Pencairan Dana (NPD), memo
persetujuan PA/KPA, serta bukti pengeluaran uang/bukti lainnya yang
sah, Bendahara Pengeluaran mencatat pemberian uang panjar sebesar

uang vang diberikan di:

1. BEU pada kolom pengeluaran
2. Buku Pembantu Kas Tunai pada kolom pengeluaran

3. Buku Pembantu Panjar pada kolom pengeluaran

Apabila pemberian panjar dilakukan dengan transfer dar rekening bank,
Bendahara Pengeluaran mencatat pemberian uang panjar sebesar uang
vang diberikan di :

1. BKU pada kolom pengeluaran

2. Buku Pembantu Simpanan/Bank pada kolom pengeluaran

3. Buku Pembantu Panjar pada kolom pengeluaran

Langkah-langkah dalam membukukan pertanggungjawaban uang panjar

adalah sebagai berikut:

1. Bendahara Pengeluaran menerima bukti belanja/bukti pengeluaran
uang/bukti lainnya yang sah dari PPFTK sebagai bentuk
pertanggungjawaban uang panjar. Setelah pertanggungjawaban
tersebut diterima, Bendahara Pengeluaran mencatat pengembalian
panjar di;

+ BKU pada kolom penerimaan

« Buku pembantu panjar pada kolom penerimaan

Jumlah yvang dicatat sebesar jumlah uang panjar vang pernah
diberikan.
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2. Bendahara Pengeluaran kemudian mencatat belanja yang sebenarnya

terjadi berdasarkan pertanggungjawaban yang diberikan PPTK. Belanja
tersebut dicatat di:

¢ BKU pada kolom pengeluaran

* Buku Pembantu Rincian Obyek Belanja

. Apabila uang panjar yang diberikan lebih besar daripada belanja vang

dilakukan, PPTK mengembalikan  kelebihan tersebut. Atas

pengembalian itu Bendahara Pengeluaran mencatat di:

* Buku Pembantu Kas Tunai atau Buku Pembantu Bank/Simpanan
pada kolom penerimaan sebesar jumlah vang dikembalikan

- Apabila uang panjar yang diberikan lebih kecil daripada belanja yang

dilakukan, Bendahara Pengeluaran membayar kekurangannya kepada

PPTK. Atas pembayaran itu Bendahara Pengeluaran mencatat di:

* Buku Pembantu Kas Tunai atau Buku Pembantu Bank/Simpanan
pada kolom pengeluaran sebesar jumlah yang dibayarkan
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C.2 1. Pembukuan Pemberian Uang Panjar
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C22A, Pembudoyan Perlanggungjawaban Uy Panjar
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D. Pembukuan Belanja Melalui LS

1)

2)

Pembukuan SP2D LS untuk pengadaan Barang dan Jasa

Pembukuan atas proses belanja LS untuk pengadaan barang dan jasa

dimulai ketika bendahara pengeluaran menerima SP2D LS barang dan

Jasa dari BUD atau Kuasa BUD melalui Pengguna Anggaran.

Pembukuan dilakukan sebesar jumlah belanja bruto (sebelum dikurangi

potongan) sebagai "belanja pengadaan barang dan jasa” di:

1. BKU pada kolom penerimaan dan pengeluaran pada tanggal vang
SAIA

2. Buku Pembantu Rincian Obyek Belanja vang terkait pada kolom
belanja LS.

Terhadap informasi potongan pajak terkait belanja pengadaan barang

dan jasa, bendahara pengeluaran melakukan pembukuan sebesar

jumlah pajak yang dipotong sebagai "pemotongan PPh/PPN" di:

1. BKU pada kolom penerimaan dan kolom pengeluaran pada tanggal
yang sama.

2. Buku Pembantu Pajak pada kolom penerimaan dan kolom

pengeluaran pada tanggal yvang sama.

Pembukuan SP2D LS untuk pembayaran Gaji dan Tunjangan

Pembukuan atas SP2D LS untuk pembayaran Gaji dan Tunjangan

dimulai ketika bendahara pengeluaran menerima SP2D LS Gaji dari

BUD atau Kuasa BUD melalui Pengguna Anggaran. Pembukuan

dilakukan sebesar jumlah belanja bruto (sebelum dikurangi potongan)

sebagai "belanja gaji dan tunjangan” di:

1. BKU pada kolom penerimaan dan pengeluaran

2. Buku Pembantu Rincian Obyek Belanja pada kolom belanja L3,
untuk setiap kode rekening belanja gaji dan tunjangan yang terdapat
di SP2D.
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D.1. Penatousabaam Belanga SPZD LS Barang dan Jasa
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3, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENYAMPAIANNYA

Bendahara pengeluaran wajib menyampaikan pertanggung-jawaban atas

pengelolaan uang yang terdapat dalam kewenangannvya.

Pertanggungjawaban tersebut terdiri atas:

pertanggungjawaban penggunaan UP
pertanggungjawaban penggunaan TU
pertanggungjawaban administratif

pertanggungjawaban fungsional.

A. Pertanggungjawaban Penggunaan Uang Persediaan

Bendahara pengeluaran melakukan pertanggungjawaban penggunaan
uang persediaan setiap akan mengajukan GU. Dalam melakukan

pertanggungjawaban tersebut dokumen yang disampaikan adalah Laporan

Pertanggungjawaban Uang Persediaan dan dilampiri dengan bukti-bukti

belanja yvang sah.

Langkah-langkah dalam membuat pertanggungjawaban uang persediaan
adalah sebagai berikut:

1

2)

3)

Mengumpulkan bukti-bukti yang sah atas belanja yang menggunakan
uang persediaan termasuk bukti-bukti vang dikumpulkan oleh
bendahara pengeluaran pembantu, jika ada sebagian uang persediaan
vang sebelumnya dilimpahkan kepada bendahara pengeluaran
pembantu

Berdasarkan bukti-bukti vang sah terscbut bcndahara pengeluaran
merekapitulasi belanja kedalam Laporan Pertanggungjawaban Uang
Persediaan sesuai dengan program dan kegiatannya masing-masing.
Laporan Pertanggungjawaban Uang Persediaan tersebut dijadikan
lampiran pengajuan SPP-GU
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PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN UANG PERSEDIAAN
BENDAHARA PENGELUARAN

QPG s R
Tahun ANGEAFAN 1 ..viviviaiiaiesionesias

Kode Rekening Uraian Jumiah

_ L] |
Total | |

Uang Persedizan Awal Periode |' |

|
Uang Persediaan Akhir Perfode | [

oenaven i 1ENEEEAL L.
Bendahara Pengesluaran

(Tanda Tangan)

Mama Jelas]
P,

Cara Pendlslan:

1. Hama OPD yang bersanghutan dan tahun anggaran.

2. Kolom kode rekening diisi dengan kode rekening mulal darl kode rekening keglatan, betania sampal densan
rincian obyek,

3. kKolom uraian diisi dengan uraian nama kegiatan dan belanja sampai dengan rincian obyek.

4. Kolom belanja diisi dengan jumlah rupiah belanja untuk kode rekening setiap rincian obyek belanja.

5. Kolom tanda tangan dilsl dengan tanda tangan bendahara pengeluaran disertal nama jelas.
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B. Pertanggungjawaban Penggunanan TU

Bendahara pengeluaran melakukan pertanggungjawaban penggunaan TU
apabila TU vang dikelolanya telah habis/selesai digunakan untuk
membiayal suatu kegiatan atau telah sampai pada waktu vang ditentukan
sejak TU diterima.

Dalam melakukan pertanggungiawaban tersebut dokumen yang
disampaikan adalah Laporan Pertanggungjawaban Tambahan Uang
Persediaan. Dokumen ini dilampirkan dengan bukti-bukti belanja yang sah

dan lengkap.

Langkah-langkah dalam membuat pertanggungjawaban TU adalah sebagai
berikut:

1) Bendahata pengeluaran mengumpulkan bukti-bukti belanja vang sah

atas penggunaan tambahan uang persediaan.

2] Apabila terdapat TU yang tidak digunakan bendahara pengeluaran
melakukan setoran ke Kas Umum Daerah. Surat Tanda Setoran atas
penvetoran itu dilampirkan sebagai lampiran laporan
pertanggungjawaban TU.

3) Berdasarkan bukti-bukti belanja yvang sah dan lengkap tersebut dan
bukti penyetoran sisa tambahan uang persediaan (apabila tambahan
uang persediaan melebihi belanja yang dilakukan) bendahara
pengeluaran merekapitulasi belanja kedalam Laporan Pertanggung-
jawaban Tambahan Uang Persediaan sesuai dengan program dan
kegiatannya yang dicantumkan pada awal pengajuan TU.

4) Laporan pertanggungawaban tersebut kemudian diberikan kepada
Pengguna Anggaran melalui PPK OFD.

5) PPK OPD kemudian melakukan verifikasi atas pertanggung-jawaban
vang dilakukan oleh bendahara pengeluaran.

6) Pengguna Anggaran kemudian menandatangani laporan

pertanggungjawaban TU sebagai bentuk pengesahan,
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PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN
BENDAHARA PENGELUARAN

Tahun Anggaran TR S
Program R R R e R
Kegiatan T e
Kode Rekaning Liraian Jumilah
(1]
i
Total |
Tambairan Uarg Persediaan :
Sisa Tambahan Liang Persedizan * ';
Tanggal 5P2D TU b S R R A
Mengetahui: SRR £ 5.1 | ER——.
Pengouna Anggararn Bandahara Pengeluaran
(Tanda Tangan} iTanda Tangan}
{hama jelas) Mama jelas

NIP. NiP.

“Sita tambahan vang persediaan telah disetor ke Kas Umum Dasrah pada tangeal ...

Cara Pengizian:

1. OPD yang bersangkutan dan tahun anggaran

2. Program diisi dengan kede dan nama program yang dibfayal dengan TU

3. Kegiatan diisi dengan kode dan nama kegiatan yang dibiayai dengan TLU

4. Tanggal 5PZD TU dilsi dengan tanggal terbitnya SFED TU

5. Kolom kode rekening diisi dengan kode rekening Belanja

6. Kolom uraian diisi dengan uraian nama kode rekening belanja

T. Kolom jumiah diisi dengan jumtah rupiah pelanja untuk kode rekening setiap rincian obyek belanja

8. Jumilah adaiah total belanja dengan uang TU

9. Tambahan Uang Persediaan difsi jumlah Tambahan Uang Persediaan yang diberikan

10.5isa Tambahan Uang Persediaan adalah Tambahan Uang Persediaan dikurang jumlah total belanja. Apabila
hasilnya positif maka ada sisa dana TU yang harus dikembalikan ke Kas Umum
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C. Pertanggungjawaban Administratif

Pertanggungjawaban administratif dibuat oleh bendahara pengeluaran dan
disampaikan kepada Pejabat Pengguna Anggaran paling lambat tanggal 10
bulan berikutnya. Pertanggungjawaban administratif tersebut berupa
Surat Pertanggungjawaban {SPJ) yvang menggambarkan jumlah anggaran,
realisasi dan sisa pagu anggaran baik secara kumulatif maupun per
kegiatan. SPJ ini merupakan penggabungan dengan SPJ Bendahara

Pengeluaran Pembantu.

Pertanggungjawaban administratif berupa SPJ dilampiri dengan:
a, Buku Kas Umum,
b. Laporan Penutupan Kas; dan

¢. SPJ Bendsahara Pengeluaran Pembantu.

Pertanggungjawaban administratif pada bulan terakhir tahun anggaran
disampaikan paling lambat hari kerja terakhir bulan tersebut
Pertanggungjawaban tersebut harus dilampiri bukti setoran sisa uang
persediaan. Apabila sisa uang persediaan tersebut tidak disetor untuk
langsung digunakan maka harus mengajukan permochonan oleh Pengguna
Anggaran/Kepala OPD kepada PPKD selaku BUD dan selanjutnya besaran
uang persediaan yang digunakan tersebut akan diperhitungkan pada saat
pemberian uang persediaan tahun aggaran berikutnya, sehingga uang
persediaan yang diterima pada tahun anggaran berikutnya besaranva

setelah dikurangl uang persediaan yang tidak disetor tersebut.

Langkah-langkah dalam membuat dan menyvampaikan SPJ bendahara

pengeluaran adalah sebagai berikut:

1) Bendahara pengeluaran menyiapkan laporan penutupan kas.

2) Bendahara pengeluaran melakukan rekapitulasi jumlah-jumlah belanja
dan item terkait lainnya berdasarkan BKU dan buku pembantu BKU
lainnva serta khususnya Buku Pembantu Rincian Obvek untuk
mendapatkan nilai belanja per rincian obyek.
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/] HUKUM

Bendahara pengeluaran menggabungkan hasil rekapitulasi tersebut
dengan hasi] yang ada di SPJ Bendahara pengeluaran pembantu.
Berdasarkan rekapitulasi dan penggabungan itu. bendahara
pengeluaran membuat SPJ atas pengelolaan uang yang menjadi
tanggungjawabnya.

Dokumen SPJ beserta BKU, laporan penutupan kas dan SPJ bendahara
pengeluaran pembantu kemudian diberikan ke PPK OPD untuk
dilakukan verifikasi.

Setelah mendapatkan verifikasi, Pengguna Anggaran menandatangani
sebagai bentuk pengesahan,
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PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
LAPORAN PENUTUPAN KAS BULANAN
Bulm L R L AL L LR Tahun L L

Kepada Yth.

Di Tempat

Dengan memperhatikan Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota ........... MO
Tahun .... mengenai Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah,
bersama ini kami sampaikan Laporan Penutupan Kas Bulanan yang terdapat
di bendahara pengeluaran OPD .....occiiiiiiiininiiiiinnennes adalah sejumlah Rp.

............ dengan perincian sebagai berikut:

A. Kas di Bendahara Pengeluaran
A.l. Saldo awal bulan tanggal ... Rp.
A2, Jumlah Penerimaan Rp.
A3. Jumlah Pengeluaran  Rp.
A.4. Saldo Akhir bulan tanggal. .
Saldo akhir bulan tanggal terdiri dari sa.lcf::z di kas tunai sebesar Rp. ..........
dan saldo di bank sebesar Ep .....

B. Kas di Bendahara Pengeluaran Pembantu

B.1. Saldo awal bulan tanggal Rp.
B.2. Jumlah Penerimaan Rp.
B.3. Jumlah Pengeluaran Rp.

B.4. Saldo Akhir bulan tanggal. Rp.
Saldo akhir bulan tanggal terdiri dari saldn di kas tunai sebesar Rp. .
dan saldo di bank sebesar Rp ..

C. Rekapitulasi Posisi Kas di Bendahara Pengeluaran

C.1. Saldo di Kas Tunai Rp.
C.2. Saldo di Bank Rp.
C.3. Saldo total Rp.

Bendahara Pengeluaran
Tanda tangan

(nama jelas)
NIP
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PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
1 | e e A e S
BERITA ACARA PEMERITKSAAN KAS

Pada hariind ... ... anggal ... ... ... berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Neeeri Bepublik
Indenesin Momor 13 Tahun 2006 dan Peraturan Deerah Nomer 2 Tahun 2008, wlah dilakokan
pemeriksoan kas oleh

Mamz !
Jabaran :
Terhadap
Mama ;
Jaharan : Bendahars Pengeluaran OPD, ....oooicic o
Fabupalen Lampung Barat
Yanz sesual Keputusan Bupad Mewos diznghat
schars Bendahars Pengeluaran pada
Kabupaten Lampung Baral

Berdazarkon Pemerikeaan Kas zerta bubti-bukli vang berads dalam  penpuriean o, kami
mendapatkan kényatann sebagai berikut -

1. Saldo Menorut Buky Ry (11K}
2. Saldo Menuvrul Peracnksaan Fizik
o Liang Keras REp. 0,06
b. Uang Logom Ep 0,00
¢ 5PID dan abn pembayaram lanova vamg Bp.
behm car (RN
d. Saldo Bank R 0.00
¢. Surat/BarangBenda berharga lainnyva Rp 13,00
Jumnlah Hasil Pemenksaan Fisik Rp (1,0
Silisih lebahy { Kargng) {1 -2) Rp 0,00
e e R R e
Bl ercemcmmeromeres
Yang diperiksa Yang memeriksa
Bendahara Pengeluaran, Pengguna Anggaran,
e b R = -
NP NIP,
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PEMERINTAHL KABUPATEN LAMPUNG BARAT
[ | o A e o Ry e e
REGISTER PENUTTUPAN KAS

Tanggal Penutupan Kas

Nama Penolup Kas

Tanggal Pemstupan Kas vang lalu
Jumilah Tramsaks: s.d. bulan
Jualah Peperimaan s o tanggasl
Jumiah Pengeluaran 5.d. tonggal

Saldo Buku
Saldo Kas

Saldi Kas lerdin atas:
1. Uang Kerlas

Pecalian
Pecahan
Pocahan
Freahan
Preeahan
Pecahan
Pacaban
Paeahin

Rp.
Rp.
Ep.
K.
Kp.
Rp.
Rp.

Rp

2 Uang Logam:

Pooahan
Pecahan
Pecatian
Pecphian
Pecahan
FPecahan

3 Kertas berharga dan bagian Kas vang difjinkan Ordonansi/

LOD_000.40
50 000,10
EIF.EHJEJI,HH
00 E0C0) 1

3.000.00
2,000,00
1.000,00
500,00
Jumlah Uang Kertas

TR0 0D

S0.00

200

L0, (0

50,40

75 00
Jurmitoh Uang Logam

. SPAD, Weadl, Cek, Saldo Bank, Materai dan sebagmnya

4. Penjclasan sehisih baik posilf maupun meentil - o e

JUMLAH (1+2+3)
SELISIH

Mhengetahui
Pengguna Anggaran,

==

NIP.

T

TR R TN N R PR,

Rp.

Rp.

Bp.

Rp.

Lembar = Rp,
Lembar = Ry
Lembar “Rp.
Lambar = Hp,
Lambar = Rp.
Lembar = Rp.
Lembar = Rp.
Lembar = Rp.
=Hp.

Eeping Rp.
keping = |tp
Keping = Rp.
Keping  =Rp
Keping = RBp.
Kazping Kp,
Rp.

- By

Rp.

L s s
Bendahara Pengeluaran
O =
MNIP.
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PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

BERITA ACARA REEKONSILIAST BANK
i £ 1 e e e e s o
Fads hen i ooy, Lampgat o Fuolaa oo tehue o telaiy diselenppacakon rebobxilinsd Saldo Rekening
Koran Hank emiary Sanum Kerpy Persmgsod Dueruh oo sk pennhk rekemre dengen PT, Bauk

|ampang Cabang Permbarty [isen solaku penerbit Dolommen Rebenng Eoran,

Solunuinve Hendahara Penpelusran menvediskan daty irmeabs mengesn msfas debel, onitis kedit dag saldo

rekening girod koran perinde ad e v dhipersleh dart bukn pemhantu stmpanin bamk
Rekomuliany dilaksanakan secars herams - osame vimy hasboo dilosngken ke dolem Bents Acwra
Rekigesthua Bunk (RARD ) mn dessman hasal sebupn bepbut;
dafam rupiah
Wi 1 I Fuaku Hank Rstaming Komn Sebist
| i 4 A 3o 3-4
I 0 a0 2,00
r AL AL F) it
i JUMLAH PERBEDAAM {1-2) 0.0 0,00 O )
EETERANGAN SELISIH
A Penerimann vang redah dicatat dleh ki, Belnm dicarst oleb Hank
4, STSNomor. .. .. R 100
b, Bubii Lo veng Sub Rp ERY] Rp. (160
Ep (3,00
B Penpeliwmm vemg beleh dwatad oleh bubu, Belum dicatel oleh Bunk
a, SHEE Mmmor Ep [RALIH
b, Wiz Kredil Momor,, Kp (1,016 Fp 0,00
Rp 0,00
. Pepermsmm yong leloh dicutat oleh Bank, Delurn dicatid olem Bk
i STSMNomor... ... Rp. 000
by, Mok Kredsl Nammew Lo 00 K. (1000 K. 3,00
Ep R
13 Pengeluurn vong telol dicutal oleh Benk, Belum dicatnl alel Bus,
o SPID Nemer. .. Ep. WY
b Bote Dheibil Notoor .. 2o Ry 1,00 Rp- L1
Bp 0,68

Demikian Berita Acora un dGibuet denpan sestnspoulinya dan votuks diperpunaken sebagainiang mestinya

Bendahara Pengeluran, PT. Bank Lampung Caperm Liwa,

MIP.




FPEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
LAPORAN FERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN
(SPJ BELANJA ADMINISTRATIF)

Orn
Pengguna Anggaran
Bendahara Pengeliuaran
Tahun Anggaran :
Bulan :
- il it
| HNr L% G ETT L Farmigr — Jsaa BRI T T '———l
i o [ g | T N samiah sl i

) | bk Aigiaiing Tim Cun H Bl | Eu ad sl Wi LEALIRCE LT a-TaigL
uin T -Z e L,:h r; : E'-:-l'l I__:.l-:l: E;_PI ih v Helae i il

1 £ 3 ] ' o R A i T [ERT=v EEIF T

"'?.I N L LA

Fenemmian ; ;
P T 1
T A
__LEER
I TR El =
L PmaT |
R |
- Lain-ian

[Tk Toal=hiriin)

P i

[ Eemgen S : = i i
a [P0 | | !

T, iThal
e Pehml
LT FE]
- Lairchen :
[ ——

ikl Fam

PP TRER | | Pt
Bendahara Pengeluaran

[Tanda Tangan)

(Mama jelas)
NI,

Cara Pengislan:

1. nama SKPD yang bersangkutan nama pengguna anggeran/kuasa pengguna anggaran, nama bendahara

pengetuaran, tahun anggaran dan bulan.

Kolom 1 diisi dengan kode rekening.

Kolom 2 diisi dengan urajan nama kede rekening

Kolom 3 diisi dengan jumlah-anggaran yang ditetapkan datam APBD atas masing-masing kode rekening,

Kolom 4 diisi dengan jumlah SP2D atas pembayaran L5-gaji dan tunjangan yang telah diterbitkan/SPJ sampai

dengan bulan lalu

Kolom § diisi dengan jumlah SP2D atas pembayaran L5-gaji dan tunjangan vang telah diterbitkan/sPJ bulan ini

Kolom & diis dendan jumlah SP2D atas pembayaran LS-gaji dan tunjangan yang telah diterbitkan/SPJ sampal

dengan butan ini

8. Kolom 7 diisi dengan jumlah 5P20 atas pembayaran L5-Plhak Keliga yeang telah diterbilkan /5PJ sampai dengan
bulan lalw

9. Kolom 8 diisi dengan jumlah SPZD atas pembayaran L5-Pihak Ketiga yang telah diterbitkan/SPJ bulan ol

10.Kolom 9 difsi dengan jurntah SP2D atas pembavaran LS-Pihak Ketiga vang telah diterbitkan/SPJ sampai dengan
Bulan ini

1. Kolom 10 diisi dengan jumlah SPJ atas penggunaan dana UP/GU/TU sampai dengan bulan lalu

12, Kolom 171 diisi dengan jumlan 52J atas pengaunaan dana UP /G TU bulan ini

13. Kolom 12 diis! dengan jurmlah SPJ atas penggunaan dana LP/GUY TU sampai dengan butan ini

14. Kolom 13 diisi dengan jurnlah S5PJ atas penggunaan dana L5+UP /GU/TU sampai dengan bulan ini

15. {olom 14 diisl dengan jumiah sisa pagu anggaran yang diperoleh darf jumlah anggaran dikurangi dengan jumtah
5PJ atas penggunaan dana L5=UPSGU/TU sampai dengan bulan ini.

o

b B =
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D. Pertanggungjawaban Fungsional

Pertanggungjawaban lungsional dibuat oleh bendahara pengeluaran
dan disampaikan kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal
10 bulan berikutnya. Pertanggungjawaban [ungsional lersebut
berupa Surat Pertanggungawaban [(SPJ] vang merupakan
penggabungan dengan SPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu. SFJ
tersebut dilampiri dengan:

* Laporan Penutupan Kas

e SPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu.

Pertanggungjawaban funpgsional pada bulan terakhir tahun
anggaran disampaikan paling lambat hari kerja terakhir bulan
tersebut. Pertanggungjawaban tersebut dilampir bulkti setoran sisa

uang persediaan.




PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN
{SPJ BELANJA FUNGSIONAL)

SKPD
Pengguna Anggaran
Bendahara Pengeluaran

Tahun Anggaran
Bulan
— . AEmagal)
i 7 150k BT 1 & Aoria, - Jae | R LIGEUTY R,
"'?;L';? | | En. din | o | E | el | e [ s SRR, (| 1 o e
Tadu i) e, Gy | TE Qi Sals Am .. P -
1 ] T i 5 [EFT=] L 0 i T i1 | is=imiin | Cepesign =0
1 } I
TUMTAR - - = I
Henarmn asn
&0 |
_-“.I'._J'-I-“I.r-r'l_u- = : E = r F I
R |
1P 2L {
uBR=I2
A 7T 2 l ) —
Lan lain
R bl Tt il
Pogvgd imian
[ P |
PandwanPak  § i = Il T — = ] e |
o EER |
h.PMs ¥
v PR AR g = ] S = — =
PR =
= Lam-dum
bimhab Pipinasn
Gtk Kap — — ——— . e R e
Menyetujui ; ey EANERAL i
Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran
{Tanda Tangan) (Tanda Tangan)
{(Nama Jelas} {Hama Jelas)
NIP. MNIP

Cara Pengisian:

1

8.
9.

Hama SKPD yvang bersangkulan nama pengeuna anggaran/Kuasa pengguna anggaran, nama bendahara
pengefuaran, tahun anggaran dan bulan.

Kolom 1 diisi dengan kode rekening,

Kolem 2 dilsi dengan uraian nama kode rexening

Kolom 3 dilsi dengan jumlah anggaran yang ditetapkan dalam APBD atas masing-masing kode
rekaning.

Kolom 4 diisi dengan jumiah SP2D atas pembayaran LS-gaji dan tunjangan yang telah diterbitkan /5P
sampai dengan bulan lalu.

Kolom 5 diisi dengan jumlah SP20 atas pembayaran L5-gaji dan tunjangan yang telah diterbitkan /5PJ
bulan ini

Kolom & diisi dengan jumlah SP2D atas pembayaran L5-gaji dan tunjancan yang telah diterbitkan /SP)
sampai dengan bulan ini

Kolom 7 diisi dengan jumliah SP2D atas pembayaran L5-Pihak Ketiga yang telah diterbitkan/sP)
sampai dengan bulan [alu

Kolom & diisi dengan jumlah SP2D atas pembayaran L5-Pihak Ketiga yvang telah diterbitkan/5P) bulan
i

10 Kolom 9 diis! dengan jumlah 5P2D atas pembavaran L5-Pihak Ketiga vang telah diterbitkan/SPJ

sampai dengan bulan ind

11. Kolarm 10 diisi dengan jurnlah 5PJ atas penggunaan dana UPSGUYTU sampai dengan bulan laiu

12, Kolom 11 difsi dengan jumlah 5PJ atas penggunaan dana UPSGLTU bulan inm

13. Kelom 12 diisi dengan jumlah SPJ atas penggunaan dana UP/GU/TU sampai dengan bulan ini

14. Kolom 13 diisi dengan jumlah SPJ atas penggunaan dana LS+UP/GUSTU sampai dengan bulan ini

15. Kolom 14 dilsi dengan jumlah sisa pagu anggaran yang diperoleh darl jumnlah anggaran dikorang

dengan jumlah 5PJ atas penggunaan dana L5=UP/GU/TU sampai dengan bulan ini,
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FEMERINTAH KABLPATEN LAMPUNG BARAT

LAPORAN BEALISAS| ANGGARAN PENDAPATAN DIAN BELARMIA
LINTLK TAHJN YANG BERAKHIR SAMPAL DEMGAN

delam rupiah
WO LRUT LIREAIAH JURLAH ANGGARRN REALISAS] | ERIHY [KLIRANGY B
1 i | 4 5 5]
4 PENDAPATAN
4.1, PENDAPATAN ASLI DAERAH
411 Pandapaian Tajak Drsrah
4132 Fandapatan Ralibusi Desrah
413 Pandasstan Hesl Penpaiolasn Kekeyvaan Desrah yang
414 Lain - Lain Pendepatan Asli Dezmh yeng Sah
& BELANJA
BELAMJA OPERASI
LK R Belanja Pegawal
£1401 Gall dan Tunlangan
£402 Tamtbahan Pengirasilan PHS
51104 Haps Pemingutan Falak
£2.1M Hororanum FNS
£2102 Hanaranur Mdn PNS
£21D03 Liang Lambis
B3z Bolanfa Barang
£2201 Betemiyier Babeayry Potesf Hesbin
£22402 Belania bahanddatenal
£E2203, Belania Jasa Kanfer
2205, Deiania Parawatan Kondarzan Bamotor
£2.208: Belania cetrk dan Penggandsan
52207, Belanis sews rumahiGenung GudangParar
54N Beretfer Maranan der Mirmean
2215 Belavya Parserian (i
. Detania Kursos, Pelatian sostalsas den Bimaingan Tekns PYS
g£a220 Belania Pamaiharaan
£33, Belsmja Jeza Konsuffanss Pk Kobige
£220R Honoramum Teftaga AhGinsinkturharssimmbar
i2 BELANJA MODAL
221 Belanja Tanan
2211 Deignia Modal Pergadaan Tanah
222 Balanja Peralatan dan Mesin
.02 Belanja Modsi Pengadaan Peralatan Kantor
2232 Belanfa Mads Fengadaan kompider
233 Hexana Mooz Fongadaan Mebaisur
23 Balanja Gadung dan Sangunan
2231, Denarifa Modal Petigedaan Korsdks Banuun s
224 Belanja Jalan, gasi dan Jarngan
2241 Bedanya modal Pengadaan consfuks jamgan idgas
225 Balanja Azel Tetap Lairnys
22381 Beaiania Modal Pensdean BukyHepusiakaan
2252 Belania Modal Pengsdaan Baramg berooral Kesenian, Rebudaysan
SURPLUSHDEREIT)

Liwea,

Pengguna Anggaran,

NIF.
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PEMERINTAH RABUPATEN LAMPLING BARAT

RINGHASAN LAPORAN REALISASE ANCCARAN PENDAPATAN DAN BELANIA
LNTUE TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DEMGEAN i

= i "
BERENING LIRAIAH JUNMLAH ANGGARSN REALISAS] LEBIH!  [KURAKG)
1 2 3 4 5

4 PENDAPATAN
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH
411 Pendapatan Pajak Desrah
492 Pandapatan Rarbwsi Docrak
413 Pendapatan Hasil Pangeloisan Kekayaan Deerah

yana Cipisamhan
414 Lain - Lain Pandapstan Asli Daereh yang Sah
5 BELANJA
Ed. BELAN.JA OPERAS|
E11 Balanja Pagawa
212 Belanja Barang
il BELANJA MODAL
221 Balanja Tanah
P Blalanja Paralalan dan Mesin
223 Ralanja Cedung dan Bangunan
224 Ealan|a Jalan. Ingasi dan Jaringan
2.2.5, Balanja Assl Telap Lainnya

SURFLUSHDEFISIT)
Pengguna Anggaran,
MNP




DAFTAR TRANSAKS| HARIAN BELANJA DAERAH {DTH)
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

BULAMN ... ...
TAHLUN ANGGARAM .
OPDEUASA BUD
KODEOPD s
M SPM SP20 KEDE POTONGAN PAJAK MPWE MEARA
LURUT MILA MILA) AELUN KODE JENES | JUnALAH REKARNANS REKANAN/ KET
NOMSR BELANJA | MOMOR BELAM.JA BELAKIA AKLIM PAJAK RP BEMDAHARA | BEMDAHARA
IRP) { RP) BEL&M.JA
1 2 3 4 5 A 7 8 g 10 11 12
[TOTAL |- . C = i 5
Mengesahui, i
ApmfmEpeghbgigdasge 0 mddaaEEsNRER A EE A
1] [ —— WP s o nnis rania




REKAPITULASI TRANSAKSI HARIAN BELANJA DAERAH { RTH }
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Mengetahul,

M s

BULAN ................
TAHUN ANGGARAN ................
o AR, SFM 5P20 AUMLAH
LRLWT SkPDV JUmLAH MILAI BELAM.JA JUMLAH MILAI BELaMEA POTOMGAM KET
KLASA BT TCTAL TOTAL TOTAL [araL PaJAK
5 1RF) 1Ra) {Rp)
TOTAL
LIWA,




REKAP GLOBAL PAJAK PERJENIS PER 5P2D ( HARIAN )

----------

TANGGAL

NGO SPID

JUMLAH 5P2D | Rp |

SKPD

JENIS PAJAK

PPN

PPH 21

PPH 12

PPH 23

PPHAf 2

PAJAK DAERAH

TOTAL POTONGAN

KET




DAFTAR REKAP PAJAK DAN FISIK DAN DANA DESA PEMDA KAB

SEMESTER (I/11)* TA....cciueent

..............

NO

JENIS SETORAN

IENIS PAJAK

DISETOR

POTOMGAN

NILAI
{Rp)

KET

Cat:

1. Semester | dikirim awal Bulan Juni (Minggu Pertama)

2. semester Il dikirim akhir Bulan Dasember (Minggu Keempat)

Dilampirkan bukti setor/bukti potongan (55P LB.3)




CAFTAR KOMTAAK KCGIATAM DAK FISIK oseimsmmmiccsa{ 1)

BIDANG o d2)
TAHUN ANGGARAN ..o (3)
KABUPATEN e [4)
yang bertanda tangan dibawahinl ................ {3) menyatakan bahwa sava bertangegung jawab penuh atas kebenaran Daftar

Kontrak semua kegiatan Dana Alokas! Khusus Fisik ini, dengan rincian sebagai berilku

Tahap!......... (6]
. ; kKontrak Uraian Peketj
Mo Sifat Pekerjaan MNaria Vendor ralac Pekgaan] Milai Keterangan
Moy Tanggal Kegiatan
(7] (8] {9) (10) {11} [12)

dst

Bukti-bukti realisasi pembayaran kepada pihak ketiga yvang tercantum daiam kontrak ini, disimpan sesual dengan ketentuan yang

berlaku untuk kelengkapan adrministrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawasan fungsional.

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA........... -(15)

(18)

swmssmaiidd)

Petunjuk Pengisian

I;

el

10.

11.

12

13.

14,
15,

16
17

diisi sesuai dengan jenis DAK Fisik yvang dikontrakkan

diisi sesuai dengan bidang DAK Fisik yang dikontrakkan

diisi sesuai dengan tahun anggaran DAK Fisik yang dikontrakkan

diisi sesuai dengan Pemerintah Daerah yang bersangkutan

diisi sesuai dengan kepala daerah yang bersangkutan

3. Gubernur bagi provinsi;

b. Bupati bagi kabupaten: atau

€. Walikota bapi kata.

diisi sesuai dengan tahap penyaluran DAK Fisik {sekaligus atau Triwulan 1)

Kolom diisi sesuai dergan sifat pekerjaan dari masing-masing kegiatan DAK Fisik yang bersangkutan
(kantraktual atau non kontraktual)

Kolom diisi sesuai dengan nomor kontrak dari masing-masing kegiatan DAK Fisik yvang bersangkutan
(kosongkan untuk pekerjaan non kontraktual)

Kalom diisi sesuai dengan tanggal kontrak dari masing-masing kegiatan DAK Fisik yang bersangkutan
(kosongkan untuk pekerjaan non kontraktual)

kalom diiti sesual dengan panyediaan/jasa dari masing-masing keglatan DAK Fisik yang bersangkutan.
kalam diisi sesual dengan uraian pekerjaan/kegiatan dar masing-masing kegistan DAK Fislk yang
bersangkutan.

kolom diisi sesuai dengan milal kantrak/pekerjaan dan masing-masing kegiatan DAK Fisik yang
bersangkutan.

kolom diisi dengan keterangan atas daftar kontrak kegiatan DAK Fisik sesuai dengan bidang DAK Fisik
bersangkutan

diisi sesuai dengan tempat dan tanggal penandatanganan

diisi sesuai dengan kepala daerah yang bersangkutan yakni;

&, Gubernur bagi provinsi;

b. Bupati bagi kabupaten; atau

L, Walikota bagi kota.

ditandatangani dan dicap basah oleh kepala daerah bersanghutan

diisi sesuai dengan nama pejabat kepala daerah bersangkutan,

1" l'-'r-_.:__ / g5




RENCANA PENYERAPAN DANA DAK FISIK TAHAP | {30%)
OPDcisernsmsisasmsnssissanmnsmensasiens. TAHUN ANGGARAN........

NO

arD PAGU ANGGARAN TAHAP | {30%) KETERANGAN

1 P o R e S Lo
KEPALA OPD.....ccve v cares
KABUPATEN LAMPUNG BARAT




PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

OPD........c..... A RN TR BB AR SR
TelpdFax: i anisiasiiies

REKOMENDASI OPD

Sehubungan dengan nota dinas dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Bidang................. OPD ............ Kabupaten Lampung Barat
tanggal....... Bulan............... tahun..........., perihal permohonan
pembayaran 100% (seratus perseratus] untuk Kegiatan .............
g1, T

Nama Perusahaan

Pekerjaan

Paket

Dengan ini kami menyetujuli permohonan dimaksud dan segera

dilanjutkan pada proses selanjutnya.

P A

PENGGUNA ANGGARAN,

o



TATACARA
PENATAUSAHAAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN PPKD
SERTA PENYAMPAIANNYA

1. PENGAJUAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)

Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) vang dilakukan
bendahara  pengeluaran PPKD adalah untuk melakukan
pengeluaran /belanja PPKD dan pengeluaran pembiayaan. Dalam
proses ini bendahara pengeluaran PPKD menyusun dokumen SPP-

LS PPKD

SPP-L5 PPKD sebagai alat pengajuan dana atas belanja-belanja
PPKD seperti belanja hibah, belanja bunga dan belanja tak terduga.
SPP-LS PPKD ini disusun oleh bendahara pengeluaran PPKD

Bendahara mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan
scbagai lampiran dalam pengajuan SPP-LS, selain dari dokumen
SPP-LS itu sendiri. Lampiran tersebut antara lain:

a) Salinan SPD

b} Lampiran lain yang diperlukan

Setelah itu bendahara pengeluaran PPKD mengisi dokumen SPP LS
PPKD wvang telah disiapkan. Disamping membuat SPP, bendahara
pengeluaran PPKD juga membuat reglster untuk SPP yang diajukan,
SPM dan SP2D yang sudah diterima oleh bendahara.




PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
REGISTER SPP/SPM/SP2D
BENDAHARA PENGELUARAN PPKD

QPD...
Jenis SPP SPM SP2D : T i
Mo, Belanja | Tal. | No. | Tgl. | No. | Tal. | No. Uraian | Jumlah | Keterangan |
1 2 3 /45|86 7|8 9 10 11

s Targegel i
Bendahara Pengeluaran

(Tanda Tangan)

{Nama Jelas)
NIP

Cara Pengisian:

SKPO diisi dengan nama SKPD yang bersangkutan

Kolem 1 diisi dengan nomaor urut

Kolom 2 disi dengan jenis belanja yang diajukan

Kolom 3 disi dengan langgal pengajuan SFP

Kolom 4 disi dengan Nomor SPP yang diajukan

Kolomn & ditsi dengan tanggal penerbitan SPM lerkait pengajuan SPP pada kolom sebelumnya

Kolorn 6 diisi dengan Nomor SPM yang diterbitkan

kKolom 7 disl dengan tanggal penerbitan SP2Z0 terkait dengan penerbitan SPM pada kolom
sabelumnya

q. Kolom 8 disi dengan Nomor SP2ZD yang diterbitkan

10.  Kolom 3 diisi dengan Uraan Pengajuan

11.  Kolom 10 dilsi dengan jumlah pencairan

12, Folom 11 disi depgan keterangan yang dipsrukan

b B el i e

™ | KABAG |
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2. PEMBUKUAN BELANJA PPKD
Pembukuan bendahara pengeluaran PPKD merupakan proses
pencatatan SP2D LS PPKD ke dalam BKU Pengeluaran dan Buku
Pembantu yang terkait. Pembukuan dimulai ketika bendahara
pengeluaran PPKD menerima SP2D LS PPKD dari BUD/Kuasa BUD
Dokumen-Dokumen vang digunakan dalam pembukuan bendahara
pengeluaran PPKD adalah:

1. Buku Kas Umum (EKU) - Bendahara Pengeluaran PPKD
2. Buku Pembantu BKU - Bendahara Pengeluaran PPKD yang
terdiri dari:
* Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Obyek -
Bendahara Pengeluaran PPKD
Contoh dokumen-dokumen pembukuan adalah sebagai berilcut:
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PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
BUKU KAS UMUM
BENDAHARA PENGELUARAN PPKD

Kode
'r Mo, | Tanggal Rekening _f:.l.r_aian | Penerimaan Panieil_;z_n_rfrl_“_‘.;a_nldi |
|
Jumlah bulan ini ,
Jumlah s/d bulan lalu W
i Saldo | | i 'I
Mengetabi: 000 L. tanggal ..ooociininnn
PPKD Bendahara Penerimaan PPKD
{Tanda Tangan) (Tanda Tangan)
{Mama Jelas) (Mama Jelas)
NIP. NIP.

Cara pengisian .

1. Kolom WNo. diisi dengan nomor urut transaksi BKU (dimulail dar nomor 1 dan seterusniya). Momor urut

yang digunakan adalah nomor urut per transaksi bukan per pencatatan, WMaksudnya apabila satu

transaksi menghasilkan dua atau lebib pencatatan, maka techadap pencatatan kedua dan selerusnya

cukup menggunakan nomor urdl fransaksi yang pertama kali dicatat

kolom tanggal diisi dengan tanggal transaksi

Folom uraian diisi dengan uraian transaksi

Kalom kode rekening dilsi dengan nomor kode rekening. Kolom ini dilsl hanya urduk transaksl belanja

Kelom penerimaan diisi dengan jumiah rupish transaksi pensnmaan

Kolom pengeluaran diisi dengan jumlah rupiah transaksi pengeluaran

Kolem salde diisi dengan jumlgh atau saldo akurnulasi.

Kas di bendahara pengeluaran pembantu diisi nilai yang tercantum pada kolom saldo pada saat

penutupan akhir bulan. Kas di bendahara pengeluaran pembantu dapat berupa kas funai atau

simpanan di Bank *

8. Kolom tanda tangan ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Pembaniu dan Kuasa Pengouna
Angaaran diseriai nama jelas.®

ol A leny ho T g

« Diizsi hanya pads =aat ponutupan di akhir bulan umtuk keperduan penyusunan Laporan
Pertanggungjewaban Bendahara Pengelusran PPHD
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PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
BUKU RINCIAN OBYEK BELANJA
BENDAHARA PENGELUARAN PPKD

SKFD
t.ode Rekening
Nama Rekeaning :
Jumnlah Anggaran R L e
Tahun Anggaran ;
Tgl. No. BKU | Uraian Belanje LS )
|
Mengetahui. SR | - 47« [ - |
PPKD Bendahara Pengeluaran PFKD
(Tanda Tangan) {Tanda Tangar)
{Nama Jelas) (Nama |elas)
NIP NIF.
Cara Pangisim:

1. SKPD diisi dengan nama SKPD yang bersangkutan kode rekening, nama rekening, jumiah anggaran
dan tahun anggaran

Kolom tanggal diisi dengan tanggal transaksi pengeluaran

Faolom no, BELU diisi dengan nemor urut BKU Bendahara Pengesluaran FRED

Kolom uraian disl dengan wraian balanja

Kolom belanja LE diisi dengan jumlah rugiah belanja manggunakan SPP LS

Kelom tanda tangan didandstangant olah Bendahara Pengelusran PPKD dan PPED disartai nama
jelas. *

i et ekl

Disi hanya pada saal penufupan di akhir bulen untuk keperluan pemyusunan Laporan Pertanggungjavwaban
Bandahara Pengeluaran PPKD
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Langkah-langkah dalam membukukan SP2D LS PPKD yang diterima

adalah sebagai berikut:

1. Pembukuan bendahara pengeluaran PPKD menggunakan BKU -
Bendahara Pengeluaran PPKD dan Buku Rekapitulasi Pengeluaran
per Obyek.

2. Terhadap SP2D LS PPKD yang diterima oleh bendahara pengeluaran
PPKD, transaksi tersebut di catat di BKU - Bendahara Pengeluaran
PPKD pada kolom penerimaan. Nilai vang dicatat sebesar jumlah
kotor (gross). Kemudian bendahara pengeluaran PPKD mencatat di
BKU bendahara pengeluaran PPKD pada kolom pengeluaran sebesar

jumlah vang dicatat sebelumnya di kolom penerimaan.

3. Terhadap semua belanja yang dilakukan oleh bendahara
pengeluaran PPKD selain dicatat pada BKU- bendahara pengeluaran
PPKD, belanja-belanja tersebut juga perlu dicatat di Buku Pembantu

rincian per obyek.

Berikut adalah Bagan Alir yvang menggambarkan proses Pembukuan
SP2D LS PPKD
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2. Pembukuan Belanga P20 LS PPED

- Lraian - Bendabearn Fengeluprun PPED

| Prozses Peme bitan SP20
LS PRKD seperti yang
difelaskan dslam

peraturan yarg oerlaku

| 5PZD LS PPKD

1, Resilahary Pameehiorun PPET menenma SP20D |
LS PPED belasja vamg dilalulam
2 Besdabara Peopelesran PPED Lemodian Melakukan Pengsian
meinkukan proses Pengsinn BELT - Bendobam BH Bendshara
Temgeelauran P pueke berkom penerimean Pengsfiaran PPKD pada
kolorm panerimaan

X Hemioham Pepeluwrsn PPEIF  kemodion

mudakukan proses pension BEL - Benlolum k.
Pengelunman FFED pada kolom  pengetusran. Melakubkan Pengsian BEKU
Tapppal dan jomisk vang dicstzt wama dengzn Bendahara Pangaluaran
twngga! dun juminh yarg dewet i kolom Flill:h kolem pengeluaran
penclimann
4. Nemtabom  pengelnnrm PPED malnkodon l I

prvses prigsian balk i nekagpilelneg pemgs] uwnm

T Melakukan Pengisian Buks
per rincian obvek - bondaliars pengd sinm
PRIC mbapm._llas_ll PEngelEEran

par rincian obysk —
Bendahara Fengelusran
PRED
I
¥

3. Hazl akhir dard urscs imi cadalah HEL -
hendshame: pangeluaran  PPED des Bulo
Pembenty  THEET Pendabharn  Pengelanmn
PRERY

BEL Bendahara |
Fenpeiuaran PP8D

Buku rekagibulssi Pee
rinslan Pengemarar

abyak — Pengaluaran
PPED
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3.

PERTANGGUNGJAWABAN

Bendahara pengeluaran PPKD menyvampaikan pertanggung-jawaban
atas pengelolaan fungsi kebendaharaan yang berada dalam
tanggung jawabnya setiap tanggal 10 bulan berkutnya.
Pertangungjawaban disampaikan kepada PPKD. Dalam melakukan
pertanggungjawaban tersebut, dokumen vang disampaikan adalah
Surat Pertanggungjawaban (SPJ).

Dokumen SP J tersebut dilampirkan dengan:

1. Buku Kas Umum (BKU] - bendahara pengeluaran PPKD

2. Ringkasan pengeluaran per rincian obyek - bendahara
pengeluaran PPKD yvang disertal dengan bukti-bukti pengeluaran
vang sah atas pengeluaran dari setiap rincian obyek yang
tercantum dalam ringkasan pengeluaran per rincian obyek
dimaksud

Disamping laporan  pertanggungjawaban  diatas Bendahara
Pengeluaran PPKD membuat Register untuk SPP yang diajukan

serta SPM dan SP2D vang telah diterbitkan.

Contoh Dokumen Pertanggungjawaban adalah sebagai berikut:
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1 o

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
LAPORAN PERTANGGUNGANJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN PPKD

Bendahara Pengeluaran PPKD :

Tahun Anggaran
Bulan
S = N D —— dibalam nipiah)
3PJ - L& PPED
Koda i Jurrdsh f Lima Pagu
Rakening U Anggaran 3 GLE:]IJI“ Bl._:!llﬂ sd iELL"an ! Angparan
T | 2 e 3 ] 5 G445 | = (3+5)
7l |
| JUNMLAH | I
| Fanerimaan e |
[ - 5Pz0 =
- Potongan Pajak -
a PPN
b. FFh-21
o. PPh 22
d. PP
taindain
| Jurrdah Pererinaan
i E'a{géluamn
- SFJ (LS} o R L
- Penystoran Maialc ¥
| = PPN
[ & PPh-23 ==
N N il
dPPh-23 =
= - Lain-tain
Jurnish Pengslusran
} Saldo Fas I
| |
Mengetahui: tanggal ... .
FPKD Bendahara Pengaluaran FRED
(Tanda Tangan} {Tanda Tangan)
{Nama Jelas) (Mama Jelas)
MIF. MNIP
Cara Pengisian:
1. MNama bendahara pengeluaran, ishun anggaran dan bulan,
2. Kolom 1 diisi dengan kode rekening
3 Kodom 2 dilsl dengan uraian nama kode rakening
4, Kaolom 3 dilsi dengan jumiah anggaran yang ditetapkan dalam APED atas masing-masing kede rekening
3. Kolom 4 ditsi dengan jumiah SP2D atas pambayaran LS-Pihak Ketiga yang telah diterbitkan/SP) sampai dengan
bulan alu
B Kolom § diisi dengan jumiah SP20 atas pembayaran L3-Fihak Katiga yang telah diterbitkan/SPJ bulan ini
7. FRolom 6 diisi dengan jumlah SP2D atas pembayaran LS-Pihak Koetigs yang telah diterbithantSPJ sampai dengan

blar ind

3PJ afss penggunaan dana LS sampai dengan bulan inl.

K.olom 7 diisi dengan jumish sisa pa gu anogaran yang diperoleh dar jumiah anggaran dikurangi dengan jumlah
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Langkah-langkah dalam membuat dan menyampaikan SPJ bendahara
PPKD adalah sebagai berikut:

1| Berdasarkan BKU-bendahara PPKD dan buku pembantu BKU
lainnya, Bendahara pengeluaran PPKD membuat SPJ atas

pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya.

2] Dokumen SPJ bendahara pengeluaran PPKD dan kelengkapannya
tersebut kemudian di berikan ke PPK SKPKD untuk dilakukan
verifikasi.

3) Setelah mendapatkan wverifikasi dokumen SPJ bendahara

pengeluaran PPKD dan kelengkapannyva tersebut kemudian
diberikan ke PPKD untuk kemudian mendapatkan pengesahan.

4) Apabila disetujui, PPKD mengesahkan SPJ bendahara pengeluaran
PPKD dan kemudian memberikan dokumen S8SPJ yang sudah
ditandatangani tersebut kepada bendahara pengeluaran PPKD.

Berikut adalah Bagan Alir yang menggambarkan proses pertanggung
jawaban bendahara pengeluaran PPKD
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riierhanggungjawaban Bendahara Pengeliaran PRKD

Uralan PEKD PRI SKPSD Ea'"mgpi“é““““”

1 Bercasartan BHU Pengpahern

| FFHD, dan Buku Fembary e
i B pergeiusran PRKD, s
. bendahama pangaluaran PPRD { - 5
memtinsd 5P Bandahars -
Fangsiuaran PPED P

2 Bandahars pengeluaman FPRD
riefparahikan SR bendatmm
panpyigran FFCD Kepade
PPED molzini PPE SEPETY

3. PRI SKPED mekukan
ifikest mtes 5P yang
disampailmn dar knmudfan
riembmiikan kspada PPED
uniuk mendapatsan
pangecsaban

BRL herclsh s 4 BPJ Beidavita |
4, FPKD rrotakuikan verlikesl, i e M W
evalugsl dan analiels aas 57 | Demsmsn | =l Dohumen
bendahara pengoduaran FRKD penhibmgsrd o UL NS
yang disampakan L_ _|.--" i
¥
5. Selaruimy PO metthukan | et ik
pangasanen ates SHJ yang
disampaikan olah barsadian
pangelustar PPRD l
SPJ Berciatsm
BBkE
S e |
1
— 1




TATACARA
PENYUSUNAN LAPORAN BENDAHARA UMUM DAERAH

PENYUSUNAN LAPORAN BENDAHARA UMUM DAERAH

Bendahara Umum Daerah membuat laporan atas kas umum daerah
yang berada dalam pengelolaannya. Bendahara Umum Daerah
menyampaikan laporan tersebut kepada Kepala Daerah. Dokumen-
dokumen yang dihasilkan oleh penatausahaan dan bukti-bukt
transaksi pada kas umum daerah akan dijadikan dasar dalam

membuat laporan SUD.
Laporan Bendahara Umum Daerah disusun dalam bentuk:
a. Laporan Posisi Kas Harian (LPKH); dan

b. Rekonsiliasi Bank.

Laporan tersebut dibuat setiap hari dan diserahkan kepada Kepala
Daerah setiap hari kerja pertama sctiap minggunya.

Disamping laporan-laporan diatas Bendahara Umum Daerah membuat
Register untuk SPP yang diajukan serta SFM dan SP2D yang telah

diterbitkan.

Format dokumen laporan adalah sebagai berikut:
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KABUPATEN LAMPUNG BARAT
LAPORAN POS5ISI KAS HARIAN

1TART
TANGGAL
PERIODE
Transaksi ' - I . '
No. sp2p | 81s Lain Uraian | Penerimaan  pengeluaran
-lain |
1 2 3 | 4 !' 5
| .
|
|
|
Jumlah
i Perubahan  Posisi
Kas Hari inl
_ Posisi Kas (H-1) |
Posisi Kas (H) |

Rekapitulusi Posisi Kas di BUD

Saldo di Bank | Rp
Saldo di Bank 2 Rp
Total Saldo Kas* Ep

Biendahara Umum Daerah,

(Tanda Tanganj

(Nama Jelas]
NIF

* Total saldo kas harus sama dengan Posisi Kas (H)

Cara Pengisian:

1. Hari, Tanggal dan Periode diisi dengan Harn, Tanggal dan Bulan Laporan Posisi

Kas Harian.

Kaolom 1 dilsi dengan nomor arul ransaksi

Kolom 2 diisi dengan nomor salah satu bukti transaksi apalkeh SP21/STS/Bukt

laim yg sah

Kolom 3 diisi dengan uraian sesuai dengan bukti transaksi.

Kolom 4 diisi dengan jumlah (Bp) penerimaan yang masuk ke kas umum daerah.

Kolom 5 diisi dengan jumlah (Ep] pengelusran yang keluar dagi kes umuam

daerah.

Jumlah diisi jurnlah dan kolom penerimaan dan pengeluaran

Perubahan Posisi Kas Hari ini diisi dengan jumlah sclisih antara jumlah kolom

penerimaan dengan jumlah kolom pengeluaran. Apabila lebih besar jumlah kolom

penenmaan maka selisth di tulis pada kolom pengeluaran. Apabila lebih bosar

jumlah kolom pengcluaran maka sclisih di tulis pada kolom penerimaan

9. Posisi Kas (h 1) diisi Posisi kas satu han sebelumnya

10. Posisi Kas (h) diisi dengan penjumlahan antara posisi Kas (h-1) dengan perubahan
Posisi kas hari ind.

Ry G

o
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KABUPATEN LAMPUNG BARAT
REKONSILIASI BANK
Pﬂindﬂ‘ ERERENAFEY

1. Baldo Kas umum dagrah Menurut Buku Ep.
2. Saldo Kas umum daerah Menurut Bank -5 TR
Sell=ih BRE:. oo cxswinpmunisiive

Keterangan Selizih
A, Penerimaan vang telah dicatal oleh buk,
Belum dicatat oleh Bank

a. 5TS No ... Ep.
b. Bulti Lain yang sah Rp.
c. Dt Bp. . .
Hp.
B. Pengeluaran yang telah dicatal aleh bk,
Belum dicatat oleh Bank
a. SP2D No ... Ep.
b. Nota Kredit No. ..... R
v. Bulkl Lain yang sah kp.
d. Dsl.. Rp. ; kp.
Rp.
C. Penerimaan vang telah dicatat oleh bulku,
Belum dicatal oleh Bank
a. STS No ... Ep.
b, Nata Kredit No. ..... Rp.
c. Bukt Lain yang sah Rp.
d. Dst.. Rp. . Ep.
Rp.
D. Pengeluaran yang telah dicatat oleh huku,
Belum dicatat oleh Bank
a. SP2D No ... REp.
b. Nota Debit No. ..... Rp.
c. Bukd Lain yvang sah Rp.
d. Dsi.. REp, . Ep.
Ep.

* Hendahara Umum Daerah
(Tanda Tangan)

(Nama Jelas]
NIP
Cara cngisian .
1. Eeldo Kas umum darrah Menwrut Buku dits jumlah salds akhor kas Pall pada reketang bank menur
catatan buku pada tangeal relons:liaa,

2. Saldo Kaz umum dasrah Menurai Banlk dist jumlah saldo akhic ka3 di Bank menurut catatarn Bank
pada tanpral relonztiae.
3. Eeligih dits denpan jumlah eslisith antara as menorut catatan buka den menurut catatan Banle
4. Penerimaan vang telah dicatat oleh buku, Bewurn dicatar oleh Bank diisi dengan jumlah (Rp 815/ Bukr
lairi yang sah yang sudah dicatat di buky tetapi belum dicatat d1 Banle
5. Fengelueran yang telah dicatat oleh bula, Beluom dicatat olek Benk diisi dengan jumlah (Ep
SP2D/Bukt lain yang sah vang sudah dicarat di bulu tetap: belum dicatar di Bank.
&, Penerimasn vang telah dicatar oleh Bank, Belum diculm oleh Bulku diisi dengan jumlabh (Bp)
STS/Bukri lain yang sah vang sudah dicatat di bank fetapi belum dicatar §i Buku.
T. Pengelueran yang telah dicatar oleh hank, Belum dicatat oleh bulta diisl dengan jumlah {REp|
EPAT}/ Buliti lain vang sah yang sudah dicatat di banle totapd belum dicatat di buloo.
ST | KABAG
&_ﬁ HLHCUM
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KABUPATEN LAMPUNG BARAT
REGISTER SPP/SPM/SP2D
BENDAHARA UMUM DAERAH

Bendahara Umum Daerah
iTanda Tangan)

{Nama Jelas)
NIP.

Cara Pengisian:

1.

o L ba

=]

8.

9,

kolom 1 diisi dengsan nomor urat

Kolom 2 diisi dengan jenis pengajuan dengan UP/GU S TU/ LS

Kelom 3 diisi dengan tanpsal pengajuan SP°

Kolom 4 diizi denpan Nomor 8PP yang disjukan

Kolom 5 diisi dengan tanggal penerbitan SPM terkait pengajuan SPP pada kolom
sebelummnya

Kolom 6 diisi dengan Nomor SPM yang diterbitlkan

leolom sebelumnya

Kolom 8 diisi dengan Nomor 8P2D vang diterbitkan
Kolom 9 dilsi dengan Uratan Pengajuan

10. Kolom 10 diisi dengan jumlah pencairan

1

1. Kolom 11 difsi dengan kelerangan vang diperlukan

Jeris | 8PP SPM SP2Dh |
! { a
No. | UP; CL%ITUI Tgl. | No.| Tel | No. | Tl | No. | Uraian | Jumlah | Ket.
1 2 3 a4l 5]6]7 |8 9 10 11
| M —
B | A - N |
,,,,,,,,,,,,,,,, Tanggal . cviinsiveiaians

Kelom 7 dilsi dengan tanggal penerbitan SP2D terkair dengan penerbitan SPM pada

Bendahara Umum Daerah menyusun pertanggungjawabannva setiap
hari dalam bentuk Rekonsiliasi Bank dan Laporan Posisi Kas Harian.

Langkah-langkah dalam menyusun Rekonsiliasi Bank dan Laporan
Posisi Kas Harian adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan bukti-bukti yang ada (SP2D/3TS/Bukt lainnya vang
sah), setiap hari BUD menyusun laporan posisi kas harian.

2, BUD menerima rekening koran darn

transaksi satu hari sebelumnya.

Bank setiap han untuk

3. Berdasarkan rekening koran dan laporan posisi kas haran BUD

menyusun rekeongiliasi bank

4. Rekonsiliasi Bank disusun dengan cara membandingkan saldo kas
di Bank menurut Rekening Koran dengan saldo kas di Bank

menurut laporan posisi kas haman.

[oPDJ
| )‘f,[

2

i
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5. Laporan posisi

kas harian dan

relconsiliasi

bank tersebut

diserahkan kepada kepala daerah hari pertama setiap minggunya.
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LAMPIRAN II

REKENING BELANJA PEGAWAI DAN BELANJA BARANG/JASA
BESERTA DOKUMEN PERTANGGUNGJAWABAN




LAMPIRAN 1T PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR TAHUN 20138
TANGGAL 2018

REKENING BELANJA PEGAWAI & BELANJA BARANG/JASA
BESERTA DOKUMEN PERTANGGUNGJAWABAN

oo e o o
k-
ot

= 2

SR

=

-

2.1.1.02.02,

5.1.1.02.03.

TAHUN ANGGARAN 2019

BELANJA DAKRAH

BELANJA TIDAK LANGSUNG

BELANJA PEGAWAI

Tambahan Penghasilan PNS

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja

Tambahan penghasilan yang diberilcan kepada PNS
berdasarkan beban kerja atau turyangan Kinerja

Dokumen pertanggungjawaban :

Surat Bukti Pengeluaran / BKP

Daftar Tanda Terima Tunjangan kinerja
Rekap absensi

Perhitungan tunjangan kKinerja

Surat pertanggurngfawaban mutlak

S5P PPh Pasal 21

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempatl Bertugas

Tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS
berdasarkan tempatl bertugas sepertt Kecamatan
Suoh dan Bandar Negeri Suoh

Dokumen pertanggungjawaban :

Surat Bukti Pengeluarar / BKP
Daftar Tanda Terima Honorarnum
SSP PPh Pasal 21

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja

Tambahan penghasiian yang diberikan kepada FNS
berdasarkan kondisi kerja seperti Bantuan
Kesehatan Staf Santelda

Dokumen pertanggungjawaban :

Surat Bukti Pengeluaran / BHKP
Daftar Tanda Terima Honorarium
S5FP PPh Pasal 21

BELANJA LANGSUNG

BELANJA PEGAWAI

Honorarium PNS

Honwrarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

Honor uyong diberikan kepada tim  pengadaarn

barang dan jasa

Dokumen Pertanggungjawaban :

SH
Surat Bukti Pengeluaran / BKP
Daftar Tanda Terima Hornordrium

S5FP PPh Pasal 21

Rekening belanja dan dokumen pertanggungjawaban 1
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5.2.1.01.03.

5.2.1.01.09,

5.2.1.01.13.

5.2.1.01.14,

2.2,1.01.15

5.2.1.01.16

32.1.01.18

Honorarium Tim Penerima Barang dan Jasa
Honor yang diberikan kepada penerima barang dan
Jasa
Dokumen Pertanggungjatwabar |
- BH
- Burat Bukti Pengeluaran / BKFP
- Daftar Tanda Terima Honorarium
SSP PPh Pasal 21

Honorarium Peserta Diklat

- Honor yang diberikan kepada PNS peseria dikiat
Dokumen Pertanggungjaivabarn ;

- &K

- Burat Bukti Pengeluaran / BKDP

- Daftar Tanda Terima Honorarium

- 88F PPh Pasal 21

Honorarium Pejahat Pembuat Komitmen (PPK])
- Haonor yang diberiican kepada FPEK
Dokumen Pertariggungiawaban !
- 8K
- Surat Bukti Pengeluaran / BKP
- Daftar Tanda Terima Honorarium
- S5F PPh Pasal 21

Honorarium Pejabat Pengadaan
Honor yang diberikan kepada pejabat pengadaan
Dokumen Pertanggungjowaban ;
- SK
- Surat Bukti Pengeluaran / BKP
- Dajtar Tanda Terima Honorarium
58P PPh Pasal 21

Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
- Honor yang diberikan kepada pejabat penerima
husil pekerjuar
Dokumen Pertanggungjoivaban :
- BK
- Burat Bukti Pengeluaran / BKP
Daflar Tanda Terima Honorarium
- 85P PPH Pasal 21

Honorarium Pengelola Keuangan
- Honorarium yang dibertkan kepada PNS pengelola
keuangan seperti . bendahara pengeluoran,
pengurus barang, pembiuat dokumen, operator, dll
Dokumen Pertanggungjowaban :
- 8K
- Surut Bukli Pengeluaran / BEP
-  Daftar Tanda Terima Honorarium
- S8PPPh Posal 217

Insentif Tenaga Keschatan
- Honorarium pang diberikan kepada PNS pengelola
keuangan seperti . bendahara pengeluaran,
pengurus barang, pembuat dokumern, operator, dll

= Rekening belanjo dan dokumen pertanggungfowaban



Dokurnen Pertanggungjowaban :
SK
- Surat Bukti Pengeluaran / BEP
- Daftar Tanda Terima Honorarium
- 8S8F PPh Pusul 21

5.2.1.02, Honorarium Non PNS
5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer /tidak tetap
Honor tim kegidatan untuk tenaga honorer
Dokumern Pertanggungjoivcban |
- 8K
- Surat Bukti Pengetuaran / BKP
- Daftar Tanda Terima Honorarum
- Daftar Hadir {SK berdasarkan OH)
- B5P PPh Pasal 21

5.2.1.02.03. Honorarium Peserta
- Honor yang diberikan Kepada peserta
Dokumen Pertanggungjaiwvaban ;

SK

- Surat Bukt Pengeluaran / BKP

- Daftar Tanda Terima Honorarium
Dajftar Hadir

- SSP PPh Pasal 21

5.2,1.02.04, Honorarium Tenaga Medis
- Honor yang dibertkan kepada Tenaga Medis
Dokumen Pertanggungjawaban :
- 8K
- Buraf Buki Pengeluarar. / BEF
- Daftar Tanda Ternima Honoranum
- Daftar Hadir
- SSPPPh Pasal 21

5.2.1.02.05. Honorarinm Tenaga Survey
-  Honor yang diberikkan kepada Tenaga Survey
Deokumen Pertunggungjatwahan. :
- 8K
Surat Bukti Pengeluaran / BKP
- Daftar Tanda Terima Honorarium
- Daftar Hadir
- SSPPPh Pasal 21

5.2.1.02.06. Honorarium Teknisi ICT
- Henor yang diberikan kepada Teknisi ICT
Dokumen Pertanggungjawabarn :
- SK
- Surat Bukti Pengeluaran / BEKFP
- Daftar Tanda Terima Honorarum
- Dajftar Hadir
- S8FP PPh Pasal 21

5.2.1.02.07. [Tongrarium/Upah Tenaga Tidak Terampil
- Honor/ lipah yang diberikan kepada Tenaga Tidak
Teramgnl

Rekenlng belonjo don dokumen perlonggungjowaban



5.2.1,02,08,

5.2.1.02.09,

5.2.1.02.10.

5.2.1.03.
3.2.1.03.01.

Dokumen Pertanggungjaiwaban ;
- S
- Buratl Bukli Pengelugran / BKP
- Daftar Tanda Terima Honorarium

< Daftar Hadir
- 8SP PPh Pasal 21

Honorarium /Upah Tulkang

- Pembayaran upah bagi tenaga / pekerja bangunan
Dokumen pertanggungjouaban

- Surat Bukti Pengeluaran / BKP

- Daftar Tanda Terima

- Burat perintah mulal kerja

- BA serah terima / BA penyelesaian pekerjaan

- Pajak

Honorarium/ Upah Tenaga Kebersiban

- Pembayoran upah bagi tenaga kebersihan
Dekumen pertanggungaiiaban

- Burat Bukti Pengeluaran / BKP

- Daftar Tanda Terima

Surat perintah mulai kerja
- BA sergh terima / BA penyelesaian pekerjaan
- Pgjak

Honorarium /Upah Kepala Lingkungan
Pembayaran upah bagt Kepala Lingkungan
Dokumen pertanggungiaivaben
- Surat Bukti Pengeluaran / BKP
- Dajtar Tanda Terima
- SK
Pajak

Uang Lembur
Uang Lembur PNS
- Uang yang diberikan diluar jam kerja regular
berdasarkan ketentuan yang berlaku dan
diberikan bagi PNS
Dokumen Pertanggungjawaban :
- SBurat Tugas / SPT
- Surat Bukti Pengeluaran / BKP
- Daftar Tanda Terima
- Daftar Hadir
- SSP PPh Pasal 21

Honorarinm Pengelolaan Dana Bos
Honorarium Pengelolaan Dana Bos
- Cukup jelos
Dokumen Pertanggungjawaban :
- Suraf Tugas / SPT
- Surat Bukti Pengeluaran / BKP
- Daftar Tanda Terima
- Daftar Hadir
- SSPPPh Pasal 21

Rekening belonjo dan dokumen pertanggungjowaban



-1.07. Belanja Pegawai BLUD
1.07.01. Belanja Pegawai BLUD
- Cukup jelas
Dokumen Pertanggungjawaban :
- Surat Tugas / SPT
- Burgt Bukti Pengeluaran / BKP
- Daftar Tanda Terima
- Daftar Hadir
- S5P PPh Pasal 21

o n
BS b

5.2.1.06. Belanja Pegawai Biaya Penyelenggaraan Pendidikan
5.2.1.08.01. Belanja Pegawai Biaya Penvelenggaraan Pendidikan

- Pembayaran honor yg fidak terakomodir dalam

dana BOS
Dokumen Pertanggungjawaban -

- Surat Tugas / SPT

- 8K

- Surat Bukti Pengeluaran / BKP

- Daftar Tanda Terima

- Doftar Hadir

- 35P PPh Pasal 21

o

2.2, BELANJA BARANG DAN JASA
.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor
- Pembelian ATK habis pakai seperti pulpen, pensil, Kertas,
il
Dokumen Pertanggungjateaban
- Surat Bukti Pengeluaran / BKF
- Nota / Kuntansi dari Pihak ketiga / Bukti Pembelian '
- Surat Perintah Kerja /' Surat Perjangian
- Berita Acara dari Pejabat Penerima / Panitia Penerima
- Pajak / Bukti pembayaran pajak

ohn

5.2.2.01.02. Belanja dokumen/ administrasi tender

- Biaya yang dikeludrkan khusus untuk keperluan
administrast / dokumen yang berhubungan dengan
kegiatan tender

Dokumen Pertanggurgjorcaban |

- Sural Bukti Pengeluaran / BKFP

- Nota / Kwitansi dari Pihak ketiga / Bukti Pembelian !

- Berita Acara dari Pejabat Penerima / Panitia Penerima

- Pajak / Bukti pembayaran pajak

9.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)
- Pembelian bohlam, lampm, dil
Dojcumen Pertanggungiawaban !
- Swurat Bukti Pengeluaran / BKP
- Nota / Kuntansi dari Pihak ketiga / Bukti Pembelian
- Surat Perintah Kerja / Surat Perfanpan P
- Berila Acora dari Pejabal Penerima / Parulic Penerima
Pajok / Bukti pembayaran pajak

5.2.2.01.04, Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

-  Pembelian materai, perangko

Aekening belonjo dan dokumen pertanggungjowoban 5



5.2.2.01.05.

5.2.2.01.06.

5.2.2.01.07.

5.2.2,01.08,

5.2.2.01.09,

5.2.2.01,10,

ApAac |

_}v;;}kum |

Dokumen Pertanggungjoawaban |
Surat Buktli Pengeluaran / BKP
- Nola / Kwitansi dari Pihak ketiga / Bukti Pembelian )
- Surat Perintah Kerja 7/ Surat Perjanjian F
- Berita Acara dari Pejabat Perterima / Panitin Penerima
- Pajak / Bukti pembayaran pajak

Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih

- Pembelian sapu, sitkat, kain pel, 4l

Dokumen Pertanggungjawaban |
- Surat Bukti Pengeluaran / BKF
- Nota / Kunfansi dari Pihak ketiga / Bukti Pembelian )i
- Surat Perintah Kerja / Surat Perjanjian |
- Berita Acara dari Pejabat Penerima / Panitia Penerima
- Pajak / Bukti pembayaran pajak

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
- Pembelian bensin / solar mesin genset

Dolkumen Pertanggungjoiaban |
- Surat Bukti Pengeluaran / BKP
- Nota / Kuntansti dari Pihak ketiga / Bukti Pembelian J!
- Surat Perintah Kerja / Surat Perfangtan P
- Berita Acara dari Pejabat Penerima / Panitio Penerina
- Pgjak / Bukfi pernbayaran pajak

Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran
- Pembelian ist tabung pemadam kebakaran

Dokumen Pertanggungjawaban
- Surat Bukii Pengeluaran / BKP
- Neota / Kwitansi dari Pihak ketiga / Bukti Pembelian )}
- Surat Perintah Kerja / Surat Perjanjian
- Berita Acara dari Pejabat Penerima / Panitia Penerima
- Pajak / Bukti pembayaran pajak

Belanja pengisian tabung gas
- Pembelian gas isi ulang felpiji)

Dokumen Pertanggungjowaban ;
- Buratl Bukti Pengeluaran / BKP
- Nota / Kwitansi dart Pthak ketiga / Bukt Pembelian )
- Surai Perintah Kerja / Surat Perjanjian J?
- Berita Acara dari Pefabat Penerima / Punitia Penerima
- Pajak / Bukti permbayaran pajak

Belanja Dokumentasi
Cetak photo
-  Biaya transfer film ke CD atau media lain
- Pembelian Kaset VHS dan CD-R
Dokumen Pertanggungjawwaban ;
Surat Bukii Pengeluaran / BKFP
- Nota / Kwitanst dari Pihak kKetiga / Bukli Pembelian !
Surat Perintah Kerja / Surat Perjanjian J?
- Berita Acara dari Pejabat Penerima / Panitia Penerima
- Pajak /Bukti pembayaran pajak

Belanja Bahan Kedokteran Hewan

< Pembelian bahan kedokteran hewan yang masa

ekonomisnya kurang dari T tahun

Rekening belonjo don dekumen pertonggungiawabaon



Dokumen Pertanggungjawaban |
- Surat Bukti Pengeluaran / BEP
- Nota / Kwitansi dart Pihak Ketiga / Bukti Pembelian }!
- Surat Penintah Kerja / Surat Perjanjian P
- Berita Acara darn Pejabat Penerima / Panitia Penerima
-  Pajak / Bukti permbayaran pajak

5.2 (1,11, Belanja Bahan Pakai Habis Perlengkapan Gudang

- Pembelian bahan perlengkapan gudang yang masa

ekonomisnya kurang dari 1 tahun
Dokumen Pertanggungfawaban |

Surat Bukti Pengeluaran / BEP

- Nota / Kuttansi dari Pihak ketiga / Bukti Pembelian )
Sural Penintah Kerjo / Swat Perjanjian JF

- Berita Acara dari Pejabat Penerima / Panitia Penerima

- Pajak / Bukti pembayaran pajak

5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
5.2.2.02.01. Belanja bahan baku bangunan
- Pembelian sernen, pasir, batu, papan, balok, paka, dil
Dokumen Pertanggungjoivaban ;
- Surat Bukti Pengeluaran / BKFP
- Nota / Kuitansi dari Pihak ketiga / Bukti Pembelian !
Surat Perintah Kerja / Surat Perjanjian )
- Berita Acara dari Pejabat Penerima / Panitia Pernerima
- Pajak / Bukti pembayaran pajak

5.2.2.02.02. Belanja bahan/bibit tanaman
- Pembelian bahan/ bibit tfanaman
Dokumen Pertanggungjawaban :

Surat Bukti Pengeluaran / BKP

- Nota / Kwitansi dari Pihak ketiga / Bukti Pembelian )’
Surat Perintah Kerja /' Surat Perjanjian J2

- Berita Acara dari Pejabat Penerima / Panttia Penerima

- Pajak / Bukti pembayaran pajak

5.2.2.02.03, Belanja bibit ternak
- Pembelian bibit /' benih than
- Pembelian bibit hewan temaik lainnya
Dotumen Pertanggungjmeaban :
- Surat Bukti Pengeluaran / BKFP
-  Neta / Ewitans: dart Pthak ketiga / Bukti Pembelian }!
- Surat Perintah Kerja / Surat Perfanjian J
- Berita Acara dari Pejabut Penerima / Panitia Penerima
-  Pgjak / Bukh pembayoran pajak

5.9 93 (32.04. -Bﬁ]ﬂl'l_'[ﬂ bhahan obat-obatan
- Pembelion obat-obatan kesehatan
- Pembefian obat-obatan untuk keperluan pertanian/
peternakan
- Pembelian pupuk tanamaon
Dokumen Pertanggungjawaban :
- Surat Bukti Pengeluaran / BKP
- Nota / Kwitanst dari Pihak ketiga / Bukti Pembelian }!
- Surat Perintah Kerja / Surat Perjanjian F
- Berita Acara dari Pejabat Penerima / Panitin Penerima
- Pajak / Bukti pembayaran pajak
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5.2.2.02.05.

0.2.2.02.07,

5.2.2.02.08,

5.4.2,02.09,

5.2.2.02.10.

3.2.2.02.1L

Belanja Bahan Kimia
- Pembelan bahan kimia unfuk keperluan prakbkum
sekolah, kesehatarn dll
Dakumen Pertanggungjawaban :
- Sural Bukii Pengeluaran / BKFP
- Nota / Kuntansi dan Pihak ketiga / Bukti Pembelian )i
- Surat Penntah Kerja / Surat Perjanjian
- Benta Acara dart Pejabat Penerima / Pamitia Penenma
Pajak / Bukill pembayaran pajak

Belanja Bahan Teropy /Piala
- Pembelian plakat, cendramatea, trophy/ pinla

Dokumen Pertanggungjawaban |
- Surat Bukt Pengetuaran / BKFP
- Nota / Kuntansi dari Pihak ketiga / Bukti Pembelan )!
- Surat Perintah Kerja / Surat Perjanjian 2
- Berita Acara dart Pejabat Penerima / Panitia Penerima
- Pajak / Bukti pembayaran pajak

Belanja Bahan Pengobatan
- Pembelian  bahan bahon uniuk digunakan dalam
menetapkan diagnosis, mencegah, mengurangi,
menghilangkan dan menyembuhkan penyakit atau gejulu
penyakit pada manusia atau hewan
Doloumen Pertanggungjawaban
- Swurat Bukti Pengetuaran / BKF
- Nota / Runtansi dart Pihak ketiga / Bukti Pembelian )’
- Surat Perintah Kerja / Surat Perjanjan
- Berita Acara dari Pejabat Penerima / Panitia Penerima
- Pajak / Bukli pernbayoran pajak

Belanja Hahan Pameran
- Pembelion bahan yang blasanya digunakan untuk
kegiatan pameran
Dokumen Pertanggungjaweaban ;
- Surat Bukii Pengeluaran / BKP
- Nota / Kuitanst dari Pihak ketiga / Bukfi Pembelian J'
- Surat Perintah Kerja / Surat Perjanjian F
- Berita Acara dari Pejabat Penerima / Panitia Penerima
- Pajak / Bukfi pembayaran pajak

Belangja Bahan Elektronik / Mesin
- Pembelian bahan-bahan elektronik
Dokumen Pertangogungjarvaban. :
- Burat Bukti Pengeluaran / BKF
- Nota / Ewitansi dari Pihak ketiga / Bukti Pembelian )/
Surat Perintah Kerja / Surat Perjanjian
- Berita Acara dari Pejabat Penerima / Panitia Penerima
- Pajuk / Bukti pernbaydaran pajak

Belanja Bahan Display fDekorasi
- Pembetian bahon/maket yang binsanya dipergunakan
untuk kegiatan pameran, pelatihan dan penyuluhan
- Belanja pembuatan spanduk/banner
-  Belanja pembuatan umbul-umbul
-  Belanja pembuatan baliho, dll
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5.2.2.02.12.

5.2.2.02.13.

5.2.2,02.15,

5.2.2.02.17.

5.2.2.02.18,

Dokumen Pertanggungjatvabean
Surat Bukti Pengeluaran / BKP
- Nota / Kwitanst dari Pihak ketiga / Bukti Pembelian |’
- Surat Permmtah Kerja / Surat Perjanjian F
- Berita Acara dari Pejabat Penerima / Panitin Penerima
Pajok / Bukti pembayaran pajak

Belanja Bahan Peralatan Kesehatan
- Bagian atau perlengkapan yang diproduksi dijual atau
dimaksudkan untuk digunakan dalem penelitian dan
perawatan kesehatan, dingnosis  penyembuhan,
peringanan atau pencegahan penyakit, keloinan keadaan
badan atau gejalanya pada manusia.
- Pembelian tensimeter, stetoskop, Ct Scan, dil
Dokumen Pertanggungjawaban :
Surat Bukti Pengeluaran / BKP
- Nota / Kwitanst dari Pihak ketiga / Bukti Pembelian }!
- Surat Perintah Kerja / Surat Perjanjfian
- Berita Acara dari Pejabat Penerima / Panitia Penerima
- Pajak / Bukti pembayaran pajak

Belanja Bahan Peraga
- Pembelian  alat-alat  untuk  prakiek yarg moso
ekonomisnya kurang dari I tahun
Diokumen Pertanggungjawwaban :
- Surat Bukti Pengeluaran / BKFP
- Nota / Rwitansi dart Pthak ketiga / Bukti Pembelian J!
- Surat Perintah Kerja / Surat Perfanjian F
- Berita Acara dari Pejabat Penerima / Punitia Penerima
- Pajak / Bukti pembayaran pajok

Belanja Bahan Material Pertanian/Perkebunan
Pembelian bahan bahan material yang digunakan untuk
pertanian perkebunar
Dokumen Pertanggungjawaban :
- Surat Bukti Pengeluaran / BKFP
- Nota / Kwitansi dari Pihak ketiga / Bukti Pembelian }/
- Surat Penintah Kerja / Sural Perjanjian =
- Berita Acara dari Pejabat Penenima / Panitia Penerima
- Pajak / Bukti pembayaran pajak

Belanja Bahan Sarana Budidaya Tkan
- Pembelion bahan yang biasanya dipergunakan untuk
pemeliharaan dan pengembangbiakan ikan
Dokumen Pertanggungjaiwaban :
- Surat Bukti Pengeluaran / BKP
- Nota / Kwitansi dart Pihak ketiga / Bukti Pembelian }!
- Surat Perintah Kerju / Sural Perjangjian
- Berita Acara dari Pejabat Penerima / Panitia Penenma
- Pajak / Bukti pembayaran pajak

Beclanja Bahan/Alat Sample
- Pembelian bahan atau alat yang basanya dipergunakan
sehagal sampel batk dalam laboratorium, praktikurm, dil
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5.2.2.02.19,

5.2.2.02.20.

5.2.2.02.21.

5.2.2.02.22.

5.2.2.02.23.

Diokumen Pertanggungjawaban |
Surat Bukti Pengeluaran / BEP
- Nola / Kwitansi dan Pihak ketiga / Bukti Pembelian J!
- Surat Perintah Kerja / Surat Perjaryjian P
- Berita Acara dari Pejabat Penerima / Panitia Penerima
- Pajak / Bukti pembayaran pajak

Belanja Bahan Makanan
- Pembelian bahan yang dapat dijadikan mekanan seperti :
beras, ubi, jagung, terigu, daging, dif
Dokumen Pertanggungjoawaban |
Surat Bukt Pergeluaran / BRF
- Nota / Kwitansi dari Pihok ketiga / Bukti Pembelian J!
- Surat Perintah Kerja / Surat Perjanjian P
- Berita Acara dari Pejabat Penerima / Panitia Penerima
- Pajak / Bukti pembayaran pajak

Belanja Bahan/Material Alat Pengolahan
- Pembelian bahan-bahan/material untuk sebuah proses
mengusahakan atau rengerjakan  sesuatu  supaya
meryadi semprina
- Pembelian Alat pengolahan maokanan, alat pengolahan
pertariar, dii
Dolkumen Pertanggungjoiwaban ;
- Surat Bukti Pengeluaran / BKP
- Nota / Kwitanst dari Pihak ketiga / Bukti Pembelian )!
- Surat Perintah Kerja / Surat Perjanjian F°
- Berita Acara dari Pejabat Penerima / Panttia Penenima
- Pajak / Bukfi pernbayaran pajak

Belanja Bahan Perlengkapan Lomba
< Pembelian bahon-bahan yang dipergunokan untuk
perlengkapan lomba
Doloumen Pertanggungjawaban
- Surat Bukti Pengeluaran / BKF
- Nota / Kwitanst dari Pihak ketiga / Bukti Pembelian }!
- Surat Perintah Kerja / Surat Perjanjian )
- Berita Acara dari Pejabat Penerima / Panitia Penerima
Pajak / Bukti pembayaran pajak

Belanja Bahan Perlengkapan Rumah Tangga
- Pembelian bahan untuk pertengkapan rumah tanggo
Dokumen Pertanggungjarraban |
- Surat Bukli Pengeluaran / BKP
- Nota / Kwitansi dari Pihak ketiga / Bukti Pembelian )!
- Surat Perintah Kerja / Surat Perjanjian P
- Berita Acara dan Pejabat Penerima / Panitia Penerima
- Pajak / Bukti pembayaran pajak

Helanja Bahan Pelatihan/Seminar Kit
- Pembelion bahan untuk pelatihan/seminar kit
Dokumen Pertanggungjawaban |
- Surat Bukti Pengeluaran / BKP
- Nota / Kuwitansi dari Pihak ketiga / Bukti Pembelian )/
- Surat Perintah Kerja / Surat Perjanjian 2
- Berita Acara dari Pejabat Fenenima / Panitia Penerima
- Pajak / Bukfi pembayaran pajak
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5.2.2.02.29.

5.2.2.03.

5.2.2.03.01.

5.2.2.03.02.

5.2.2.03.03.

5.2.2.03.04.

9.2.2.03.05.

2.2.2.03.06.

Helanja Bahan Baku Pembuatan Kemasan
- Pembelian bahan untuk pembuatan kemasan
Dokiumen Pertanggungiawabarn
- Surat Bukti Pengeluaran / BKP
- Nota / Kusdtanst dart Pihok ketiga / Bukili Pernbelion J!
- Burat Perintah Kerja / Surat Perjanjian P
- Bernitn Acara dart Pejabat Penenma / Panitia Penerima
- Pajak / Bukti pembayaran pajok

Belanja Jasa Kantor
Belanja telepon
- Pembayaran rekening bulanan telepon untuk keperfuan
kantor
- Biaye pemasangan lelepon
Dokumen Pertanggungjawaban :
- Surat Bukti Pengeluaran / BKP
- Resi Pembayaran

Relanja air
- Pembayaran rekening bulanan air untuk kepertuan kantor
- Pembelian air tangki / tandon
Dakumen Pertunggungjatieabarn |
- Surat Bukti Pengeluaran / BKFP
- Rest Permboayaran

Belanja listrik
- Pembayaran rekening bulanan listrik untuk keperluan
kantor
- Biaya penambahon daya
Dokumen Pertanggungjuvabarn |
- Surat Bukti Pengeluaran / BEFP
- Resi Pembayaran

Belanja Jasa Pengumurnan Lelang/ Pemenang Lelang
- Blaya publikasi pengumuman lelang melalui media
elektraonik maupun cetak
Dokumen Perfanggungjowaban |
- Surat Bukti Pengeluaran / BKP
- Nota / KEuntansi dari Pthak Ketiga / Bon
- Kliping / Visual
- Pajak

Belanja surat kabar/majalah
- Pembelian Koran / surat kaobar bulanan 7 builetin
Dokumen Pertanggungjmueaban
- Surat Bukti Pengeluaran / BKFP
Nota / Kwitansi dari Pihak Ketiga / Bon
- Surat pesanarn/ permchonan berlangganan / SPK
- Pajak

Helanja kawat/faksimilifinternet
- Pembayaran rekening bulanan faksimili
- Pembayaran rekening / bulanarn internet
- Pembayaran bandwith

Dokumen Pertanggungjoawvaban @
- Surat Bukti Pengeluaran / BKP
- Resi Pembayaran
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5.2.2.03.07. Helanja paket/ pengirirman
- Biaya jasa penginiman surat / barang meclalui kantor pos
alau ekspedisi
Dokumen Pertanggungjatisaban |
- Surat Bukii Pengeluararn / BKF
-  Resi Permbavaran

5.2.2.03.08. Belanja Sertifikasi
- Biaya pembuatan serfifikat tanah
- Sosialisasi sertifikast guru
Dokumen Pertunggurngjauwabar |
s Untuk sertifikat tanah
- Surat Bukt Pengeluaran / BKP
- Fotokopi sertifikat tanah
- Kuwitansi pembayaran dari BEN
s Soswalisast sertifikast guru
- BKF
- Tanda Terima honorarium (Panitia, Narasumber, Peserta)
- Tdanda Terima Transport peserta, narasumber
- Nota / Kuntansi dari Pihak ketiga / Bukti Pembelian J!
- Surat Perintah Kerja / Surat Perjanjian F
- Berita Acara dari Pejabat Penerima / Panitia Penerima
- Pajak / Bukti pembayaran pajak

5.2.2.03.00. Belanja Jasa Transaksi Keuangan
- Pembelian cek, administrasi keuangan
Dokumen Pertanggungjawaban |
- Surat Bukti Pengeluaran / BKFP
- Kesi Pembayaran

5.2.2.03.12. Belanja Jasa Perbaikan Perlengkapan Kantor
- Biaya perbaikan perlengkapan kantor
Dokumen Pertanggungjawabar .
- Surat Bukii Pengeluaran / BKF
- Nota / Kwitansi dari Pihak ketiga / Bukti Pembelian }
Surat Perintah Kerja / Surat Perjanjian
- Berita Acara dari Pejabat Penerima / Panitia Penerima
- Pajak / Bukti pembayaran pajak

2.2.2.03.13, Belanja Jasa Media elektronik
- Buaya penyampaian informasi lewat media elektronik
seperti TV, radio dil
Dokumen Pertanggungjaiaban ;
- Surat Bukti Pengeluaran / BKP
- Nota / Kwitansit dart Pihak Ketiga / Bon
- Surat pesanan/ permohonan berlangganan / SPK
- Pajak

2.2.2.03.14. Brlanja Jasa Pemeriksaan Specimen
- Biaya pemeriksaan specimen darah, kotoran hewan,
doging, dil
Dolcumen pertanggungjawabart
- BHKP
- Nota/ kwitansi
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5.2.2.03.15.

5.2.2.03.17.

5.2.2.03.19.

2.2.,2.03.22,

5.2.2,03.30.

5.2,2,03.31.

.2.2.03.32.

3

“am

Belanja Jasa Publikasi
- Bigya  mempublikasikan  atauw  penerbitan  bagi
publik/umum melalut teks, gambar, media, leaflet, brosur,
media elektronik dii
Dokumen pertanggungjowaban
- BKP
- Surat MOU {kerjasama)
- Buktiikian (kliping/ visual)
- Kwitansi media

Belanja Jasa Perawatan dan Pengobatan
- Bilaya jasa fenago medis
Dokumen pertanggungjaivaban
- BKP
- Penncian biaya perawatan (termasuk tanda terima Dolcter
spesialis, dokter umum, perowat, obat, lab, radiologi, dlij

Belanja Jasa Pengamanan
- Cukup jelas
Dokurmen pertanggungjawaban
BKFP
- Surat Perintah Tugas
- Tuanda Terima hororarium
- Bukti pembayaran pajok

Belanja Jasa Uji Laboratorium
- Cukup jelas
Dokumen pertanggungjawaban
- BARF
- Tanda terima
- Rincian bicya laboratoriim

Belanja Jasa Retribusi Sampah
- Biaya jasa sampah
Dokumen pertanggungjatraban
- BHKP
- Slip pembayaran sampah

Belanja Pemusnahan Obat
Pemusnahdn Obat-obatan yang sudah kadaluarsa
Dokumen pertanggungjawaban
Surat Bukti Pengeluarar. / BKP
- Nota / Kwitansi dari Pihak ketiga / Bukti Pembelian )’
- Surat Perintah Kerja / Surat Perjanjian P
- Berita Acara Pemusnahan
- Pajak / Bukti pembayaran pajak

Belanja Jasa Penvelidikan/Penyidikan

- Biaya jasa dalam rangka penyelidikon/ penyidikan
Dokumen pertanggungjouaban

- BKP

- 5K

Tanda terima
- Laporan
- Pajak / Bukii pembdyaran pajok
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5.2,2,03.33,

5.2.2.04.

5.2,.2.04.01.

5.2.2.04.02.

5.2.2.04.04.

5.2.2.04.05.

5.2.2.05

5.2.2.05.01.

2.2.2.05,02,

5.2.2.05.08.

5.2.2.05.04,

Belanja Sewa Server
- Biaya sewa server
Dokumen pertanggungjawabarn
- BKP
- Slip pembayaroan

Belanja Premi Asuransi
Belanja Premi Asuransi Kesehatan

- Pembayaran premi asuransi kesehalart
Belanja L5

Belanja Premi Asuransi Barang Mililke Daerah
- Pembayaran premi asuransi gedung pemerintah
- Pembayaran premi asuransi kendaraan dinas

Belanja LS

Belanja Premi Asuransi Jiwa
-  Pembayaran premi asuransi fiusa
Relonjo LS

Belanja Premi Asuransi Kebakaran
- Pembayaran premi asuransi kebakaran
Belanja LS

Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
Helanja Jasa Service
- Biaya jasa perbaikan {service} kendaraan dinas
Dokumen Pertanggungjawaban .
- Surat Bukti Pengeluaran / BEP
- Nota / Kwitanst dart Pihak ketiga / Bukti Pembelian )
- Surat Perintah Kerja / Surat Perjanjian
- Berita Acara dari Pejabat Penerima / Panitia Penerima
- Pajak / Bukti pembayoran pajak

Belanja Penggantian Suku Cadang
- Bigya spure paris kerdaroon dinas
Dokumen Pertanggungjawaban :
Surat Bukiti Pengeluaran / BRP
- Nota/Kwitansi dari Pihak Ketiga /Bukti Pembelian )
- Surat pesanan / pengantar / SPK F
- Pajak / Bukti pembayaran pajak

Belanja Bahan Bakar Minvak/Gas dan Pelumas
- Pembelian bensin / solar / pertamax kKendaraan dinas
-  Pembelian oli / pelumas kendaraan dinas
Dokumen Pertanggungjawaban |
Surat Bukti Pengeluaran / BKP
- Nota / Kwitansi dari Pihak Ketiga / Bukti Pembelian )!
- Surat pesanan / pengantar / SPK F

Belanjg Jasa KIR

-  Pemboyaran jasa KIR kendaraan dinas
Dolkumen Pertanggungjatvabarn :

- Surat Bukti Pengeluaran / BKP

- Nota / Kwitansi dart Pihak Ketiga

-  Fotocopy Surat KIR
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3.2.2.05.05, Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
- Pembayaran perpanjangan STNK / biaya penggantian plat
kendaraan dinas
Dolumen Pertanggungjawaban
- Surat Bukti Pengeluaran / BKP
- Nota / kKwitansi
-  Fotocopy STNK

5.2.2.05.07. Belanja Ban dan Accu
- Pembelian ban dan aceu kendaraan dinas
Dokumen Pertanggungjowaban .
- Surat Bukii Pengeluaran / BKP
- Nota / Kwitansi dart Pihak ketiga / Bukti Pembelian )
- Surat Perintah Kerja / Surat Perfanjian J¢
- Benta Acara dari Pejabat Penerima / Panftia Penerima
- Pajak / Bukti pembayaran pajak

2.2,2.05.08 Belanja Kegisirasi Kendaraan Bermolor
- Pembayaran perpanjangan STNK / biayn penggantian plat
kendaraan dinas
Dokumen Pertanggungjawaban :
Surat Bukti Pengeluaran / BEP
- TFotocopy Surat Ketetapan PRD

- Fotocopy STNK
5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.01, Belanja cetak

Biaya Cetak kop surat, amplop, map, dll
- Biayoe cetak laporan/ modul/ buku
Dokumen Pertanggungjawaban :
- Surat Bukti Pengeluaran / BKFP
- Nota / Kwitansi dari Pihak ketiga / Bukti Pembelian )/
- Surat Perintah Kerja / Surat Perjanjian 2
- Berita Acara dari Pejabat Penerima / Panitia Penerima
- Pajak / Bukti pembayaran pajak

5.2.2.06.02. Belanja Pengpandaan
- Bilaya fotolcopi
-  Biaya Scanning
Dokiurnen Pertanggungjawrabar |
- Surat Buktt Pengeluaran / BKF
- Nota / Kuwitansi dart Pithak ketiga / Bukti Pembelian )
- Surat Perintah Kerja / Surat Perjanjian P
- Berita Acara dari Pejabat Penerima /' Panitia Penerima
- Pajok / Bukti pembayaran pajak

5.2.2.06.03, Belanja Penjilidan {+ Cover)
- Biaya perjilidan
Dokumen Pertangoungiawdban :
- Surat Bukti Pengeluaran / BKP
- Nota / Kwitansi dari Pihak ketiga / Bukti Pembelian }
- Surat Perintah Kerja / Surat Perjanfian p
- Berita Acara dart Pejabat Penerima / Panitia Penerima
- Pgjak / Bukti pembayaran pajak
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5.2.2.07.

5.2.2.07.01.

2.2.2,07.02.

3.2.2.07.03.

5.2.2.07.05.

5.2.2.07.06.

5.2.2.08.

5,2.2.08.01.

5.2.2.08.02,

N
g ™ ] N
S — g

Rekening belanjo don dekumen pertanggungiawaban

Helanja Sewa Rumah /Gedung/Gudang/Parkir
Belanja sewa rumah jabatan/rumah dinas
Cukup jelas
Dokumen Pertanggungjawaban :
- Sural Bukti Pengeluurun / BKFP
Nota / Kwitansi dari Pihak Ketiga
Surat perjanjian sewa / SPK
Pajak / Bukti pembayaran pajak

Delanja sewa gedung/ kantor/tempat
- Cukup jelas
Dokumen Pertanggungjareabarn ;
- Surat Bukti Pengeluaran / BKF
- Kuntansi dan Pihak Kehiga
Surat perjanjian sewa / SPK
Pajak / Bukti pembayaran pajak

Belarnjs sews ruang rapat/ pertemuan
- Cukup jelas
Dokumen Pertanggungjatoabar |
- Surat Bukti Pengehiaran / BKFP
- Kuwitansi dari Pihak Kefiga
- Surat perjanjian sewn / SPK
- Pgjok / Buktli pernbayaran pajak

Helanja Sewa Kebun/Perlengkapan Taman
- Cukup jelas
Dokumen Pertanggungjawaban
- Surat Bukti Pengeluaran / BKP
- Kwitansi dari Pihak Ketiga
- Burat perjarfian sewa ; SPK
- Pajak / Bukti pembayaran pajak

HBelanja Sewa Hotel/Penginapan

- Cukup felas
Dokumen Pertanggungjawaban |
Surat Bukti Pengetuaran / BKP
Nota / Kuntansi dari Pihak Ketiga
Surat perjarjian sewa / SPK
Pajak / Bukt pembayaran pajak

Belanja Sewa Sarana Mobilitas
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat

- Sewa Mobil, Motor, Bus untuk menunjang operasional keg.
Diolumen Perfanggungjawaban |

-  Surat Bukti Pengeluaran / BKP

- Kwitansi dart Pthak Ketiga

- Surat perjanjtan sewa ;/ SPK

- Pajak / Bukti pembayaran pajak

Belanja sewa Sarana Mobilitas Air

- Sewa speed boat unfuk menunjang operasional kegiatan

- Sewa kapal untuk menunjang operasional kegiatan
Dokumen Pertanggungjowaban .

- Surat Dukti Pengeluaran / BKP

- Kuwitansi dari Pihak Ketiga

- Surat perjanjian sewwa / SPK

- Pajak / Bukti pembayaran pajak
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5.2.2.08.03,

0.2.2.09,

5.2.2.09.01.

5.2.2.09.02,

5.2.2.09.03.
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5.2.2.10.03.

5.2.2.10.04.

Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara

- Sewa helikopier

- Sewa pesawat
Dofaumen Pertanggungjateaban :

- Surat Bukti Pengeluaran / BKFP

- Kwitansi dari Fihak Ketign

- Burat perfanjian sewa / SPK

- Pajak / Bukti pembayaran pajak
Belanja Sewa Alat Berat
Belanja Sewa Eskavator

- Cukup jelas
Dokumen Pertanggungjarwaban :

- Surat Bukii Pengeluaran / BKFP
Kuwitansi dari Fihak Ketiga
Surat perjanjian sewa / SPK
Pajak / Bukti pembayaran pajak

Belanja Sewa Buldoser
- Cukup jelas
Dokumen Pertanggungjawabar !
Surat Bukti Pengeluaran / BKP
- Kuwrtansi dari Pithak Ketign
- Surat perjanjian sewa / SPK
- Pajak / Bukti pembayaran pajak

Belanja Sewsa Alat Balon (Gas K3
- Cukup relas
Dolumen Pertanggungjawaban :
- Suratf Bukfi Pengeluaran / BKFP
- Kuwilansi dari Pihok Ketigo
- Surat perjanjion sewn / SPK
- Pajak / Bukti pembayaran pajak

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
Belanja sewa meja kursi

- Cukup jelas
Dokumen Pertanggungjaresaban

- Surat Bukti Pengeluaran / BKP

- Kuwitansi dari Pihak Ketiga

Sural perjanjian scwa / SPK
- Pajak / Bukti pembayaran pajak

Belanja sewa proyekior
- Sewa infocus + LCD
- Sewa proyektor + LCD
Dokumen Pertanggungjairaban :
- Surat Bukti Pengeluaran / BKFP
- Kuwitansi dari Pihak Ketiga
- Surat perjanjian sewn /' SPK
- Pajak / Bukti pembayaran pajak

Belanja sewa generator
- Sewa mesmn genset dil
Dokurnen Pertanggungjawabarn ;
- Surat Bukti Pengeluaran / BEFP
- Rwitansi dari Pihak Ketiga
- Surat perjanjian sewa / SPK
-  Pajak / Bukti pembayaran pajak
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5.2.2,.10.05. Belanja sews tenda
- Cukup jelas
Dokurnen Pertanggurngjaivabarn |
- Surat Bukfi Pengehiaran / BEFP
-  Kuwitansi dari Pihak Ketign
- Surat perjanjan sewa / SPK
- Pgjak / Bukti pembayaran pajak

5.2.2.10.06, DBelanja sewa pakaian adat/tradisional
- Cukup jelas
Dokumen Pertanggungjawsaban :
- Surat Buktl Pengeluaran / BKP
-  Kuwitansi dari Pihak Ketiga
Surat perjanjian sewa / SPK
- Pajak / Bukti pembayaran pajak

52210007, Belanja Sewa Alat Stadin
- Sewa ighting {lampu sorot)
Dokumen Pertanggungjawaban :
- Surat Bukfi Pengeluaran / BKF
- Kuwnitansi dari Pthak Ketiga
- Surat perjanjian sewa / SPK
- Pajak / Bukti pembayaran pajak

5.2.2,10.08. Belanja Sewa Meja Gambar
Cukup jelas
Dokumen Pertanggungjawwaban ;
- Surat Bukti Pengeluaran / BKFP
- Kwitansi dari Pihak Ketiga
- Surat perjonjian sewa / SPK
- Pajak / Bukti pembayaran pajak

5.2.2,10.09, Belanja Sewa Elektronik
- Cukup jelas
Dokurmnen Pertanggungjawabarn |
- Surat Bukti Pengeluaran / BKP
- Kurdtansi dori Pihak Ketiga
- Surat perjanjian sewa / SPK
- Pajak / Bukti pembayaran pajak

5.2.2.10.10. Belanja Scwa Alal Dekorasi
- Cukup jelas
Dokumen Pertanggungjaroabert
- Surat Bukti Pengeluaran / BKP
- Kwitansi dari Pihak Ketiga
- Surat perjanjian sewa ;/ SPK
- Pajok / Bukfti pembayaran pajak

5,2.2.10.11. Belanja Sewa Alat Laboratorium
- Cukup jelas
Dokumen Pertanggungjarwaban :
Surat Bukti Pengeluaran / BKFP
- HKuwitansi dari Pihak Ketiga
- Bwrat perjanjian sewa [/ SPE
- Pwjak / Bukti pemmbayaran pajak
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5.2.2.10.12.

2.2 1014

5.2.2.10.15,

5.2.2.10.16.

02,211,

2.2,2,11.01.

2.211.D2.

Belanja Sews Alat Ukur
- Cukup jelas
Dokumert Perlangguirgiateaber :
- Surat Bukfi Pengeluaran / BKP
- Kwitansi dari Pihak Eetige
= Sural perjunyon sewe § SPE
- Pujuk / Bukti pembagaran pafok

Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor
- Cubkup jelas
Dokumen Pertanggungjauwaban !
- Surat Bukti Pengeluaran / BEP
- Kuwitansi dari Pihak Fetiga
- Surat perianfian sewa / SPE
Pajak / Bukii pembayaran pajak

Belanja sewa perlenglkapan rumah tangga
- Cukup jelas
Dokuimern. Pertanggurgiotiabarn
- Surat Buldti Pengehuaran / BEP
- Kurtansi don Pihok Keligo
- Surat perfanfian sewa / SPK
- Pajok / Bukti pembayaran pajak

Belanja sewsa alat peraga
- Cukup jelas
Dokumen Pertanggungjawaban ;
- Surat Bukti Pengetiaran / BEP
- Hwitansi dari Pihak Ketiga
- Surql peponfiaen sewa /S SPK
- Pgjok / Bukii pembayoran pajak

Belapja Makanan dan Minuman
Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai
1. Belanja makarnan dan minumen wituk piket fextra poudirig)
Dolaimen Pertanggungioawaban :
- Surat Bukt Pengeluaran / BKP
Nota / Kwitans! dari Pihak Ketiga [/
Surat Perintoh Kerja / Sural Peganfian 2
- Pajak / Bukti pembayaran pajak
- Daftar Hadir

2. Biaya makanan dan minuman yang diberikan dalam bentuk uang
dalam rangka pikel
Dokaimen Pertanggungionoabar @
- Surat Buktt Pergreluaran / BEP
- Surat Perintah Tugas (S5FT)
- idaftar Hadir
- Daftar tanda terirma woaryg makean ;. wong piket
- Pajak / Bukil pembayaran pojak

Belanja Makanan dan Minuman Eapat
- Belonjo makaran dan mimeman unluk pertemuon ropol staf
pada kartor yang bersanghutan
- Belanfa makanan dan nunuman wntuk rapat foordinast antar
instansi/ prthak luar
Dokumert Pertangqungfawaban |
Surat Bukr Pengeluaran / BEP
- Noia / Kwitanst dari Pihak Ketiga )'
- Surat Perintah Kerja / Surat Perjanjian f
- Pajak / Bukt pembayaran pojok
- Notfudlen rapat
Diaftar Hadir rapot
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5.2.2.11.03.

3.2.2.11.04.

2.2,2,11.05,

5.2,2.11.08.

5.2.2.11.09.

W
by b3
| N ]
i
B I

Belanja Makanan dan Minuman Tamu
- Belanja makanan dan minuman untuk kunjungan tamu
dari dalam / luar daerah
- Belonjo mokanan dan mindman untuak kurgjungon dori
mstansi lain
Dokumen Pertanggungjaiaban :
- Surat Bukti Pengeluaran / BKP
- Nota / Kwitansi darf Pihak Ketiga |!
- Surat Perintah Kerja / Sural Perfanjian
- Pajak / Bukti pembayaran pajak

Belanja Makan dan Minum Insidentil
- Belanja maokan dan minum kegiatan yang tidak
direncanakarn
Doloumen Pertanggungjawaban ;
- Surat Bukti Pengeluaran / BKP
Nota / Kwitansi dari Pthak Ketiga )
Surat Perintah Kerja / Surat Perjanjian )2
Pajak / Bukti pembayaran pajak

Belanja Makan dan Minum Rumah Tangga

- Cukup jelas
Dokumern Pertangogungjuwabar

- Surat Bukti Pengeluaran / BKP

- Nota / Kwitanst dari Pthak Ketiga )/

- Surat Perintah Kerja / Surat Perjanjian F
Pajak / Bukti pembayaran pajak

Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan

- Belanja makanan dan minuman dalam rangka pelatihan
Dokumen Perfanggungjaivabon |

- Surat Bukti Pengeluaran / BKF

- Nota / Kwitansi dari Pihak Kehiga / Bukti Pernbelian |

- Surat Perintah Kerja / Surat Perjanjian F

- Daftar hadir

- Pajak / Bukti pembayaran pajak

Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi

- Belanja makanan dan minuman dalam rangka Sosialisasi
Dokumen Pertanggungfawaban .

- Swurat Bukti Pengeluaran / BKP

- Nota / Kwitansi dari Pihak Retiga / Bukti Pembelian J'

- Surat Perintah Kerja / Surat Perjanjian P

- Daftar hadir

- Pajak / Bukti pembayarar pajck

Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH
- Cukup jelas
Dokumen Pertanggungjaivaban :
- Surat Bukt Pengeluaran / BKFP
- Nota / Kwitanst dari Pihak ketiga / Bukti Pembelian )!
- Surat pesanan / Surat Nerintah Kerja
- Benta Acara dari Pejubat Penerima / Panifia Pererima
- Daoftar tanda terima
- Pajak / Bukti pembayaran pajak

Rekening befanya dan dokumen pertonggungiowaban 20



i,

5.2,2.12,02,

5.2.2,12.03,

0.2,2.12.04,

5:2.2.12.035,

5.2.2.12.06.

5.2.2.12.07,.

Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)
Cukup jelas
Dokuwrnen Pertanggungjatwaban
Surat Bukti Pengeluaran / BKF
- Nota / Kuwitansi dari Pihak ketiga / Bukti Pembelign 1
- Surat pesanan / Surat Perintah Kerja F
- Benta Acara dart Pejabat Penerima / Panitia Penerima
- Daftar tanda terima
- Pajak / Bukti pembayaran pajak

Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)
- Cukup felas
Dokumen Pertanggungjateaban |
- Surat Bukti Pengeluaran / BKF
- Nota / Kwitansi dari Pithak ketiga / Bukti Pembelian }!
- Surat pesanan / Surat Perintah Kerfa F
- Berita Acara dari Pejabat Penerima / Panitia Penerima
- Daftar tanda terima
- Pajak / Bukti pembayaran pajak

Belanja Pakaian Dinas Harian (PDIT)
- Cukup jelas
Dokurnen Pertanggungjawabon ;
- Surat Bukti Pengeluaran / BKP
Neota / Kuwitansi dari Pihak ketiga / Bukti Pembelian )
- Surat pesanan / Surat Perintah Kerja
- Bertta Acara dari Pejabat Penerima / Panitia Penerima
- Daftar tanda terfma
- Pajak / Bukti pernbayaran pajak

Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)
- Cukup jelas
Dokumen Pertanggungjowaban |
- Sural Buktl Pengeluaran / BKP
- Neota / Rwitansi dari Pihak ketiga / Bukti Pembelian )!
- Surat pesdanan / Surat Perintah Kerja P
- Berita Acara dart Pejabat Penerima / Panitia Penerirna
- Daftar tanda terima
- Pajak / Bukti pembayaran pajak

Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)
- Cukup jelas
Dokumen Pertanggungjawabar :
- Surel Bukti Pengeluaran ;/ BKP
- Nota / Kuntansi dari Pihak ketiga / Bulkti Pembelian )
- Surat pesanan / Surat Perintah Kerja F
- Berita Acara dari Pejabat Penerima / Panitia Penerima
- Daftar tanda terima
- Pajak / Bukt pembayaran pajak

Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSE)
- Cukup felas
Dokumen Pertanggungjawrabarn |
- Surat Bukti Pengeluaran / BKP
- Nota / Kwitanst dari Pihak ketiga / Bukti Pembelian }
- Burat pesanan / Suraf Perintah Kerja F
- DBerita Acara dari Pefabat Penerima / Panitia Penerima

Rekening belonjo don dokumen pertanggungjowaban
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5.2.2.12.08.

5.4.4.13.

2.2.2.13.01.

5.2.2,13.02.

0.2.2.13.03

5.2.2.14,

5.2.2.14.01,

5.2.2.14.02,

- Daftar tanda terima
- Pajak / Bukii pembayaran pajak

Belanja Atribut
- Cukup jelns
Dokumen Perfangoungjaisaban :
- Surat Bukti Pengehugran / BKP
Nota / Kuntanst dari Pihak ketiga / Bukti Pembelian [
- Surat pesanan / Surat Perintah Kerja P
- Bernta Acara dari Pejabat Penerima / Panitia Penerimao
- Dafiar tanda terima

- PFajak / Bukii pembayaran pajak

Belanja Pakaian Kerja
DBelanja pakaian kerja lapangan
- Cukup jelas
Dokumen Pertanggungjawaban :
- Surat Bukt Pengeluaran / BKP
- Nota / Kuwitansi dari Pihak ketiga / Bukti Pembelian |
- Surat pesanan / Surat Perintah Kerja J*
- Bertta Acara dari Pejabat Penerima / Parutia Penerima
- Daftor taruda terirmao
- Pajak / Bukti pembayaran pajak

Belanja pakaian kerja beserta kelengkapannya
- Cukup jelas
Dokumen Pertanggungjawaban @
- Surat Bukti Pengeluaran / BKF
- Nota / Kwitansi dari Pihak ketiga / Bukti Pembelian )t
- Surat pesanan / Surat Perintah Kerja F
- Berita Acara dari Pejabat Penerima / Panitia Penerima
- Daftar tanda terima
- Pajak / Bukti pemmbayaran pajak

Belanja Tas
- Cukup jelas
Dokumen Pertanggungjawaban :
- Surat Bukti Pengeluaran / BKF
- Nota / Ewitansi dari Pthak ketiga / Bukti Pembelian }'
- Surat pesanan / Surat Perintah Kerja P
- Bernta Acara dar Pejabat Penerima / Panitia Penerima
- Daftar tanda terima
Pajak / Bukti pembayaran pajak

Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu
Delanja pakaian KORPRI
- Cukup jelas
Dorurmen Pertanggurngjawraban
- Surat Bukti Pengeluaran / BKP
- Nota / Kwitansi dari Pihak ketiga / Bukii Pembelian )
Surat pesanan / Surat Perintah Kerja F
- Berita Acara darn Pejabat Penerima / Panitia Penerima
- Daftar tanda ternma
- Pajok / Bukti pembayaran pajai

Belanja pakaian adar daerah
- Cukup jelas

Rekening belanja dan dokumen pertongoungiowabon



Dokumen Pertanggungjawaban |
- Surat Bukti Pengeluaran / BKFP
- Nota / Kwitanst dari Pihak ketiga / Bukii Pembelian J!
- Surat pesanan / Surat Perintah Kerja }°
- Berita Acara dari Pejabat Penerima / Panitia Penerima
- Daftar tanda terima
- Pajak / Bukti pembayaran pajak

5.2.2.14.03. Belanja pakaian batik tradisional
- Cukup jelas
Dokyirnen Perfanggungjoivaban |
- Surat Bukfi Pengeluaran / BKP
- Neta / Kwitansi dari Pihak ketiga / Bukti Pembelian )!
- Surat pesanan / Surat Perintah Kerja P
- Berita Acara dari Pejabat Penerima / Panitia Penerimin
- Daftar tanda terima
- Pwak / Bukli pembayaran pajak

5.2.2.14.04. Belanja pakaian olahraga
- Cukup jelas
Dokumen Pertanggungjawaban :
- Surat Bukti Pengeluaran / BKFP
- Nota / Kwitansi dari Pihak ketiga / Bukti Pembelian }!
- Surat pesanan / Surat Perintah Kerja F
- Berita Acara dart Pejabat Penerima / Panitia Penerima
- Daftar tanda terima
Pajak / Bukti pembayaran pajak

5.2.2.14.05. Belanja pakaian paskibra
-  Cukup jelas
Dokumen Pertanggungjawaban |
- Suraf Bukti Pengeluaran / BKP
- Nota / Kwitansi dari Pthak ketiga / Bukli Pembehan !
- Suraf pesanan / Surat Perintah FKerja P
- Berita Acara darn Pejabat Penerima / Panitia Penerima
- Daflor tando terima
- Pajok / Bukti pembayaran pajok

5.2.2.14.08, Belanja pakaian mushm
- Cukup jelas
Dokumen Pertanggungjawaban :
- Surat Bukti Pengeluaran / BKP
- Nota / Kwitansi dari Pihak ketign / Bulkti Pembelian J'
- Surat pesanan / Surat Perintah Kerja F
- Berita Acara dari Pejabat Penerima / Panitia Penerima
- Daftar tanda terima
- Pajak / Bukti pembayaran pajak

Belanja Perjalanan Dinas
Belanja perjalanan dinas dalam daerah

- Belanja perjalanan dinas dalam wilayah Lampung Barat
Dokumen Pertanggungjawaban

- Surat Bukti Pengeluaran / BKP

- Surat tugas

-  SPPO

- Laporamn

- Rincian Pengeluaran dan bukii rincian pengeluaran
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5.2.2,15.02.

5.2.2.15.03.

3.2.2.15.05.

5.2.2.16.

5.2.2.16.01,

5.2.2.16.02,

5.2.2,16.03,

5.2.2.16.04.

Belanja perjalanan dinas luar daerah

- Belanja perjalanan dinas keluar wilayah Lampung Barat
Dokumen Pertanggungjawabarn

- Surat Bukti Pengeluaran / BKP

- Surat tugas

- SPPD

- Laporan

- Rincian Pengeluaran dan bukti rincian pengeluaran

Belanja perjalanan dinas luar negeri

- Belanja perjalanan dings keluar wilayah ndonesia
Dofcumen FPertanggungjawaban

- Surat Bukti Pengeludaran / BKP

- Surat tugas

- SPFD

- Laporan perjalanan dinas

- Rineian Pengehiaran dan ikt rincion pengeliaran

Dokumen lain yang diperlukan

Belanja transportasi
- Blaya jasa transportasi dalam daerah Lampung Barat
- Biaya iransporiasi baik dalam doeerch moupun  uar
daerah bagi pihak tenaga ohll / narasumber
Dolcumen Pertanggungjawaban
- Surat Bukti Pengeluaran / BKF
- Surat tugas
- Rincian Pengeluaran dan bukti rincian pengeluaran
- Dokurmen lain yoang diperiukan

Belanja Beasiswa Pendidikan PNS
Belanja Beasiswa Tugas Belajar D3
- Cukup jelas
Dokumen pertanggungjawaban
- Surat Bukti Pengeluaran / BEP
- BSK

Helanja Beasiswa Tugas Belajar 81
- Cukup jelas

Dolumen pertanggungjawaban
- Surat Bukti Pengeluaran / BKP
- 8K

Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2
- Cukup jelas

Dokumen pertanggungjawaban
- Surat Bukti Pengeluaran / BKFP
- 8K

Belanja Beasiswa Tugas Belajar 583
- Cukup jelas

Dokumen pertanggungjarabarn
- Surat Bukti Pengeluaran / BKP
- 8K
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2.2.2.17,

5.2.2.17.01.

5.2.2,17.02,

5.2.2.17.03.

o o
b 19
b 1

b B
e

5.2.2.20.02.

5.2.2.20.03.

Belanja Kursus, Pelatihan, Bosialisagi dan Bimbingan Teknis
PNS
Belanja Kursus-Kursus Singkat / Pelatihan
- Biaya yang diberiban kepodo pegawal uniuk mengiiouti
kursus-kursus singkat/ pelatithan yang dilaksanakan oleh
pihak ketiga/penyelenggara diluar belanja perjalanan
dirns
Dokumen Pertanggungjowsaban
- Surat Bukti Pengeluaran / BEKP
- Kuwitansi dari Pthak Ketigao
- Undangan / surat pemberitahuan dari penyelenggara
- Copy sertifikart

Belanja Sosialisasi
-  Biaya yang diberikan kepada pegawatl untuk mengikuti
kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan oleh pihak
ketiga/ penyelenggara diluar belanja perinlanan dinas
Dokumen Pertanggungjauraban
- Burat Bukti Pengeluaran / BKP
- Kuwitansi dart Pihak Ketiga
- Undarngan / surat pemberitahuan dart penyelenggara

Belanja Bimbingan Teknis
- Biaya yang diberikan kepada pegawai untuk mengikuti
bimbingan teknis yong diaksanakan oleh pihak
ketiga/ penyelenggara diluar belanja perjalanan dinas
Dokumen Pertanggungjawaban
- Surat Bukti Perwgeluaran / BEP
- Kwitansi dari Pihak Ketigo
- Undangan / surat pemberitahuan dari penyelenggara
- Copy sertifikat

Belanja Pemeliharaan
Belanja Pemeliharaan Jalan

- Belanja yang dinlokasikan untuk keg. pemelharaan jalan.
Dokumen Pertanggungjowaban

- Surat Bukt Pengeluaran / BKP

- Nota / Kwitansi dari Pihak ketiga / Bukti Pembelian !

- Surat Perintah Kerja / Surat Perjanjian J°

- Bernta Acara darnt Pejabat Penernima / Panitia Penerima

- Pajak

Belanja Pemeliharaan Jembatan
- Belanja yang dinlokasikan untuk kegiotan pemeliharaan
jembatan.
Dokumen Pertanggungjawabarn :
- Surat Bukti Pengeluaran / BKFP
- Nota / Kwitansi dart Pihak ketiga / Bukti Pembelian )1
- Surat Perintah Kerja / Surat Perjanjian
- Berita Acara dari Fejabat Penerima / Panitia Penerima
Pajak / Bukti pembayaran pdfak

DBelanja Pemeliharaan Gedung Kantor
- Belanja yang dialokasikan untuk kegiatan pemeltharaan
gedung kantor.
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5.2.2.20.04,

5.2.2.20.05.

5.2.2.20.06.

5.2.2.20.07,

5.2.2.20.08.

Dokumen Perfanggungjawaban :
- Surat Bukii Pengeluaran / BKP
- Nota / Kwitanst dart Pihak ketiga / Bukti Pembelian )
- Surat Perintah Kerja / Surat Perjuryian F
- Berita Acara dari Pejabat Penerima / Panitin Penerima
- Pajak / Bukti pemmbayaran pajak

Belanja Pemeliharaan Rumah Thnas
- Belanja yang dialokastkan untuk kegiatan pemebharaan
rumah dinas.
Dokumen Pertanggungjawaban |
Surat Buktl Pengeluaran / BKP
- Nota / Kwitansi darf Pihak ketiga / Bukti Permbelian !
- Surat Perintah Kerja / Surat Perjanjian J°
- Berita Acara dari Pejabat Penerima / Panitia Penerima
- Pajak / Bukti pembayaran pajak

Belanja Pemeliharaan Rumah Jabatan
- Belanja yang dialokasikan untuk kegintan pemeliharaan
rumah jabatar.
Dokumen Pertanggungjawaban .
- Surat Bukti Pengehuaran / BEP
- Nota / Kuwitansi dari Pihak ketiga / Buldi Pembelian )
- Surat Perintah Kerja / Surat Perfanjion J
- Berita Acara dart Fejabat Penerima / Panitia Penerima
- Pajak / Bukti pembayaran pajak

DBelanja Pemeliharaan Instalasi Listrik
- Belanju yang diclvkasikan untuk kegiatan pemeliharaan
instalosi Hstrik.
Dokumen Pertanggungjawaban :
- Burat Bukti Pengeluaran / BKFP
- Nota / Kwitansi dart Pihak ketiga / Bukti Pembelian |!
- Surat Perintah Kerja / Surat Perjanjian /*
- Benta Acara dari Pejabat Penerima / Panitia Penerirna
- Pajak / Bukti pembayaran pajak

Belanja Pemeliharaan Instalasi Telepon
- Belanja yang dialokastkan untuk hegiatan pemelitharaan
instalasi telepon.
Dokumen Pertanggungjawaban ;
-  Surat Bukti Pengeluagran / BKP
- Nota / Kuntansi dari Pihak ketiga / Bukti Pembelian )/
- Surat Perintah Kerja / Surat Perjanjian J?
- Berita Acara dari Pejabat Penernima / Panitia Penerima
- Pajak / Bukti pembayaran pajak

Belanja Pemeliharasn instalasi Air
- Belanja yang dialokasikan untuk kegiatan pemeliharaan
insrtalasi air.
Dokumen Pertanggurgjaleabarn |
- Surat Bukti Pengeluaran / BKFP
- Nota / KEwitansi dart Pihak ketiga / Bukti Pembelian !
- Surat Perintah Kerja / Surat Perjanfian
- Berita Acara dari Pejabat Penerima / Panitia Penerima
- Pajuk / Bukli pernbayarun pajak

Rekening belanjo dan dokumen pertonggungiowakarn 26



5.2.2.20.09,

5.2.2.20.10.

5.2.2.20.12,

5.2.2.20.13.

5.2.2.20.14,

5.2.2.20,15.

Belanja Pemeliharaan Taman
- Belanja yang dialokasikan untuk kegiatan pemeliharaan
farnar.
Dokumen Pertanggungfaiwraban .
Surat Bukti Pengeluaran / BKP
- Nota / Kuitansi dari Pihak ketiga / Bukti Pembelian }!
- Surat Perintah Kerja / Surat Perjanjian F
- Bernta Acara dari Pejabat Penerima / Panitia Penerima
- Pagjak / Bukti pembayaran pajak

Belanja Pemelibaraan Perlengkapan Kantor
-  Belonja yang dialokasikan uniuk Kegiatan pemelihoracn
‘periengkapan kantor.
Dokumen Pertanggungjawaban !
Surat Bukti Pengeluaran / BKP
- Nota / Kuntansi dari Pihak ketiga / Bukti Pembelian }!
- Surat Perintah Kerfa / Surat Perjanjian F
- Berita Acara dart Pejabat Penerima / Panitia Penerima
- Pajak / Bukti pembayaran pajak

Belanja Pemeliharaan Jaringan Irigasi
-  Belanja yang dialokasikan untuk kegiatan pemebharacn
Jaringan irigast.
Dokarnen Pertanggungjaiaban |
- Surat Bukti Pengeluaran / BEP
- Nota / Kuntanst dari Pihak ketiga / Bukti Pembelian }!
- Surat Perintah Kerja / Surat Perjanjian P
- Berita Acara dart Pejabat Penerima / Panitia Penerima
- Pgjak / Bukti pemhbayaran pajak

Belanja Pemeliharaan Alat-alat Bengkel
Belanja yang dialokasikan untuk Kegiatan pemeliharaan
alat-alat bengkel
Dokumen Pertanggungjawabarn |
- Surat Bukti Pengeluaran / BKP
- Nota / Kuitansi dari Pihak ketiga / Bukli Pembelian Ji
- Surat Periniagh Kerja / Surat Perjanjian F
- Bernta Acara dan Pegjabat Penenima / Panitia Penerima
- Pajak / Bukti pembayaran pajak

Belanja Pemeliharaan Alat-alat Pertanian
- Belanja yang dialokasikan untuk kegiatan pemeliharacn
tilat-alat pertantan.
Dokumen Pertanggungjaiaban
- Surat Bukti Pengeluaran / BKFP
- Nota / Kuntanst dari Pihak ketiga / Bukti Pembelian )!
- Surat Perintah Kerja / Surat Perjanjian
- Berita Acara dari Pejabat Penerima / Panitia Penerima
- Pajak / Bukti pembayaran pajak

Helanja Pemeliharaan Peralatan Rumah Tangga
-  Belanja yang dialokasikan uniuk Kegiatan pemeliharacn
peralatan rumah tangga.
Dokumen Pertanggungjawaban |
- Burat Bukt Pengeluaran / BKF
- Nota / Kuntansi dari Fihak ketiga / Bukti Pembelian J!
- Sural Perintah Kerfa / Surot Perjanjian P
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5.2.2.20.16.

5.2.2.20.17,

5.2.2.20.18.

5.2.2.20.19,

5.2.2.20.20.

5.2.2.20.21.

A%

-

- Berita Acara dari Pejabat Penerima / Panitia Penerima
- Pajak / Bukti permbayaran pajak

Belanja Pemeliharaan Alat-alat Laboratorium
- Belanja yang dialokastkan untuk kegiatan pemelfharaan
alat-alat loboraforium
Dafumen Pertanggungjawaban !
- Surat Bukti Pengeluaran / BKP
- Nota / Kuitansi dart Pihak ketiga / Bukti Pembelian }!
- Surat Perintah Kerja / Surat Perjanjian
- Berita Acara dari Pejabat Penerima / Panitia Penerirma
- Pajak / Bukti pembayaran pajak

Belanja Pemeliharaan Bangunan Sejarah
Belanja yang dialokasikan untuk kegiatan pemeliharaan
bangunan sejarah.
Dokumen Perfanggungjawaban |
- Surat Bukil Pengeluaran / BEFP
- Nata / Kwitansi dari Pihak ketiga / Bukti Pembelian Ji
- Surat Perintah Kerja / Sural Perjanfian F
- Berta Acara dari Pejabat Penerima / Panitia Penerima
- Pajak / Bukti pembayaran pajalk

Belanja Pemeliharaan Bangunan Rumah Sakit

- Belanja yang diglokasikon untuk kegiatan pemeliharaon

bangunan rumah sakit.
Dokumen Pertanggungjaweaban .

- Surat Bukti Pengeluaran / BKP

- Nota / Kwitansi dari Pihak ketiga / Bukti Pembelian !

- Surat Perintah Kerja / Surat Perjanjian
Berita Acara dari Pejabat Penerima / Panitia Penterima

- Pajak / Bukti permmbayaran pajak

Belanja Pemeliharaan Meubelair
- Belanja yang dialokasikan untuk kegiatan pemeliharaan
meubelair.
Dokumen Pertanggungfawaban .
Surat Bukti Pengeluaran / BKP
- Nota / KEwitansi dari Pihak ketiga / Bukti Pembelian J!
- Surat Perintah Kerja / Surat Perjanjian F
- Berita Acara dari Pejabat Penerima / Panitia Penerima
- Pajak / Bukti permnbayaran pajak

RBelanja Pemeliharaan Peralatan Kantor
- Belanja yang dialokasikan untuk kegiatan pemehharaan
peralatan karntor.
Dokumen Pertanggungjawaban .
- Surat Bukti Pengeluaran / BEP
- Nota / Kwitansi dari Pihok ketiga / Bukti Pembelian J
- Surat Perintah Kerja / Surat Perjanjian F
-  Berita Acara dari Pejaobat Penerima / Pamitia Penerima
- Pdjak / Bukti pembayaran pajak

Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Eumah Jabatan
-  Belanja yang dialokasikan untuk kegiatan pemeltharaan
perlengkapan rumah jabatan.
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§.9:2.20.22,

5.2.2.20.23.

2.2.2.20.24,

5.2.2.20.25,

2.2.2.20.26,

OFD, E8ee |

L1 >

—— :

Dokumen Pertanggungjowraban. |
- Surat Bukti Pengeluaran / BKP
- Nota / Kwitanst dari Pihak ketiga / Bukti Pembelian )
- Surat Perintah Kerja / Surat Perjanjian F
- Berita Acara dari Pejabat Penerima / Panitia Penerima
- Pajak / Bukti pembayaran pajak

Belanja Pemeliharaan Peralatan Humah Jabatan
-  Belanja yang dialokasikan untuk kegiatan pemeliharaan
peralatan rumah fabatan.
Dokurmnen Pertanggrrngjuiweabart ;
-  Surat Bukti Pengeluaran / BEF
- Nota / Kuntansi dan Pihak ketiga / Bukt Pembelhan )!
- Surat Perintah Kerja / Surat Perjanjign F
- Berita Acara dart Pejabat Penienima / Panitia Penerima
- Pajak / Bukti pembayaran pajak

Belanja Pemeliharaan Peralatan Rumah Sakit
-  Belanja yang dialokasikan untuk kegiatan pemeliharaar
peralatan rumean sakit.
LDokumen Pertanggungjawaban ;
- Surat Bukti Pengehiaran / BKP
- Nota / Kwitanst dari Pihak ketiga / Bukti Pembelian )!
- Surat Perintah Kerja / Surat Perjanfian F
- Berita Acara dari Pejabat Fenerima / Panitia Penerima
- Pajak / Bukli pernbayaran pojak

Belanja Pemeliharaan Jaringan/Instalasi Internet/Website
-  Belanja yang dialokasikan untuk kegiatan pemeliharaqn
Jaringan/instalasi internet/ website.
Dokumen Pertanggungjarsaban
- Surat Bukti Pengeluaran / BKFP
- Nota / Kuitanst dart Pihak ketiga / Bukti Pembelian J'
- Surat Perintah Kerja / Surat Perjarnjian f°
- DBertta Acara dart Pejabat Penerima / Panitia Penerima
- Pajak / Bukli pernbayararn pajak

Belanja Pemeliharaan Bangunan Tradisional
-  Belanja yang dialokasikan untuk kegiatan pemeliharaan
bangunan fradisional.
Dolumen Pertanggungjawaban :
Surat Bukti Pengeluaran / BKFP
- Nota / Kwitansi dari Pihak ketiga / Bukti Pembelian )
- Surat Perintah Kerja / Surat Perjanjian J?
- Bernta Acara dari Pejabat Penerima / Panitia Penerima
- Pajak / Bukfi pemmbayaran pajak

Belanja Pemeliharaan Fasilitas Umum
- Belanjo yang dialokosthon uniuk kegiotan pemeliharaan
Jasilitas umum.
Dokumen Pertanggungjairaban :
Surat Bukti Pengehuararn / BKFP
Nota / Kwitansi dari Pihak ketiga / Bukti Pembelian |
- Surat Perintah Kerja / Surat Perjanjian f
- Berita Acara dari Pejabat Penerima / Panitia Penenma
- Pajak / Bukti pembayaran pafak
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5.2.2.20.27,
5.2.2.20.28.
2.2,2.20.29,

5.2.2.21.
5.2.2.21.01.

5.2.2.21.02.

5.2.2.21.03,

Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan
Belanja yang dialokastikan untuk kegiatan pemneliharaan
clat-alat kesehatarw
Dokurmnen Pertunggungjawabarn |
- Surat Bukti Pengeluaran / BKF
- Nota / Kuntanst dart Pihak kefign / Bukfi Pembelian )
Surat Perintah Kerja / Surat Perjarngian F
Berita Acara dari Pejabat Penerima / Panittia Penenima
- Pajak / Bukti pembayaran pajak

Belanja Pemerliharaan Label Kepemilikan Tanah
- PBiaya yang digunakan untuk pemelharaan [abel
kepemilikan tanah {ganil plang, stiker, cat, dll)
Dokumen pertanggungjotaban
-  Surat Bukti Pengeluaran / BKP
- Nota / Kwitansi dari Pihak ketiga / Bukti Pembelian }!
- Surat Perintah Kerja / Surat Perjanjian F
- Berita Acara dari Pejabat Penerima / Fanitia Penerima
- Pajak / Bukli pembayaran pajak

Belanja Pemeliharaan dan Relokasi Baliho
- Biaya yang digunakan untuk pemeliharaan dan relokasi
baliho
Dokumen pertanggungjouraban
- Surat Bukti Pengeluaran / BKP
- Nota / Kuntansi dari Pihak Retiga / Bukti Pembelian J!
- Surat Perintah Kerja / Surat Perjanjian P
- Berifa Acara dari Pejabat Penerima / Panitia Penerima
- Pajak / Bukli pembayaran pajok

Belanja Jasa Konsultansi/Pihak Ketiga
Belanja Jasa Konsultasi Penelitian
- Pembayaran kepada pihak ketiga untuk keperluan jasa
konsultan penelitian
Diokumen Pertanggungjawaban .
- Surat Bukti Pengeluaran / BKF
-  HKuntansi darn Pihak Ketiga
- SPK
Pajak / Bukti pembayaran pajak

Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan
-  Pembayaran kepoda pihok ketigo wuntuk keperluon juasa
konsultan perencanaan
Dokumen Pertanggungjarwwaban :
Surat Bukti Pengeluaran / BKP
Kwitansi dari Pihak Ketiga
SPK
Pajak / Bukti permbayarar. pajak

Belanja Jasa Konsullasi pengawasan
- Pembayaran kepada pihak ketigo untuk keperluon jasa
konsultan pengawasar
Dolaumen Pertanggungjaiwaban :
- Surat Bukti Pengeluaran / BKP
- Kwitansi dari Pihak Ketiga
- SPK
- Pamak / Bukti pembayaran pajak
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5.2.2.21.04,

5.2.2.21.05.

5.2.2.21.06.

5.2.2.21.07.

5.2,2.21.08

3.2.2.23.

5.2,2.23.01,

5.2.2.23.02,

Belanja JJasa Konsultansi software
Pembayaran kepada pthak ketiga untuk keperfuan jasa
konsultan softweare

Dokumen Pertanggungjatsaban :

Surat Bukti Pengeluaran / BKP

Kwitansi dari Pihak Ketiga

- EBPK

Pajalk / Bukti pembayaran pajak;

Belanja Jasa Konsultansi pendampingan
- Pembayaran kepada pihak ketiga untuk keperluan jasn
konsultan pendampingan
Dokumen Pertanggungjarwaban !
- Surat Bukti Pengeluaran / BEP
- Kwitansi dari Pihak Ketiga
- SPK
- Pajak / Bukti pembayaran pajak

Belanja Jasa Konsultansi Lembaga Penilai
- Pembayaran kepada pihak ketiga untuk keperiuan jasa
fonsultan lembaga perilai
Dokumen Pertanggungjawaban |
- Sural Bukli Pengeluaran / BEFP
- Kwitansi dari Pihak Ketiga
- SPK
- Pajak / Bukti pembayaran pajak

Belanja Jasa Event Organizer
- Cukup jelas
Belanja LS

Belanja Jasa Cleaning Service
- Cukup jelas
Belanja L5

Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat /
Pihak Ketiga
Belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat
-  Belanja hibah berupa barang yang akan diserahkan
kepada masyarakat seperti : hibah gedung, tanah,
kendaraan, peralatan dil
- Belanja hadiah berupa barang kepada masyarakat
Dokumen Pertanggungjawaban :
- Surat Bukti Pengeluaran / BKP
- Nota Perjanjian Hibah Daerah
- 8K Bupati
- Pembangunan / pembelan / pengadaan barang dan
Jasanya sesuai pertanggungioieaban barang dan josa
- Pajak ; Bukti pembayaran pajak
- Berita acara serah terima barang

Belanja barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga
- Belanja hibah berupa barang wyang akan diserahkan
kepada pihak ketiga seperti | hibah gedung, tanah,
kendaraan, peralatan dil
- Belanja hadiah berupa barang Kepada masyarakat
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5.2.2.24,

2.2.2.24.01,

5.2.2.24.02.

5.2.2.25.

5.2.2.25.01.

5.2.2.25.02,

5.2.2.26.

2.2.2.26.01,

m e = T———
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Dokumen Pertanggungjawaban !
- Surat Bukti Pengeluaran / BKP
- Nota Perjanjian Hibah Daerah
- 8K Bupati
- Pajak / Bukti pembayaran pajak
- Berita acara serah terima barang

Belanja Barang yg Akan Dijual Epd Masyarakat/Pihak Ketiga
Belanja barang vang akan dijual kepada masyarakat
Belanja berupa barang yang akan diual kepada
masyarakel
Dokumen Perfanggungjawabar :
- Surat Bukii Pengeluaran / BKF

- Nota Penjualdn
SK

- Berta acara serah terima barang

Belanja barang vang akan dijual kepada pihak ketiga
- Belanja berupa barang yang akan dijual kepada pihak
ketiga
Dokumen Pertanggungjawaban ;
- Surat Dukii Pengeluaran / BRKP
- Nota Penjualan
- 8K
- Berita acora serah terimea barang

Uang untuk diberikan Kepada Pihak Ketiga / Masyarakat
Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga

-  Hadiah berupa wang yang diberikan kepada pihak ketiga

dalam rangka perlombaan

Dokumen Pertanggurgjairaban

- Surat Bukti Pengeluaran / BKFP

- 8K besaran nominal hadiah

- 8K penetapan pemenang

- Daftar Tanda Terirma

- S8%3P PPh Pasual 21

Uang untuk diberikan kepada masyarakat
- Hadiah berupa uang yang diberikan kepada masyarakat
dalam rangka perlombaan
Dokumen Pertanggungjawaban !
Surat Bukti Pengeluigran / EKP
- 8K besaran nominal hadiah
- 8K penetapan pemenang
- Daftar Tanda Terima
S8P PPh Pasal 21

Belanja Barang dan Jasa BLUD
Belanja Barang dan Jasa BLUD
- Pembelian barang dan jasa BLUD
Dokumen Perfanggungjowaban :
- Surat Bukti Pengeluaran / BKF
- Nota / Kuitansi dart Pthak ketiga / Bukti Pembelian )/
- Surat Perintah Kerja / Surat Perfanfian B
- Berita Acarg dari Pejabat Penerima / Panitia Penerima
Pujak / Bukti permbayardn pajak
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5.2.2.27,

Belanja Barang dan Jasa Biaya Penyelenggaraan Pendidikan

5.2.2.27.01, Belanja Barang dan Jasa Biava Penyelenggaraan Pendidikan
-  Pembeliann barang dan josa biaya penyelenggaraan
pendidikan
Dokumen Pertanggungjawaban !
- Surar Bukti Pengeluaran / BKF
- Nota / Kuntansi dan Pihak kKetiga / Buktfi Pembelian )
- Surat Perintah Kerja / Surat Perjanjian
- Berita Acara dari Pejabat Penerima / Panitia Penertma
- Pajak / Bukt pembayaran pajak
5.2.2.98. Honorarium Tenaga Ahli/Instraktur/Narasumber
5.2.2.28.01 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.
5.2.2.28.01. Honorarium Tenaga Ahli/ Insirukiur/ Narasumber
-  Pembayaran honerarium kepada pihak ketiga alaos suatu
pekerjoan (profest perorangan) yang mempunyai keahlian
tertentu/ pengalaman dalam ilmu/ bidang tertentu
- Honor narasumber (perorangarny)
- Honor instruktur {perorangar)
Dokumen Pertanggungjawaban :
- 8K/ Surat Permintaan dan SPT Narasumber / Tenaga Ahli
/ Instruktur
- Surat Bukti Pengeluaran / BKP
- Daftar Tanda Terima Honorarium
- Dafiar Hadir (SK berdasarkan OH)
- Pajak / Bukti Pembayaran Pajak
3.2,2.28.02, Moderutor
-  Honor yang diberikan kepada seseorang yang bertugas
untuk memoderasi dan mengawasi jalannya laiulintas
posting di forum yang mernjadi tanggung jawabrnya dengan
tuuan utamanya adalah agar forum dapat berjalan
dengan balk dan benar sesuai dengan topiknya serta
berlangsunyg secara kondustf
Dokumen Pertanggungjawaban :
- &K
- Burat Bukii Pengeluaran / BKP
- Ddftar Tanda Terima Honorarum
- Daftar IHadir {SK berdasarkan OH)
- Pajok / Bukti Pembayaran Pajak
5.2:3, Belanja Modal
5.2.3.01. Belanja Modal Pengadaan Tanah
5.2.3.01.01. Belanja Modal Pengadaan tanah kantor
5.2.3.01.02. Belanja Modal Pengadaan tanah sarana kesehatan rumah sakit
09.2.3.01.03. Belanja Modal Pengadaan tanah sarana keschatan puskesmas
5.2.3.01.04. Relanja Modal Pengadaan tanah sarana kesehatan poliklinik
5.2.3.01.05. Helanja Modal Pengadaan tanah sarana pendidikan taman
kanak-kanak
5.2.3.01.06. Belanja Modal Pengadaan lanah sarana pendidiken sekolah
dasar
5.2.3.01.07. Belanja Modal Pengadaan tanah sarana pendidikan menengah
umum tlan kejuruan
2.2.3.01.08. Belangja Moxdal Pengadasn lanah sarana pendidiksan menengah
= lanjutan dan kejuruan
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5.2.2.01.049,

5.2.3.01.10.

5.2.3.01.11,
5.2.3.01.12.
5.2.3.01.13.
5.2.3.01.14.
5.2.3.01.15.

5.2.3.01. 16,
5.2.3.01.17,

2.2.3.01.18,
2.2.3.01.19,

5.2.3.01.20.
5.2.3.01.21.

5.2.3.01.22,
5.2.3.01.23,
5.2.3.01.24.
5.2.3.01.25.
5.2.3.01.26,
5.2.3.01.27,
5.2.3.01.28,
5.2.3.01.29,
5.2.3.01.30,

2.2.3.01.31
5.2,3.01.32,
5.2.3.01.33.

5.2.3.01.34.
5.2.3.01.35.
5.2.3.01.36.
5.2.3.01.37,
5.2.3.01.38.
5.2.3.01.39.
5.2.3.01.40.
5.2.3.01.41.
D.2.3.01.42.
5.2.3.01.43.
5.2.3.01.44,
5.2.3.01.45.
5.2.3.01.46.
5.2.3.01.47.

5.2.3.01.48.
5.2.3.01.49.
5.2.3.01.50,
5.2.3.01.51.
5.2.3.01.52.
5.2.3.01.53.
5.2.3.01.54.
5.2.3.01.55.

Belanja Modal Pengadaan tanah sarana pendidikan luar
biasa/khusus

Belanja Modal Pengadaan (anah sarana pendidikan pelatihan
dan kursus

Belanja Modal Pengadaan tanah sarana sosial panti asuhan
Helanja Modal Pengadaan tanah sarana sosial pant jompo
Belanja Modal Pengadaan tanah sarana umum terminal

Belanja Modal Pengadaan tanah sarana umum dermaga

Belanja Modal Pengadaan tanah sarana umum  lapangan
terbang perintis

Belanja Modal Pengadaan tanah sarana umum rumah potong
hewan

Belanja Modal Pengadasan tanah sarana umum  tempat
pelelangan ikan

Belanja Modal Pengadaan tanah sarana umum pasar

Belanja Modal Pengadaan tanah sarana umum tempat
pembuangan akhir sampah

Relanja Modal Pengadaan tanah sarana umiim taman

Belanja Modal Pengadaan tanah sarana umum pusat hiburan
rakyat

Belanja Modal Pengadaan tanah sarana umum ibadah

Belanja Modal Pengadaan tanah sarana stadion olahraga
Belanja Modal Pengadaan tanah perumahan

Belanjas Maodal Pengadaan tanah pertanian

Belanja Modal Pengadaan tanah perkebunan

Belanja Modal Pengadaan tanah perikanan

Belanja Modal Pengadaan tanah peternakan

Belanja Modal Pengadaan tanah perkampungan

Belanja Modal Pengadaan tanah  pergudangan/{empat
penimbunan material hahan hakn

Belanja Modal Pengadaan Tanah Drainase

Belanja Modal Pengadaan tanah sarana umum jalan

Belanja Modal Pengadaan tanah perhotelan fwisma /losmen [
cottage

Belanja Modal Pengadaan tanah pemakaman

Belanja Modal Pengadaan tanah pusat perdagangan

Belanja Modal Pengadaan tanah untuk kawasan industri
Belanja Modal Pengadasan tanah asrama

Belanja Modal Pengadaan tanah untuk sarana umum lainnya
Belanja Modal Penghijauan/reboisasi/pemagaran hutan kota
Belanja Modal Pengadaan tanah waduk/bendungan / bozem
Pengadaan Tanah Yavasan Pendidikan

Belanja Modal Pengadaan tanah Emplasmen

Belanja Modal Pengadaan Tanah Kuburan

Belanja Modal Pengadaan Tanah Sawah Satu Tahun Ditanari
Belanja Modal Pengadaan Tanah Tegalan

Delanja Modal Pengadaan Tanah Ladang

Belanja Modal Pengadaan Bidang Tanah vang Tidak ada
Jaringan Pengairan

Belanja Modal Pengadaan Tumbuh Liar Bercampur Jenis La'in
Belanja Modal Pengadaan Hutan Lebat

Belanja Modal Pengadaan Hutan Belukar

Belanja Modal Pengadaan Hutan Tanaman Jenis

Belanja Modal Pengadaan Hutan Alam Sejenis/Hutan Rawa
Belanja Modal Pengadaan Hutan untuk Pengpunsaan Khusus
Belanja Modal Pengadaan Tambak

Belanja Modal Pengadasn Kolam Air Tawar
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5.2.3.01.56. Belanja Modal Pengadaan Tanah Rawa
9.2.3.01.57. Belanja Modal Pengadaan Tanah Danau
5.2.3.01.58, Belanja Modal Pengadaan Tanah Tandus
2.2.3.01.59. Belanja Modal Pengadaan Tanah Rusak
5.2.3.01.60. Belanja Modal Pengadaan Tanah Alang-alang
9.2.3.01.61. Belanja Modal Pengadaan Tanah Padang Rumput
5.2.3.01.62. Belanja Modal Pengadaan Tanah Bangunan Perumahan /[
Gedung Tempat Tingsal
5.2.3,.01.63. Belanja Modal Pengadaan Tanah untuk Bangunan Godung
Perdagangan/TPerusahaan
5.2.3.01.64, Belanja Modal Pengadaan Tanah untuk Bangunan Industn
5.2.3.01.63. Belanja Modal Pengadaan Tanah untuk Bangunan Tempat
Kerja/.Jasa
5.2,3.01.66. Belanja Modal Pengadaan Tanah Kosong
5.2.3.01.67. Belanja Modal Pengadaan Tanah Bangunan Pengairan
5.2.3.01.68, Belanja Modal Pengadaan Tanah Bangunan Jalan dan
Jembatan
53.2.3.01.69. Belanga Modal Pengadaan Tanah Lembiran/Bantaran/Lepe-
lepe/Setren dll
5.2.3.01.70. Belanja Modal Pengadaan Tanah Lapangan Olah Raga
5.2.3.01.71. Belanja Modal Pengadaan Tanah Lapangan Parkir
5.2.3.01.72, Belanja Modal Pengadaan Tanah Lapangan Penmimbun Darang
5.2.3.01.73. Belanja Modal Pengadaan Tanah lapangan Pemancar dan Studio
Alam
0.2.3.01.74. Belanja Modal Pengadsan Tanah Lapangan Pengujian [
Pengolahan
5.2.3.01.75. Belanja Modal Pengadaan Tanah untuk Bangunan Air
5.2.3.01.76, Belanja Modal Pengadasn Tanah untuk Bangunan Instalasi
8.2.3.01.77. Belanja Modal Pengadaan Tanah untuk Bangunan Jaringan
5.2.3.01.78. Belanja Modal Pengadaan Tanah untuk Bangunan Bersejarah
Untuk pengadaan tanah dokumen pertanggungjowaban sebagai
berkut ;
Surat Buktt Pengeluaran / BKP
- Kuwitansi
-  Benta acara ganti rugi
- Surat pelepasan hak
- Sertifikat / Sporadik / Dokumen lain yang menyatakan
kepemilikan tanah
- Benta acara musyawarah
- Pajak
5.2.3.02. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat
5.2.3.02.01. Belanja Modal Pengadaan traklor
5.2.3.02.02. Belanja Modal Pengadaan buldozer
5.,2.3.02.03. Belanja Modal Pengadaan stoom wals
5.2.3.02.04, Belanja Modal Pengadaan eskavator
5.2.3.02.05. Belanja Modal Pengadaan crane
5.2.3.02.06. Belanja Modal Penpgadasan kendaraan penyvapu jalan
5.2.3.02.07. Belanja Modal Penpadaan mesin pengolah semen
3.2.3.02.08 Belanja Modal Pengadaan mesin pengolah air bersih [regervoir
OSIMOsis)
5.2.3.02.09, Belanja Modal Pengadaan Shine Saw
o.2.3.02,10. Bclanja Modal Pengadaan Dongkrak Hidrolik
5.2.3.02.11, Belanja Modal Pengadaan Mesm Pengolah Sampah
5.2.3.02.12; Belanja Modal Pengadaan Mesin Pencacah Plastik
5.2.3.02.13. Belanja Modal Pengadaan mesin pompa air
/. o |

Rekening belanjo don dokumen pertanggungiowaban a5



5.2.3.02.14,
5.2.3.02.15.
2.2,3.02, 16,
5.2.3.02.17.
5.2.3.02.18.
5.2.3.02.19.
5.2.3.02.20.
5.2.3.02.21.
5.2,3.02.22,
5.2.3.02.23.
9.2.3.02.24.
5.2.3.02.25.
5.2.3.02:26.
5.2.3.02.27.
5.2.3.02.28.
3.2.3.02,20,
5.2.3.02.30.
5.2.3.02.31.
5:2.3.02.33.
5.2.3.02.33.
5.2.3.02.34,
5.2.3.02.35.
5.2.3.02.36.
5.2.3.02.37.
5.2.3.02.35.

5:2.3.03.

2.2.3.03.01.

5.2,3.03,02,

2,2.3.03.03,
5.2.3.03.04.

5.2.3.03.05.

5.2.3.03.06,

3.2.3.03.07.

5.2.3.03.08.

2.2.3.03.04,

2.2.3.03,10,

2.2.3.03.11.

Belanja Modal pengadaan incinerator

Belanja Modal Pengadaan Mobil Daur Ulang Aspal
Belanja Modal Pengadaan Loader
Belanja Modal Pengadaan Grader
Belanja Modal Pengadaan Pile Driver
Belanja Modal Pengadsan IHauler
Belanja Modal Pengadaan Asphal Equipment
Belanja Modal Pengadaan Compacting Equipment
Belanja Modal Pengadaan Aggregate & Concrete Equipment
Belanja Modal Pengadaan Alat Pengangkat
Belanja Modal Pengadaan Mesin Proses
Belanja Modal Pengadaan Dredger
Belanja Modal Pengadaan Floating Excavator
Belanja Modal Pengadaan Amphibi Dredger
Belanja Modal Pengadaan Kapal Tarik

Belanja Maodal Pengadaan Mesin Proses Apung
Belanja Modal Pengadaan Alat Penarik
Belanja Modal Pengadaan Feeder
Helanja Modal Pengadaan Compressor
Belanja Modal Pengadaan Electric Generating Set
Belanja Modal Pengadaan Pompa
Belanja Modal Pengadaan Mesin Bor

Belanja Modal Pengadaan Unit Pemeliharaan Lapangan

Belanja Modal Pengadasn Alat Pengolahan Air Kotor
Belanja Modal Pengadaan Pembangkit Uap Air Panas / Sistem

Generator

Untuk pengadaan alat berat dokumen pertanggungjawaban

5 ai berikut :

Sural Bukii Ferngeluaran / BKP

- Nota / Ewitanst dari Pihak ketiga / Bukti Pembelian )1
- Surat Perintah Kerja / Surat Perjanjian
- Berita Acara dari Pejabal Penenima / Panitia Penerima

Pajak / Bukti pembayaran pajak

Belanja Modal Pengrdaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor
Belanja Modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor

sedan

Belanja Modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor

jeep

Belanja Modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor
Belanja Modal Pengadaan alat-alal angkutan darat

bus

Relanja Modal Pengadaan
micrp bus

Belanja Modal Pengadaan
truck

Belanja Modal Pengadaan
tangki (air, minvak, tinja)
Belanja Modal Pengadaan
boks

Belanja Modal Pengadaan
pick up

Belanja Modal Pengadaan
ambulans

Belanja Modal Pengadaan
pemadam kebakaran

Rekening belonjo dan dekurmen pertanggundgiowaban
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5.2.3.03.12,

2.2.3.03.13.

5.2.3.03.14.

5.2.3.03.15,

3.2.3.03.16.

5.2.3.04,

5.2.3.04.01.
2.2.3.04.02,

5.2.3.04.03.
5.2.3.04.04.
5.2.3.04.05.

5.2.3.05.

5.2.3.05.01.
5.2.3.05.02.
9.2.3.05.03,
5.2.3.05.04.
9.2.3.05.05.
5.2.3.05.06.
5.2.3.05.07,
5.2.3.05.08.
-2.3.05.08.

2.3.05.10.

5
3.

Belanja Modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotfor
sepeda molor

Belanja Modal Pengadaan alat-alat angkutan daral bermolor
lift / elevator

Belanja Modal Pengadaan alat-alal angkutan daral bermotor
tangga berjalan

Belanja Modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor
kompektor

Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Ambulance

Untuk pengadaan alat-alat angkutaon darat bermotor dokumer
pFﬂﬂﬂrgung;awahan sebagai berifcut :
Surat Bukti Pengeluaran / BKFP
- Nota / Ruwitansi dan Pthak ketiga / Bukti Pembelian !
- Surat Perintah Kerja / Surat Perjanjian f
- Bernta Acara dart Pejabat Penerima / Panitia Penerima
- Pajak / Bukti pernbayaran pajak

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak
Bermotor

Belanja Modal Pengadaan gerobak

Belanjs Modal Pengadaan pedali/ delman/ dokar/ bendif
cidoma/andong

Belanja Modal Pengadaan becak

Belanja Modal Pengadaan sepeda

Belanja Modal Pengadaan caravan

Untuk pengadaon alat-alaf  angkuten  doarel  tidek  bermnolor
dokumen pertanggungjairaban sebagal berilout -

- Sural Bukli Pengeluaran / BRFP

- Nota / Kwitansi dari Pihak ketiga / Bukti Pembelian )/

- Swurat Perintah Kerja / Surat Perjanjian

- Benta Acara dan Pejabat Penerima / Panitia Penerima

- Pajak / Bukti pembayaran pajak

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Anghkutan di atas Air
Bermotor

Belanja Modal Pengadaan kapal motor

Belanja Modal Pengadaan kapal feri

Belanja Modal Pengadaan speed boat

Belanja Modal Pengadaan motor boat/motor tempel
Belanja Modal Pengadaan hydro foil

Belanja Modal Pengadaan jet foil

Belanja Modal Pengadaan kapal tug beat

Belanja Modal Pengadaan kapal tanker

Belanja Modal Pengadaan kapal kargo

Pengadaan Jet Sky

Untuk pengadaan alat-alat angkutan oi atas air bermolor
dokumen pertanggungjawraban sebagai berikut :
Surat Bukti Pengeluaran / BKD
- Nota / Kuitansi dari Pihak ketiga / Bukti Pernbelian !
- Surat Perintah Kerfa / Surat Perjanfian P
- Benta Acara dari Pejabat Penerima / Panitia Penernima
Pajak / Bukfi pembayaran pajak
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5.2.3.06,

3.2.3.06.01.
5.2.3.06.02.
5.2.3.06.03.
5.2.3.06.04.
5.2.3.06.05,
5.2.3.06.06.

5.2.3.07.

5.2.5.07.01.
5.2.3.07.02,
2.2.3.07.03.
5.2.3.07.04.
8.2.3.07.05.
2.2.3.07.06.
5.2.3.07.07.

2.2.3.08.

5.2.3.08.01.
5.2.3.08.02.
5.2.3.08.03.
5.2.3.08.04.
5.2.3.08.05,
5.2.3,08.00,
5.2.3.08.08.
5.2.3.08.09.
5.2.3.08.10.
2.2.3.08.11.
5.2.3.08.12.
5.2.3.08.13.

5.2.3.08.14.

5.2.3.08.15,
5.2.3.08.16.
5.2.3.08.17.
5.2.3.08.18.
5.2.3.08.19.
2.2.3.08.20.
5.2.3.08.21.

=

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Anglkutan di atas Air
Tidak Bermotor

Belanja Modal Pengadaan perahu layar

Belanja Modal Pengadaan perahu sampan

Belanja Modal Pengadaan perahu tongkang

Relanja Modal Pengadaan perahu karet

Belanja Modal Pengadaan perahu rakit

Belanja Modal Pengadaan perahu sekoci

Untuk pengadaan alat-alat anghutan di atas air tidak bermotor
dokumen pertanggungjawaban sebagai berikut :

- SBural Bulkti Pengeluaran / BKFP

- Neota / Kwitansi dari Pihak ketiga / Bukti Pembelian )

- Surat Perintah Kerja / Surat Perjanjian J*

- Berita Acara dari Pejabat Penerima / Panitia Penerima

- Pajak / Bukti pemmbayaran pajak

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Anghkutan Udara
Helanja Modal Pengadaan pesawat kargo

Belanja Modal Pengadaan pesawal penumpang
Belanja Modal Pengadaan pesawat helikopier

Belanja Modal pesawat pemadam kebakaran

Belanja Modal Pengadaan pesawat capung

Belanja Modal Pengadaan pesawat terbang ammpibi
Belanja Modal Pengadaan pesawat terbang layang

Untuk pengadaan alat-alat angkutan uwdara dokumen
pertanggungiawaban sebagai berfkut :

- Surat Bukti Pengeluaran / BKFP
Nota / Kwitansi dari Pihak ketiga / Bukti Pembelian )
Surat Perintah Kerja / Surat Perjanjian P
Berita Acara dari Pejabat Penerima / Panitia Penerima
Pajak / Bukii pembayaran pajak

i

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel

Belanja Modal Pengadaan mesin las

Helanja Modal Pengadaan mesin bubul

Belanja Modal Pengadaan mesin dongkrak

Belanja Medal Pengadaan mesin kompresor

Belanja Modal Pengadaan Masker

Belanja Modal Pengadaan Kampak

Belanja Modal Pengadaan DAP/Pembagi Air

Belanja Modal Pengadaan Selang

Belanja Modal Pengadaan Gerindra

Belanja Modal Pengadaan Steam

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel Otomotif
Belanja Modal Pengadaan Perkakas Konstruksi Logam
Terpasang pada Pondasi

Belamja Maodal Pengadaan Perkakas Konstruksi Logam yang
Berpindah

Belanja Modal Pengadaan Perkakas Bengkel Listrik
Belanja Modal Pengadaan Perkakas Bengkel Service
Belanja Modal Pengadaan Perkakas Pengangkat Bermesin
Belanja Modal Pengadaan Perkakas Dengkel Kayu
Belanja Modal Pengadaan Perkakas Bengkel Khusus
Belanja Modal Pengadasan Peralatan Las

Belanja Modal Pengadaan Perkakas Pabrik Es
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5.2.3.08,22,
5.2.3.08.23.
5.2.3.08.24,
5.2.3.08.25.
5.2.3.08.26.
5.2.3.08.27.
5.2.3.08.28,
5.2.3.08.29.
3.2.3.08.30,
2.2.3.08.31.
5.2.3.08.32.

2.2.53.08.33

2.2.3.09,

5.2.3.09.01.
5.2.3.09.02,
5.2.3.09.03.
5.2.3.09.04.
5.2.3.09.05.
5.2.3.09.06.
5.2.3.09.07.
5.2.3.09.08,
5.2.3.09.09,
5.2.3.09.10.
5.2.3.09.11.
5.2.3.09.12.
5.2.3.09.13.
5.2.3.09.14.

5.2.3.09.15.
5.2.3.09.16.
5.2.3.09.17.
5.2.3.009.18.
5.2,3.09.19.
5.2.3.09.20.
5.2.5.09.21.
5.2.3.00.22,
5.2.3.09.23.

Belanja Modal Pengadaan Perkakas Bengkel Konstruksi Logam
Belanja Modal Pengadaan Perkakas Bengkel Listrik

Belanja Modal Pengadaan Perkakas Bengkel Service
Belanja Modal Pengadaan Perkakas Pengangkat

Belanja Modal Pengadaan Perkakas Slandar (Siandart Tool)
Belanja Modal Pengadaan Perkakas Khusus (Special Tool)
Belanja Modal Pengadaan Perkakas Hengkel Kerja

Belanja Modal Pengadaan Peralatan Tukang-tukang Besi
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Tukang Kayu

Belanja Modal Pengadaan Peralatan Tukang Kulit

Belanja Modal Pengadaan Peralatan Ukur, Gip & Feling
Belanja Modal Pengadaan Inverter

Untuk pengadaan alat-alat bengke! dokumen pertanggung -
Jawabm sebagat berikut :
Surat Bukti Pengeluaran ;/ BKP
- Nota / Kwitansi dari Pihak ketiga / Bukti Pembelian }!
- Surat Perintah Kerja / Surat Perjanjian
-  Berita Acara dari Pejabat Penerima / Paniha Penerima
- Pajak / Bukti pembayaran pajak

Belanjn Modal Pengndaan Alat-alat Pengolahan Pertanian
dan Peternakan

Belanja Modal Pengadaan penggiling hasil pertanian

Belanja Modal Pengadaan alat pengering gabah

Belanja Modal Pengadaan mesin bajak

Belanja Modal Pengadaan alal penetas

Belanja Modal Pengadaan Alat Alat Pertanian

Relanja Modal Pengadaan alat alat perikanan

Belanja Modal Pengadaan Alat - alat Peternakan

Belanja Modal Pengadaan Mesin Samak Kulit

Belanja Modal Pengadaan Mesin Pengering Centrifugar

Belanja Modal Pengadaan Alat Pengolahan Perlanian Lainmya
Belanja Modal Pengadaan Mesin Potong Rumput

Belanja Modal Pengadaan Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman
Belanja Modal Pengadaan Alat Panen/Pengolahan

Belanja Modal Pengadaan Alat Penvimpanan Hasil Percobaan
Pertanian

Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Pertanian

Belanja Modal Pengadaan Alal Procesing

BEelanja Modal Pengadaan Alat Pasca Panen

Belanja Modal Pengadaan Alal Produksi Perikanan

Belanja Modal Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman

Bclanja Modal Pengadaan Alat Panen

Belanja Modal Pengadaan Alat Penyimpanan

Belanja Modal Pengadasan Alal Laboratorium

Belanja Modal Pengadasn Alat Penangkap Iean

Untuk pengadaan alat-alat pengolahan pertanian dan peternakan
dokumen perfanggungjawaban sebagal berikut

- Surat Bukt Pengeluaran / BKIP

- Nota / Kwitansi dari Pihak ketiga / Bukti Pembelian }!

- Surat Perintah Kerja / Surat Perjaryian F

- Berita Acarn dari Pejabat Penerima / Panitia Penerima

- Pajak / Bukii pembayararn pajak

Rekening belonjo dan dokurmen pertanggungjawaban a9



5.2.3.10.

5.2.3.10.01,
5.2.3.10.02,
5.2.3.10.03.
5.2.3.10.04.
5.2.3.10.05.
5.2.3.10.06,
5.2.3.10.07,
5.2.3.10.08.
5.2.3.10.09,
5.2.3.10.10.
5.2.3.10.11.

5.2.3.10.12

5.2.3.10.16.
2.2,3.10,17.
5.2.3.10.18,
5.2.3.10.19.
5.2.3.10.26.
5.2.3.10.27.
5.2.3.10.28.
5.2.3.10.28,
5.2.3.10.28,

5.2.3.11.

5.2.3.11.01.
5.2.3.11.02,
5.2.3.11.03.
5.2.3.11.04.
5.2.3.11.05.
0.2.3.11.06.
5.2.3.11.07.
2.2.3.11.08.
5.2.3.11.09,
5.2.3.11.10,
9.2.3.11.11,
5.24.3.11.12
T I
5.2.3.11.14
5.2.3.11.15.
52.3.11.16.
5.2.3.11. 17,
2.2.3.11.18.
3.2.3.11.19,
0.2.3.11.20.
H:2.3.11.21.
5,2.3.11.22,

Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor

Brlanja Modal Pengadaan mesin tik

Belanja Modal Pengadaan mesin hilung

Belanja Modal Pengadaan mesin stensil

Belanja Modal Pengadaan mesin Iolocopy

Belanja Modal Pengadaan mesin cetak

Helanja Modal Pengadaan mesin jilid

Belanja Modal Pengadasn mesin potong kertas

Belanja Modal Pengadaan mesin penghancur kertas
Belanja Modal Pengadaan papan tulis clcktronik
Belanja Maodal Pengadaan papan visual elektromik
Belanja Modal Pengadaan tabung pemadam kebakaran
Belanja Modal Pengadaan Genset

HBelanja Pengadaan Peralatan SAR

Belanja Modal Pengadaan AC

Belanja Modal Pengadaan Proyvektor dan Perlengkapannya
Belanja Modal Pengadaan OTIP dan perlengkapannva
Belanja Modal Pengadaan Alat Reproduksi (Pengganda)
Belanjs Modal Pengadaan Mesin Laminating

Belanja Modal Pengadaan Mesin Pemindai Sidik Jari
Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin

Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kafe

Untuk pengadaar peralatan kantor dokurmen
pertanggungjatwaban sebagai berikut ;
- Surat Bukti Fengeluaran / BKFP
- Nota / Kwitansi dari Pihak Ketiga / Bukti Pembelian J'
- Surat Perintah Kerja / Surat Perjanjian J°2
- Berita Acara dari Pejabat Penerima / Panitia Penerima
Pajak / Bukti pembayaran pajak

Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
Belanja Modal Pengadaan meja gambar
Belanja Modal Pengadaan alman

Belanja Modal Pengadaan brankas

Belanja Modal Pengadaan filling kabinet
Belanja Modal Pengadaan white board
Belanja Modal Pengadaan penunjuk waktu
Belanja Modal Pengadasn Pengaman Kantor
Belanja Modal Pengadaan Bendera/Umbul Umbaal
Belanja Modal Pengadaan Gorden

Belanja Modal Pengadaan Sarung Kursi
Belanja Modal Pengadaan Karpet

Belanja Modal Pengadaan Papan Struktur
Belanja Modal Pengadaan Mobile Filling
Belanja Modal Pengadaan Papan Nama Meja
Helanja Modal Pengadaan Running Text
Belanja Modal Pengadaan Pallet

Belanja Modal Kaca Pembesar

Delanja Modal Tenda

Belanja Modal Pengadaan Tangga

Belania Modal Pengadaan Tempat Sampah
Belanja Modal Kotak Perkakas

Belanja Modal Pengadaan Teralis
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5.2.3.12,

5.2.3.12.01.
9.2.3.12.02.
9.2.3.12.03.
5.2.3.12.04.
5.2.3.12.05.
5.2.3.12.06.
5.2.3.12.07.
5.2.3.12.08.
0.2.3.12.09,
5.2.3.12.10.
5:2.3.13.11,
5.2.3.12.12,
5.2.3.12.13.
5.2.3.12.14.

5.2.3.13,

5.2.3.13.01.
5.2.3.13.02,
2.2.3.13.03.
5.2.3.13.04.
5.2.3.13.05,
5.2.3.13.06.
5.2.3.13.07.
5.2.3.13.08.
5.2.3.13.10.
5.2,3.13.11.
8:2.3:13.12.
35.2.3.13.13.
5.2.3.13.14.
5.2.3.13.16.
5.2.3.13.17,
2.2.3.13.18,
2.2.3.13.19,
5.2.3.13.20.
5:2:3.13:22,
5.:2.3.13.29,
5.2.3.13.30.

Lntuk pengadaan perlengkapan kantor dokumen
pertanggungjawaban sebagai berikut :

- Surat Bukit Pengeluaran / BKP
Nota / Kwitansi dari Pihak ketiga / Bukti Pembelian |
Surat Perintah Kerja / Surat Perjanjian f
Berita Acara dari Pejabat Penerima / Fanitin Penerima
- Pajak / Bukti pembayaran pajak

Belanja Modal Pengadaan Komputer

Belanja Modal Pengadaan komputer mainframe/scrver
Belanja Modal Pengadaan komputer/PC

Belanja Modal Pengadaan nole book

Belanja Modal Pengadaan printer

Belanja Modal Pengadaan scaner

Belanja Modal Pengadaan monitor {display

Belanja Modal Pengadaan CPU

Belanja Modal Pengadaan UPS/stabilizer

Belanja Modal Pengadaan kelengkapan komputer
Belanja Modal Pengadaan peralatan jaringan komputer
Belanja Modal Pengadaan software/ sistem aplikasi komputer
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Internet

Belanja Modal Pengadaan Rack Server

Belanja Modal Pengadaan Hard Disk External

Untuk pengodaan kKompuier dokumen pertanggungioiiaboan
sebagai berikut :

- Surat Bukti Pengeluaran / BEKP

- Nota / Kuntanst dan Pihak ketiga / Bukti Pembelian [

- Surat Perintah Kerja / Suraf Perjanjian 2

- Berita Acara dari Pejabat Penerima / Panitia Penerima

- Pujuk / Bukti pernbayaran pajak

Belanja Modal Pengadaan mebelair

Belanja Modal Pengadaan meja kerja

Belanja Modal Pengadaan mceja rapat
Belanja Modal Pengadaan Meja Makan
Belanja Modal Pengadaan kursi kerja
Belanja Modal Pengadaan kursi rapat
Belanja Modal Pengadaan Kursi Makan
Belanja Modal Pengadaan tempat tidur
Belanja Modal Pengadaan sofa

Belanja Modal pengadaan meja komputer
Belanja Modal Penigadaan Bullel

Belanja Modal Pengadaan Podium

Belanja Modal Pengadaan Rak

Belanja Modal Pengadaan Papan Preparat
Belanja Modal Pengadaan kursi sekolah
Belanja Modal Pengadaan mcja sckolah
Belanja Modal Pengadaan kursi tamu
Belanja Modal Pengadaan meja tamu
Belanja Modal pengadaan meubelair Sekolah
Belanja Modal pengadaan meubelair Kantor
Belanja Modal pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat
Belanja Modal pengadaan meubelair ramah dinas
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3.2.3.14.

9.2.3.14.01.
5.2.3.14.02.
5.2.3.14.03.
5.2.3.14.04.
5.2.3.14.05.
5.2.3.14.06.
5.2.3.14.07.

5.2.3.14.08.
5.2.3.14.09.
5.2.3.14.10.
2.2.3.14.11.
2.2.3.14.12.
5.2.3.14.13.

3.2.3.16.

5.2.3.16.01.
5.2.3.16.02.
5.2.3.16.03.
5.2.3.16.05.
5.2.3.16.06.
3.2.3.16.07.
5.2.3.16.08.
5.2.3.16.00.
5.2.3.16.10.
5:2.3.16.11.

Untuk pengadaan mebeler dokumen pertanggungjawaban
sebagm bertkut :
Surat Bukli Pengeluaran / BKP
- Nota / Kwitansi dart Pihak ketiga / Bukti Pembelian J°
- Surat Perintah Kerja / Surat Perfanjian
- Berita Acara dari Pejabat Penerima / Panitin Penerimi
- Pajak / Bukti pembayaran pajak

Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur
Belanja Modal Pengadaan labung gas

Belanja Modal Pengadaan kompor gas

Belanja Modal Pengadaan Lemari Makan

Belanja Modal Pengadaan dispenser

Belanja Modal Pengadaan kulkas

Belanja Modal Pengadaan rak piring

Belanja Modal Pengadaan piring / gelas / mangkok [/ cangkir /
sendok [ garpu / pisau

Helanja Modal Pengadaan Tempat Bahan Makanan
Helanja Modal Pengadaan Peralatan Memasak
Belanja Modal Pengadaan Mesin Cuci

Belanja Modal Pengadaan rice cooker

Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jemuran
Belanja Modal Pengadaan Espreso

Untuk: pengadaan peralatan dapur dokumen
per‘tanggu ngjawaban sebagai berikut :
Surat Bukti Pengeluaran / BKP
- Nota / Kwitansi dari Pihak ketiga / Bukti Pembelian J'
Sural Perintoh Kerju /' Sural Perjanjion B
- Berifta Acara dari Pejnbhat Penerima / Panitin Penerima
- Pajak / Bukfi pembayaran pajak

Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga
Belanja Modal Pengadaan lampu hias

Belanja Modal Pengadaan jam dinding/ meja

Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan

Untuk pengadaan penghias ruangan rumah tangge dokumern
perfanggung;awnban sebagai berikut :
Surat Bukti Pengeluaran / BKP
Nota / Kwitansi dari Pihak ketiga / Bukti Pembelian )!
Surat Perintah Kerja / Surat Perjanjian
Berita Acara dari Pejabat Penerima / Paritia Penerima
Pajak / Bukti pembayaran pajak

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio
Belanja Modal Pengadaan kamera

Belanja Modal Pengadaan handycam
Belanja Modal Pengadaan proyektor
Belanja Modal Pengandaan Mokrofon
Belanja Modal Pengadaan televisi

Belanja Modal Pengadaan Digital / Reciever
Belanja Modal Pengadaan Megapon

Belanja Modal Pengadaan tape recorder/VCD player/ DV player
Bulanja Modal Pengadaan sound system
Belanja Modal Pengadaan Lavar/ Screen
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5.2.3.17.

5,2.3.17.01.
5.2.3,17,02.
5.2.3.17.03.
5.2.3.17.04.
5.2.3.17.05.
5.2.3.17.06.
5.2.3.17.07.
5.2.3.17.08,
5.2,3.17.09.

w«.‘nm

.17.14

5.2.3.17.25.
5.2.3.17,26.
5.2.3.17.27.
5.2.3.17.28.
2,23, VE2D,
5.2.3.17.30.
5.2.3.47.31,
2.2,3.17.32,
3.2.3.17.33.
9.2.3.17.34.
3.17.35.
3.17.36.
3.17.37.
3.17.38.
3.17.39.

8.2,
B
.2,
2.2,
k.
.
5.2,

17.10.
' 1

Belamja Modal Pengadaan wireless
Belanja Modal Pengadaan Parabola Set
Pengadaan Confrence System Ullro
Belanja Modal Pengadaan Drone

Untik pengadaan alaf-alat studio dokumen pertanggungjaiaban

sebagai berikut ;
- Surat Bukti Pengeluaran / BKP
- Nota / Rwitansi dari Pihak ketiga / Bukti Pernbelian J!
- Surat Perintah Kerja / Surat Perjanjian J°

- Berita Acara dari Pejabat Penerima / Panitia Penerima

- Pajak / Bukth pembayaran pajak

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi
Belanja Modal Pengadaan telepon

Belanja Modal Pengadaan faximili

Belanja Modal Pengadaan radin S8R

RBelanja Modal Pengadaan radio HF/FM (Handy Talkie)
Belanja Modal Penpadaan radio VHF

Belanja Modal Pengadaan radio UHF

Belanja Modal Pengadaan alat sandi

Belanja Modal Pengadaan telepon seluler
Belunjs Modal Pengadaan KIE  KIT
Kependudukan

Belanja Modal Pengadaan Media Pengumuman
Belanja Modal Pengadaan Papan Baliho
Helanja  Modal  Pengadaan Radio
Perlengkapannyva

Belanja Modal Pengadaan Pesawat Rig
Belanja Modal Pengadaan alat Komunikasi Sosial

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Sandi

Belanja Modal Pengadaan Peralatan Pemancar MF/ MW
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Pemancar 1TF/SW
DBelanja Modal Pengadaan Peralatan Pemancar VHF/FM
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Pemancar UHF
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Pemanecar SHF
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Antene MF/MW
Belanja Modal Pengadasan Peralatan Antene HF /SW
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Antene VHE /M
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Antene UHF

Belanja Modal Pengadaan Peralatan Antene SHF/Parabola
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Translator VHE/VHF
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Translator UHK/UHE
Belanja Modal Penpgadaan Peralatan Translator VHF /UHF
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Translater UHF/VHF
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Microvawe FPU
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Microvawe Terestrial
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Microvawe TVRO
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dummy Load

Belanja Modal Pengadaan Switcher Antena

Belanja Modal Pengadaan Switcher/Menara Antens
Belanja Modal Pengadaan Feeder

Belanja Modal Pengadaan INumitity Control

Belanja Modal Pengadaan Program Input Equipment
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Antena Ponerima VHE

Pendidilcan

Komunikasi
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5.2.3.18.

5.2.3.18,01,
95.2.3.18.02.
5.2.3.18.03.
5.2.3.18.04.
5.2.3.18.05.
5.2.3.18.06.
5.2.3.18.07.
2.2.3.18.08,
5.2.3.18.09.
5.2.3.18.10.
5.2.3.18.11.
5.2.3.18.12.
2.2.3.18.13.
5.2.3.18.14
5.2.3.18.15.
5.2.3.18.16.
5.2.3.18.17,

CrLhooh e v L Gnon O O O a3

5.2.3.19.

5.2.3.19.01.
5.2.3.19.02.
3.2.3.19.03.
2.2,3.19.04.
5.2:3.19.05:
5.2.3.19.06.

el

.2.3.18.2:-.
.2.3.18.26.
.2.3.18.27.
2.3.18.28.
.2.3.18.29.
.2.3.18.30.

Untuk pengadaoan alat-alat komunikasi dokumen
pen‘anggung;muabﬁn sebagai berthut ;
Sural Bukti Pengeluaran / BKP
- Nota / Kwitansi duri Pihak ketiga / Bukti Pembelian )’
- Surat Perintah Kerja / Surat Perjanfian B
- Benta Acara dar Pejabat Penerima / Ponitia Penerima
- Pajak / Bukf pembayaran pajak

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur

Belanja Modal Pengadaan timbangan

Belanja Modal Pengadaan teodolite

Belanja Modal Pengadaan alat uji emisi

Belanja Modal Pengadaan alat GPS

Belanja Modal Pengadaan kompas/ peralatan navigasi
Belanja Modal Pengadaan bejana ukur

Belanja Modal Pengadaan barometer

Belanja Modal Pengadaan seismograph

Belanja Modal Pengadaan ultrasonograph

Belanja Modal Pengadaan Alat Uji Kendaraan Bermotor
Belanja Modal Pengadaan Meteran

Belanja Modal Pengadaan Alat Deteksi Bawah Air
Belanja Modal Pengadaan termometer

Belanja Modal Pengadaan stopwatch

Belanja Modal Pengadaan alat ukur universal

Belanja Modal Pengadaan alat ukur/test intclegensia
Helanja Modal Pengadaan alat ukur/test alat kepribadian
Belanja Modal Pengadaan alat ukur/test klinis la’im
Belanja Modal Pengadaan alat calibrasi

Belanja Modal Pengadaan oscilloscope

Belanja Modal Pengadaan universal lesier

Belanja Modal Pengadaan alat ukur/pembanding
Belanja Modal Pengadaan alat ukur la'innya

Belanja Modal Pengadaan alat timbangan/blora

Belanja Modal Pengadaan anak timbangan/biasa
Belanja Modal Pengadaan takaran kering

Belanja Modal Pengadasan takaran bahan bangunan 2 HIL
Belanja Modal Pengadaan takaran latex/getah susu
Helanja Modal Pengadaan gelas takar berbagai capasitas

Belanja Modal Pengadaan Alat Ulkur Kekerasan Beton/Hammer

Tes

Untuk pengadaan alat-alat ukur dokumen pertanggungiawakbarn

sebagal berikt ;
- Surat Bukti Pengeluaran / BKF
- Nota / Kuwitansi dari Pihak ketiga / Bukti Pembelian )
- Surat Perintah Kerja / Surat Perjanjian F
- Berita Acara dart Pejabat Penerima / Panitia Penenima
- Pajak / Bukti pembayaran pajak

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran
Belanja Modal Pengadaan alat-alat kedokieran umum
Belanja Modal Pengadaan alat-alat kedokteran gigi
Belanja Modal Pengadasan alat-alat kedokteran THT
Belanja Modal Pengadaan alat-alat kedokteran mata
Belanja Modal Pensadaan alat-alat kedokteran bedah
Belanja Modal Pengadaan alat-alat kedokleran anak
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5.2.3.19.07.

5.2.3.19.08.

5.2.3.19.09,
5:2.3.19.10.
5.2.3.19.11.
5.2.3.19.,12,
5.2.3.19.13.
5.2.3.19.14.
5.2.3.19.15.
5.2.3.19.16.

2.3.19.21.
5.2.3.19.22.
5.2.3.19.23,

5.2.3.19.24,
9.2.3.19.25.
9.2.3.19.26.
5.2.3.19.27.
5.2.3.19.28,
5.2.3.19.29,
5.2.3.19.30,
9.2.3.19.31.
5.2.3.19.32.

5.2.3.20,

5.2.3.20.01.
5.2.3.20.02.

5.2.3.20.03.
5.2.3.20.04.
5.2.3.20.05,
5.2.3.20.06,
5,2.3.20.07.
9.2.3.20.08.
5.2.3.20.09.
5.2.3.20.10,
5.2.3,20.11.
5.2.3.20.12.
5.2.3.20,13,
9:2.3.20.14.
5.2.3.320.15
5.2.3.20.16.

Belanja Modal Pengadaan alat-alat kedokteran kebidanan dan
penyakil kandungan

Belanja Modal Pengadaan alat-alat kedokteran kulit dan
kelamin

Belanja Modal Pengadaan alat-alat kedokteran kardiologi
Relanja Modal Pengadaan alat-alat kedokteran neurologi

Belanja Modal Pengadaan alat-alat kedokteran orthopedi
Belanja Modal Pengadaan alat alat kedokteran hewan

Belanja Modal Pengadaan alat-alat farmasi

Belanja Modal Pengadaan alat-alat penyakit dalam/ internis
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Fisioterapi

Belanja Modal Pengadaan Alat - Alat Perlengkapan Kedokteran
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Radiologi

Belanja Modal Sarana Pelayanan KB

Belanja Modal Pengadaan Peralatan Incenelator

Belanja Modal Pengadaan Alat Rontgen

Belanja Modal Pengadaan Mortuary

Belanja Modal Pengadaan Poliklinik Set

Belanja Modal Pengadasn alat Kedokteran Penderita cacat
tubuh

Belanja Modal Pengadaan alat kedokteran jantung

Belanja Modal Pengadaan alat kedokteran nuklir

Belanja Modal Pengadaan alat kedolkteran gawat darurat
Belanja Modal Pengadaan alat kedokteran jiwa

Belanja Modal Pengadaan alal keschatan perawatan

Belanja Modal Pengadaan alat kesehatan rehabilitasi medis
Belanja Modal Pengadaan alat keschatan matra laut

Belanja Modal Pengadaan alat keschatan matra udara

Belanja Modal Pengadaan alal kesehatan Kedokteran Kepolisian

Lintuk pengadaan alat-alat kedoiteran dokumen
pertanggungiaiabon sebogai berikut :
Surat Bukti Pengeluaran / BKP
- Neota / Kwitansi dart Pihak ketiga / Bukti Pembelian )
- Surat Perintah Kerja / Surat Perjanjian FF
-  Berita Acara dari Pejabat Penerima / Panifin Penserima
- Pajak / Bukti pembayaran pajak

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium

Belanja Modal Pengadaan alat-alat laboratorium biclogi
Belanja Modal Pengadaan alat-alat laboratarium
fisika /geologi/ geodesi

Belanja Modal Pengadaan alat-alat laboratorivm kimia
Belanja Modal Pengadaan alat-alat laboraterium pertanian
Belanja Modal Pengadaan alat alat lnboralerium pelernakan
Beclanja Modal Pengadaan alat-alat laboratorium perkebunan
Belanja Modal Pengadaan alat-alat laboratorium perikanan
Belanja Modal Pengadaan alat-alat laboratorium bahasa
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Laboratorium Lainnya
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Lingkungan
Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Komputer
Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Kimia Air
Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Microbiologi
Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Hidro Kimia
Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorinm Model/ Hidrolilkka
Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Buatan/Geologi
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n.2.3.20.17,

3.2.3.20.18.
5.2.3.20.19.

5.2.3.20,20,
5.2.3.20.21.

5.2.3.20.22.

5.2.3.20.23.
5.2.3.20.24.
5.2.3.20.25.
5.2.3.20.26.
0.2.3.20.27.
5.2.3.20.28.
5.2.3.20.29,
5.2.3.20.30.
5.2.3.20.31.
2.2.3.20.32.
5.2.53.20.33.
0.2.3.20.34.

5.2.3.20.35.
5.2.3.20.36.
12.3.20.37.
.2:3.20.38.
2.3.20.39.
5.2.3.20.40.
5.2.3.20.41.

=

SN Qnon

5.2.3.20.42,
9.2.3.20.43.
5.2.3.20.44.
5.2.3.20.45.
5.2.3.20.46.

5.2.3.20.47.
5.2.3.20.48.

5.2.3.20.49.

5.2.3.20,50,

[

b bJ
e

2.3, 20.
.2.3.20.

¥ |

5.2.3.20.53.

2.2.3.20.54,

5:.2.3.20.55.
5.2.3.20.56.

5.2.3.20.57.

't
|

1.
2.

Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium  Bahan
Bangunan/Komstruksi

Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Aspal Cat & Kimia
Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorinm Mekanik Tanah
dan Batman

Belanja Modal Pengadasan Alat Laboratorium Cocol: Tanam
Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Logam, Mesin,
Listrik

Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Logam, Mesin,
Listrik A

Helanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Umum

Helanja Modal Pengadaan Alat Laboratoriumn Umum A

Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Kedokteran

Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Microbiologi
Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Kimia

Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Microbiologi A
Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Patolagi

Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Immunologi
Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Hematologi

Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Film

Delanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Makanan

Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorinm  Standarisasi,
Kalibrasi dan Instrumentasi

Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Farmasi

Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Fisika

Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Hidrodinamika
Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Klimatologi

Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Proses Peleburan
Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Pasir

Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Proses Pembuatan
Cetlalkan

Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Proses Pembuatan
Pola

Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Metalography
Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Proses Pengelasan
Belanja Modal Pengadasn  Alat Laboratorinm  Uji  Proses
Pengelasan

Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Proses Pembuatan
Logam

Delanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Matrologie

Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Proses Pelapisan
Logam

Belanga Modal Pengadaan Alat Laboratorium Proses Pengolahan
Panas

Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Proses Teknologi
Textil

Belanja Modal Pengadaan Alal Laboratorium Uji Tekstl

Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Proses Teknologi
Keramilc

Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Proses Teknologi
Kulit Karet

Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Uji Kulit, Karet dan
Plastik

Belanga Modal Pengadaan Alal Laboratlorium Uji Keramik
Belanja Modal Pengadasn Alat Laboratorium Proses Teknologi
Selulosa

Helanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Pertanian

e
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5.2.3.20.58, Helanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Pertanian A

5.2.3.20.59, Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Pertanian B

5.2,3.20.60. Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Elelkdronika dan
Daya

5.2.3.20.61. Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Energi Surya

5.2.3.20.62. Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Konversi Batubara
dan Biomas

5.2.3.20.63. Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Oceanografi

5.2.3.20.64, Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan
Perairan

5.2.3.20.65. Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Biologl Peralatan

5.2.3.20.66. Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Biologl

5.2.3.20.67. Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Genfisika

5.2.3.20.68. Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Tambang

5.2.3.20.69, Belanja Modal Pengadaan Alat Laborstorium Proses/Teknik

2.2.3.20.70.

Kimia
Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorinm Proses Industri

5.2.3.20.71 Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Kesehatan Kerja

5.2.3.20.72 Belanja Modal Pengadaan Laboratorium Kearsipan

5.2.3.20.73 Helanja Modal Pengadaan Laboratorium Hematologi & Urinalisis

5.2.3.20.74 Belanja Modal Pengadaan Laboratorium Hematologi & Urinalisis
A

3.2.3.20.75 Belanja Modal Pengadaan Alat Peraga Bidang Studi : Bahasa
Indonesia

5.2.3.20.76 Belanja Moedal Pengadaan Alat Peraga Bidang Studi
Matematika

5.2.3.20.77. Belanja Modal Pengadaan Alat Peraga Bidang Studi : IPA Dasar

5.2.3.20.78, Belanja Modal Pengadaan Alat Perags Bidang Studi : IPA

Lanjutan

2.2.9.20.79, Belanja Modal Pengadaan Alat Peraga Bidang Siudi : IPA
Menengah

5.2.3.20.80. Belanja Modal Pengadaan Alat Perapa Bidang Studi : IPA Atas

5.2.3.20.81. Belanja Modal Pengadaan Alat Peraga Bidang Studi : TIPS

2.2.3.20.82, Belanja Modal Pengadaan Alal Peraga Bidang Studi @ Agamea
Islam

5.2.3.20.83. Belanja  Modal Pengadaan Alat Peraga Bidang Studi
Kelrampilan

5.2.3.20.84. Belanja Modal Pengadaan Alat Peraga Bidang Studi : Kesenian

5.2.3.20.85. Belanja Modal Pengadaan Alat Peraga Bidang Studi : Olah Raga

5.2.3.20.86. Belanja Modal Pengadaan Alat Peraga Bidang Studi : PMP

5.2.3.20.87. Belanja Modal Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang
Pendidikan/Keterampilan La'in-1a'in

5.2.3.20.88, Belanja Modal Pengadaan Analytical instrument

5.2.3.20.89. Belanja Modal Pengadaan Instrument Frobe /Sensor

5.2.3.20.90. Belanja Modal Pengadaan General Laboratory Tool

5.2.3.20.91. Belanja Modal Pengadaan Instrument Probe/Sensor A

5.2.3.20.92, Belanja Modal Pengadaan Glassware Plastic /Utensils

5.2.3.20.93. Belanja Modal Pengadaan Laboratory Safety Equipment

3.2.3.20.94. Belanja Modal Pengadaan Radiation Detector

5.2.3.20.95. Belanja Modal Pengadaan Modular Counting and Scentilic

5.2.3.20.96. Belanja Modal Penpadaan Assembly fAccounting System

5.2.3.20.97. Belanja Modal Pengadaan Recorder Display

5.2.3.20.98, Delanja Modal Pengadaan System/Power Supply

5.2.3.20.99, Belanja Modal Pengadaan Measuring / Testing Device

f"_/ >

— —
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223,21,

5.2.3.21.0L
9.2.3.21.02.
5.2.3.21.03.
5.2.3.21.04.
5.2.3.21.05.
5.2.3.21.06.
5.2.3.21.07.
9.2.3.21.08,
5.2.3.21.09.
5.2.3.21.10.
5.2.3.21.11.
5.2.3.21.12.
0.2.3.21.13.
5.2.3.21.14,
5.2.3.21.15.

5.2.3.22,

5.2.3.22.01.
9.2.3.22.02.
5.2.3.22.03.

5.2.3.22.04,

5.2.3.22.05.

0.2.3.22.06.
5:2.3.22.07.
5.2.3.22.08,
5.2.3.22.00.
5.2.3.22,10.
5.2.3.22.11.
D.2.3.22.12.
D.2.3.22.13.

5.2.3.22.14,

Untuk pengadaan alat-alat laboratorium doktimen
pertanggunwawabm sebagai berikut :
Surat Bukii Pengeluaran / BKP
- Nota / Kwitanst dari Pihak ketiga / Bukti Pembelign [
- Surat Perintah Kerja /' Surat Perjanjian
-  Berita Aeara dari Pejabat Penerima / Panitia Penerima
- Pajak / Buktt pembayaran pajak

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan

Belanja Modal Pengadaan konstruksi jalan

Belanja Modal Pengadaan konstruksi jalan fly over
Belanja Modal Pengadaan konstruksi jalan under pass
Belanja Modal Pengadaan sarana prasarand jalan
Belgja Modal Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan/Trotoar
Delanja Modal Pengadaan Jalan Negara/Nasional
Belanja Modal Pengadaan Jalan Propinsi

Belanja Modal Pengadaan Jalan Kabupaten/ Kota
Belanga Modal Pengadaan Jalan Desa

Belanja Modal Pengadaan Jalan Khusus

Belanja Modal Pengadaan Jalan Tol

Belanja Modal Pengadaan Jalan Kereta

Belanja Modal Pengadaan Landasan Pacu Pesawat Terbang
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

Untuk pengadaan Kkonstrukst dokumen pertanggungjovaban
sebagm berikut :

- Swrat Buktl Pengeluaran / BKP

- Nota / Kwitansi dari Pihak ketiga / Bukti Pembelian )

- Sural Perintuh Kerju / Surat Perjanjian ]

- Bernta Aecara dar Pejabat Penerima / Panitia Penerima

- Pajak / Bukti pembayaran pajak

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan

Belanja Modal Pengadaan konstruksi jembatan gantung

Belanja Modal Pengadaan konsiruksi jemnbatan ponloon

Belanja Modal Pengadaan konstruksi jembatan penyehrangan
orang

Belanja Modal Pengadaan konstruksi jembatan penvebrangan
diatas air

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan Tambat Kapal
Nelayan

Belanja Modal Pengadaan Jembatan Negara/Nasional

Belanja Modal Pengadaan Jembatan Propinsi

Belanja Modal Pengadasn Jembatan Kabupaten/ Kota

Belanja Modal Pengadaan Jembatan Desa

Belanja Modal Pengadaan Jembatan Khusus

Belanja Modal Pengadaan Jembalan Pada Jalan Tol

Belama Modal Pengadaan Jembatan Pada Jalan Kereta Am
Belanja Modal Pengadasn Jembatan Pada Landasan Pacu
Pesawat Terbang

Belanja Modal Pengadaan Jembatan Penyeberangan
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5.2.3.23,

5.2.3.23.01.
5.2.3.23.02.
5.2.3.23.03.
5.2.3.23.04.
5.2.3.23.05.
5.2,3.23.06.

.2.3.23.07.
5.2.3.23.08.
5.2.3.23.09,
5.2.3.23.10.
5.2.3.23.11.
.2.3.23.12.
2.2,3.28.13.

5.2.3.23.23.
5.2.3.23.24,
3.2.3.23.25,
5.2.3.23.26.
5:2.3.23.27.
5.2.3.23.28,

2.2.3.23.29.
.2.3.23.30.
5:2.3.23.31.
3.2.3.23.32,
5,2.3.23.33,
2.2,3.23.34.
2.2.3.23.35.

3.2.3.23.36,
532.3.03.37,

5.2.3.23.38,

5.2.3.23.39.

Syl

pone—

Untuk pengadaan konstruksi Jembatan dokumen
pertanggung;muuban sebagai berilout ;
Surat Bukti Pengeluararn. / BKFP
- Note / Kwitansi dari Pihak ketiga / Bukti Pembelian
- Burat Perintah Kerja / Sural Perjonjian )2
- Berita Acara dari Pejabat Penerima / Panitia Penerima
- Pajak / Bukti pembayaran pajak

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air

Belanja Modal Pengadaan konstruksi bendungan

Belanja Modal Pengadaan konstruksi waduk

Relanja Modal Pengadaan konstruksi kanal permukaan

Belanja Modal Pengadaan konstruksi kanal bawah tanah

Belanja Modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi

Belanja Modal Pengadaan konstruksi jaringan air bersih/air
minum

Belanja Modal Pengadaan konstruksi reservoir

Belanja Modal Pengadaan konstruksi pintu air

Belanja Modal Pengadaan Titik Air

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Pengaman Pantai

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Sungai

Belanja Modal Pengadaan Kontuksi Jaringan Drainase

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi MCK =+ Masvarakat
Belanja Modal Pengadaan Bangunan Waduk Itigasi

Belanja Medal Pengadaan Bangunan Pengambilan Irigasi
Belama Modal Pengadaan Bangunan Pembawa Irigasi

Belanja Modal Pengadean Bangunan Pembuang Trigasi

Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pengaman lrigasi

Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pelengkap lrigasi

Belanja Modal Pengadaan Bangunan Waduk Air Pasang Surut
Belanja Modal Pengadaan Hangunan Pengambilan Pasang Suruf
Helanja Modal Pengadasn Bangunan Pembawa Pasang Surut
Belanja Modal Penpgadaan Bangunan Pembuang Pasang Surut
Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pengaman Pasang Surt
Belanja Modal Pengadasn Bangunan Pelengkap Pasang Surut
Belanja Modal Pengadaan Bangunan Sawah Pasang Surut
Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air Pengembang Rawa dan
Poder

Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pengembalian Pasang
Rawa

Belanja Modal Pengadaan Dangunan Pembawa Pasang Rawa
Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pembusang Pasang Rawa
Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pengamanan Pasang Surit
Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pelengkap Pasang Rawa
Belanja Maodal Pengadaan Bangunan Sawah Pengembangan
Rawa

Belanja Modal Pengadaan Bangunan Waduk Penanggulangan
Sungai

Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pengambilan Pengamanan
Sungai

Helanja Modal Pengadaan Bangunan Pembuang Pengaman
Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pembuang Pengaman
Sungai

Ilelanja Modal Pengadaan Bangunan Pengaman Pengamanan
Sui=ai

Belanja Modal Pengadsan Banpunan Pelengkap Pengamanan
Sungai
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5.2.3.23.40.

5.2.3.23.41.

3.2.3.23.42.

5.2.3.23.43,

3.2.3.23.44.

5.2.3.23.45,

3.2.3.23.458.
5.2.3.23.47.

5.2.3.23.48.
5.2.3.23.49.

5.2.3,23.50,

5.2.3.23.51.
2.2.3.23.52.
5.2.3.23.53.
5.2.3.23.54.
5.2.3.23.55.
5.2.3.23.56.
5.2.3.23.57.
5.2.3.23.58.
5.2.3.23.59.
5.2.3.23.60.
5.2.3.23.01.
5.2.3.23.62.
5.2.3.23.63.
5.2.3.23.641.
2.2.3.23.65.
5.2.3.23.66.
3.2.3.23.67.
3.2.3.23.68.
5.12.3.23.69.

Helanja Modal Pengadaan Bangunan Waduk Pengembangan
Sumber Air

Bcelanja Madal Pengadaan
Pengembangan Sumber Air
Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pembawa Pengembangan
Sumber Air

Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pembuang Pengembangan
Sumber Air

Belanja Modal Pengadaan
Pengembangan Sumber Air
Belanja Modal Pengadasn Bangunan Pelengkap Pengembangan
Sumber Air

Belanja Modal Pengadasn Waduk Air Bersih/Air Baku

Belanja  Modal Pengadaan Bangunan Pengambilan Air
Bersih /Balou

Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pembawa Air Bersih
Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pembuang Air Bersih/Air
Baku

Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pelengkap Air Bersih/Adr
Baku

Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor

Belanja Modal Pengadaan Bangunan Waduk Air Kotor

Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pembuangan Air Kotor
Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pengaman Air Kotor
Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pelengkap Air Kotor
Belanja Modal Pengadran Bangunan Air Laut

Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air Tawar

Belanja Modal Pengadaan Air Muka Tanah

Belanja Modal Pengadaan Air Sumber /Mata Air

Belanja Modal Pengadaan Air Tanah Dalam

Belanja Modal Pengadaan Air Tanah Dangkal

Belanja Modal Pengadaan Air Bersih/Air Baku La'innya

Belanja Modal Pengadaan Instalasi Air Kotor

Belanja Modal Pengadaan Instalasi Air Buangan Indusiri

Belanja Modal Pengadaan Instalasi Air Buangan Pertanian
Belanja Modal Pengadaan Jaringan Pemnbaws

Belanja Modal Pengadaan Jaringan Induk Distritbusi

Belanja Modal Pengadssn Jaringan Cabang Distribusi

Belanja Modal Pengadaan Jaringan Sambungan Kerumah

Bangunan Pengambilan

Bangunan Pengamanan

Untuk  pengadaan  konstruksi  jaringan  air  dokumen
pertﬂnggung,rawaban sebagai berikut :
Surul Bukli Pengehiaran / BKF
- Nota / Kuntansi dari Pithak ketiga / Bukfi Pembelinn !
- Surat Perintah Kerja / Surat Perjanfian F
- Berita Acara dari Pejubat Penerima / Panitia Penerima
- Pajak / Bukti pembayaran pajak

Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan
Hutan Kota

Belanja Modal Pengadaan lampu hias jalan

Helanja Modal Pengadaan lampu hias taman

Belanja Modal Pengadaan lampu penerang hutan kota

Belanja Modal Pengadaan lampu jalan

Belanja Modal Pengandaan Taman dan Tanaman Pelindung
Delanja Modal Pengadaan Pengantian Kwh Meter
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5.2.3.26.2G. Belanja Modal Pengadasn konstruksi gedung sarana industri

5.2.3.26.30. Belanja Modal Pengadaan konstruksi gedung SMP/ sederajat

5.2.3.26.31. Belanja Modal Pengadaan konstruksi gedung SMU /sederajat

9.2,3.26.32, Belanja Modal Pengadaan konstruksi gedung sarana pendidikan
tinggi

3.2:3/26.33 Belanja Modal Pengadaan konstruksi gedung sarana pendidikan

U O UT T U1 L U O
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Belanja Modal Pengadaan konstruksi gedung diklat/kursus
Belanja Modal Pengadaan konstruksi gedung panti asuhan
Belanja Modal Pengadaan kensiruksi dermaga

Belanja Modal Pengadaan konstruksi gedung panti jompo
Belanja Modal Pengadasn Konstruksi/Pembangunan Garasi
Helanja Pengadaan Petak Contoh Konservasi

Belanja Modal Pembangunan Rumah Genset

Belanja Modal Pengadaan Plang

Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gudang Untuk Bengkel
Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Instalasi

Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Laboralorium
Belanja Modal Pengadaan Bangunan Keschatan

Belanja Modal Pengadaan Bangunan Oceanarium/
Opservatorium

Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pertemmuan
Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga
Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Pemotlongan
Hewan

5.2.3.26.50 Helanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Pabrik

5.2.3.26.51. Helanja Modal Pengadaan Bangunan Stasiun Bus

3.2.3.26.52. Belanja Modal Pengadaan Bangunan Kandang Hewan/Ternak

5.2.3.26.53. Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Perpustakaan

5.2.3.26.54, Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Museum

3.2.3.26.55 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pengujian Kelaikan

5.2.3.26.56. Belanja Modal Pengadasan Konstruksi Jamban

5.2.3.26.57 Belanja Modal Pengadasn Bangunan Lembaga Pemasyarakatan

5.2.3.26.58. Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Kramatorim

5.2.3.26.59, Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pembakaran Bangkai
Hewan

5.2.3.26.60 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kera
Lai'nnyva

5.2.3.26.61. Belanja Modal Pengadaan Bangunan Rumah Negara Golongan 1

5.2.3.26.62. Belanja Modal Pengadaan Bangunan Humah Negara Golongan 1l

5.2.3.26.63. Belanja Modal Pengadaan Bangunan Rumah Negara Golongan
111

5.2.3.26.64. Belanja Modal Pengadaan Bangunan Mess/ Wisma/Bungalow/
Tempat Peristirahatan

5.2.3.26.65. Belanja Modal Pengadaan Bangunan Hotel

5.2.3.26.66. Belanja Modal Pengadaan Bangunan Motel

5.2.3.26.67. Belanja Modal Pengadasn Bangunan Flat/Bumah Susun

5.2.3.26.68. Belanja Modal Pengadaan Bangunan Menara Perambuan
Penerang Pantai

5.2.3.26.69. Belanja Modal Pengadaan Bangunan Perambut Penerangan
Paniai Tidak Bermenara

5.2.3.26.70. Brlanja Modal Pengadaan Bangunan Menara Telekomunikasi

5.2.3.26.71. Belanja Modal Pengadaan Istana Peringatan

5.2,3.26.72. Belanja Modal Pengadaan Rumah Adat

5.2.3.26.73. Belanja Modal Pengadaan Rumah Peningggalan Sejarah

2.2.3.26.74. Belanja Modal Pengadaan Makam Sejarah

5.2.3.26.75. Belanja Modal Pengadaan Bangunan Tempat Ibadah Bersejarah

01 2.3.26.76. Belanja Modal Pengadaan Tugu Kemerdekaan
) | R
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5.2.3.26.

.2.3.20.01.
2.2.3.26.02.
5.2.3.26.03.
5.2.3.26.04.
5.2.3.26.05.
5.2.3.26.06.
0.2.3.26.07,
5.2.3.26.08.
5.2.3.26.09.

5.2.3.26.10.
5.2.3.26.11.
5.2.3.26.12.
5.2.3.26.13.
5.2.3.26.14.
5.2.3.26.15.
5.2.3.26.16.
5.2.3.26.17.

0.2.3.26,18,
5.2.3.26.19.

5.2.3.26.20,

5.2.3.26.21,
5.2.3.26.22,

2.2.3.26.23,
3.2.3.26.24.

5.2.3.26.25,

5.2.3.26.26.
5.2.3.26.27,

575873.26.28,

vAFS

Untuk pengadaan penerangan jalan, faman dan hutan koto
dokumen pertanggungjawaban sebagat berikut !
Sural Bukli Pengeluarar: / BKFP
- Nota / Kuwitanst dari Pthak ketiga / Bukti Pembelian }!
- Surat Perintuh Kerja / Surat Perjarnjian F
- Berita Acara dari Pejabat Penerima / Panitia Penerima
- Pajok / Bukti pembayaran pajak

Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon
Belanja Modal Pengadaan instalasi listrik

Belanja Modal Pengadaan instalasi telepon

Belanja Modal pengadaan Instalasi jaringan internet

Urituk pengadaan alai-alat angkutan darat bermotor dokumen
pertm:ggun.g;awaban sebagai berikut :
Surat Buktl Pengeluaran / BKP
- Nota / Kuitansi dart Pihak ketiga / Bukti Pembelian )/
- Surat Perintoh Kerja / Surat Perjanfian P
- Berita Acara dari Pejabat Penerima / Panitia Penerima
- Pajek / Bukti pembayaran pajak

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan

Belanja Modal Pengadaan konstruksi gedung kantor

Belanja Modal Pengadaan konstruksi rumeah jabatan

Belanja Modal Pengadaan konstruksi rumah dinas

Belanja Modal Pengadaan konstruksi gedung gudang

Belanja Modal Pengadaan konstruksi bangunan bersejarah
Belanja Modal Pengadaan konstruksi bangunan monumen
Belanja Modal Pengadaan konstruksi tugu peringatan

Belanja Modal Pengadaan konstruksi Gudang Perikanan

Belanja Modal Pengadaan konstruksi Pengadaan Tempat
Pembuangan Sampah

Belanja Modal Pengadaan konstruksi Bangunan Taman

Belanja Modal Pengadaan konstruksi bangunan Pasar

Belanja Modal Pengadaan konstruksi Tempat Ibadah

Belanja Modal Pengadaan konstruksi Tempat Wisata

Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Tempal Pelelangan Tkan
Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Pagar

Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Bangunan Sekolah

Belanja Modal Pengadaan Kontruksi/Bangunan
Pengolahan/Pembuangan Sampah

Belanja Modal Pengadaan konsiruksi gedung (exminal

Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Bangunan Pelabuhan/
Dermaga

Belanja Modal Pengadaan konstruksi gedung tempat pelelangan
ikan

Belanja Modal Pengadaan konstruksi gedung sarana pasar
Belanja  Maodal Pengadsan  konstruksi  gedung  pusat
perdagangan

Belanja Modal Pengadaan konstraksi taman

Belanja Modal Pengadaan konstruksi gedung pusat hiburan
rakyat

Belanja Modal Pengadaan konstruksi gedung sarana ibadah
Belanja Modal Pengadaan konstruksi gedung sarana olahraga
Belanja Modal Pengadaan konstruksi bangunan ruang pusal
sumber pendidikan insklusif

Belanja Modal Pengadaan konstruksi gedung asrama
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5.2.3,26.77,
5.2.3.26.79.
5.2.3.26,80,
5.2.3.26.83.
5.2.3.26.84.
5.2.3.26.85.
5.2.3.26.86.
5.2.3.26.87.
5.2.3.26.88,

0.2.3.26.89,
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3.2.3.27.24,
5.12.3.27.25,
5.2.3.27.26.
2.3.27.27,
2.3.27.28.

2.
3,

Belanja Modal Pengadaan Tugu Pembangunan

Belanja Modal Pengadaan Candi Hindhu

Belanja Modal Pengadaan Candi Budha

Belanja Modal Pengadaan Tugu Peringatan

Belanja Modal Pengadaan Tugu/Tanda Batas

Belanja Modal Pengadaan Kambu Bersuar Lalu Lintas Darat
Belanjg Modal Pengadaan Eambu Tidak Bersuar

Belanja Modal Pengadaan Rurmwey /Threshold Light

Belanja Modal Pengadaan Visual Approach Slope Indicator
(VASI)

Belanja Modal Pengadaan Approach Light

Belanja Modal Pengadaan Rumwey ldentification Light {Rells)
Belanja Modal Pengadaan Signal

Helanja Modal Pengadaan Flood Light

Belanja Modal Pengadaan Prasasti

Belanja Modal Pengadaan Nomenklatur Taman

Relanja Modal pengadaan Portal Jalan

Belanja Modal Pengadaan Menara dan Pelampung

Untuk pengadaan konstruksi/ pembelian bangunan  dokumen
permﬂggu ngjoiwaban sebagai beriicut :
Surat Bukti Pengelugran / BKP
- Nota / Kwitansi dari Pihak ketiga / Bukti Pembelian )
- Surat Perintah Kerja / Surat Perjanjian F
- Berita Acara dart Pejabat Penerima / Panitia Penerima
- Pajak / Bukti pembayaran pajak

Belanja Modal Pengadaan Bukun/Kepustakaan

Belanja Modal Pengadaan buku matematika

Belanja Modal Pengadaan buku fisika

Belanja Modal Pengadaan buku kimia

Belanja Modal Pengadaan buku biologi

Helanja Modal Pengadaan buku biografi

Belanja Modal Pengadaan buku geografi

Belanja Modal Pengadaan buku astronomi

Belanja Meodal Pengadaan buku arkeologi

Belanja Modal Pengadaan buku bahasa dan sastra

Belanjs Modal Pengadaan buku keagamaan

Belanja Modal Pengadaan buku sejarah

Belanja Modal Pengadaan buku seni dan budaya

Belanja Modal Pengadaan buku ilmu pengetahuan wmum
Belunja Modal Pengadaan buku ilmu pengetahuan sosial
Belanja Modal Pengadaan buku ilmu politik dan ketatanegaraan
Belanja Modal Pengadaan buku ilmu pengetahuan dan teknologi
Belanja Modal Pengadaan buku ensiklopedia

Belanja Modal Pengadaan buknu kamus bahasa

Helanja Modal Pengadaan buku ekonomi dan keuangan

Belanja Modal Pengadaan buku industyi dan perdagangan
Belanja Modal Pengadaan buku peraturan perundang-undangan
Belanja Modal Pengadaan buku naskah

Belanja Modal Pengadaan terbitan berkala (jurnal. Compact
Disk)

Belanja Modal Pengadaan mikrofilm

Belanja Modal Pengadaan peta/atias/globe

Relanja Modal Pengadaan Buku Mewarnai

Belanja Modal Pengadaan Buku Mengenal Huruf

Belanja Modal Pengadaan Buku [PA/P.B Sain
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HBelanja Modal Pengadaan Buku Bahasa dan Aksara

Belanja Modal Pengadaan Buku Peluang Pariwisata

Belanja Modal Pengadaan Buku Perikanan

Delanja Modal Pengadaan Buku Perpustakaan

Belanja Modal Pengadaan Buku Kewarganegaraan

Belanja Modal Pengadaan Buku Pendidikan Jasmani, Olah Raga
dan Kesehatan

Helanja Modal Pengadaan Buku Mata Pelajaran

Belanja Modal Pengadaan Terbitan Berkala

Belanja Modal Pengadaan Buku Laporan

Belanja Modal Pengadaan Naskah (Manuskrip)

Belanja Modal Pengadaan Musik

RBelanja Modal Pengadaan Karya Grafika (Graphic Material)
Belanja Modal Pengadaan Three Dimensional Artetacs and
Reahita

Belanja Modal Pengadaan Bentuk Micro (Microform)

Belanja Modal Pengadaan Rekaman Suara

Belanja Modal Pengadaan Berkas Komputer (Computer Files)
Belanja Modal Pengadaan Film Bergeralk dan Rekaman Video
Belanja Modal Pengadaan Tarscaltl

Pengadaan Buknu Tulis Siswa

Untuk pengadanrt buiu kepustakaan dokumen
pertanggungiawaban sebagai berikut :

- Surat Bukti Pengeluaran / BKP

- Nota / Kuntansi dari Pihak ketiga / Bukti Pembelian )!

- Surat Perintah Kerja / Surat Perjanfian }2

- Berita Acara dari Pejabat Penerima / Panitia Penernima

- Pajak / Bukti pembayaran pajak

Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak Kesenian,
Kebudayaan

Belanja Modal Pengadaan lukisan/foto

Belanja Modal Pengadaan patung

Belanja Modal Pengadaan ukiran

Belanja Modal Pengadaan pahatan

Belanja Modal Pengadasan hatu alam

Belanja Modal Pengadaan makel/miniatur/diorama
Belanja Modal Pengadaan Pot Bunga

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kesenian
Belanja Modal Pengadaan Alal Olah Raga

Belanja Modal Pengadaan Tanda Penghargaan
Belanja Modal Pengadaan Benda-benda Bersejarah
Belanja Modal Pengadaan Barang Kerajinan

Untuk pengadaan bardang bercorak kesenian, kebudayaan
dokumen pertangqungiawwaban sebagai berikut ;
Surat Bukti Pengeluaran / BKFP
- Nota / Kwitansi dari Pthak ketiga / Bukti Pembelian )i
- Surat Perintah Kerja / Surat Perfanjion B
- Berita Acara dari Pejabat Penerima / Pamitia Penerima
- Pajak / Bukti pembayaran pajak
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Belanja Modal Pengadaan Hewan [Ternak dan Tanaman
Belanja Modal Pengadaan hewan kebun binatang
Belanja Modal Pengadaan lermak

Belanja Modal Pengadaan tanaman

Belanja Modal Pengadaan Binalang Unggas

Belanja Modal Pengadsan Binatang Melata

Belanja Modal Pengadaan Binatang lkan

Belanja Modal Pengadaan Hewan Pengamanan

Belanja Modal Pengadaan Tanaman Perkebunan

Belanja Modal Pengadaan Tanaman Tloltikultura

Belanjs Modal Pengadaan Tanaman Kehulanan

Belanja Modal Pengadaan Tanaman Hias

Belanja Modal Pengadaan Tanaman Obat dan Kosmetika

Untuk pengadaan hewan/ternak dan tanaman dokumen
peftﬂqgungjawaban sebagai berikut :
Surat Bukti Pengeluaran / BKP
- Nota / Kwitansi dari Pihak ketige / Bukti Pembelan )t
- Surat Perintah Kerja / Surat Perjanjian ]2
- Benfa Acara dan Pejnbat Penerima / Panitia Penerima
Pajak / Bukti pembayaran pajak

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Persenjataan/Keamanan
Belanja Modal Pengadaan senjata api

Belanja Modal Pengadaan radar

Belanja Modal Pengadaan mobil water canon
Belanja Modal Pengadaan borgol

Belanja Modal Pengadaan sangkur/bayonet
Belanja Modal Pengadaan perisai/tameng

Belanja Modal Pengadaan detektor logam

Belanja Modal Pengadaan rompi anti pelur
Belanja Modal Pengadaan pentungan

Belanja Modal Pengadaan helm

Belanja Modal Pengadaan alarm/sirene

Belanja Modal Pengadaan sentolop/senter

Belanja Modal Pengadaan Sarung Tangan

Belanja Modal Pengadaan Peralaian Selam

Belanja Modal Pengadaan Teropong

Belanja Modal Pengadaan Papan Selancar

Belanja Modal Pengadaan baju pelampung/pelampung
Belanja Modal Pengadaan Scnjala Genggam
Belanja Modal Senjata Pinggang

Belanja Modal Senjata Bahu/Senjata Laras Panjang
Belanja Modal Senapan Mesin

Belanja Modal Mortir

Belanja Modal Anti Lapis Baja

Belanja Modal Artileri Medan {Armed]

Belanja Modal Artileri Pertahanan Udara {Arhanud)
Belanja Modal Peluru Kendali/ Rudal

Belanja Modal Kavaleri

Belanja Modal Senjata La'in-1a'in

Belanja Modal Pengadaan Alat Keamanan

Belanja Modal Pengadaan Non Senjata Api

Belanja Modal Pengadaan Amunisi Umum

Belanja Modal Pengadaan Amunisi Darat

Belanja Modal Pengadaan Laser

Belanja Modal Pengadaan Alat Bantu Keamanan

|
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Belanja Modal Pengadaan Alat Perlindungan
Belanja Modal Pengadaan Alat Bantu Lalu Lintas Darat dan Air
Belanja Modal Pengadaan Alat Penunjang Pengamanan Hutan

Untuk pengadaan alat-olat persenjatan/kearmnanan dokumen
pertanggungjatvaban sebagal berikut :
- Surat Bukt Pengeluaran / BKP
Nota / Kwitansi dari Pthak ketiga / Bukfi Pembelian J!
- Surat Perintah Kerja / Surat Perjanjian P
- Berita Acara dari Pejabat Penerima / Panitia Penerima
- Pajak

Belanja Modal Dana BOS
Belanja Modal Dana BOS

Untuk dana BOS dokuren pertanggungjawaban sebagai berikut :
- Suratl Bukili Pengeluarun / BKP
- Nota / Euntansi dari Pihak ketiga / Bukti Pembelian }!
- Surat Perintah Kerja /' Surat Perjanjian P
- Berifa Acara dart Pejabat Penerima / Panitia Penerima
- Pajak

Belanja Modal Pengadaan Alat Konstruksi/ Pertukangan
Belanja Modal Pengadaan Alat Konstruksi/ Pertukangan

Untuk pengadaan alat Kenstruksi/pertukangan doRkumen
pertanggunmmmbrm sebagai berikut ;
Surat Bukti Pengeluaran / BKFP
- Nota / Rwitanst dart Pihak ketiga / Bukti Pembelian !
- Surat Perintah Kerja / Surat Perjanjian F
- Berita Acara dari Pejabat Penerima / Panitia Penerima
- Pajak / Bukti permbayaran pajok

Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan [ Peralatan Praktek
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Praktek

Untuk pengadaan perlengkapan/peralatan prokick dokumen
pertanggungjawwaban sebagar bertkut :
- Surat Bukti Pengeluaran / BKFP
- Nota / Kwitanst dari Pihak ketiga / Bukti Pembelian }!
- Suwrat Perintah Kerja / Surat Perjanjian F
- Berita Acara dori Pejabal Penerirma / Panitio Pererinmo
Pajak / Bukti pembayaran pajak

Belanja Modal Pengadaan Peralatan Pemadam Kebakaran
Belanja Modal pengadaan peralatan pemadam kebakaran.

Untuk pengadaan peralatan pemadam kebokaran dokumen
peﬂanggung;awaban sebagai berikuit :
Surat Bukti Pengeluaran / BKFP
- Nota / Kwitanst dari Pihak ketiga / Bukti Pembelian )
- Surat Perintah Kerja / Surat Perjanjian )
- Berita Acara dart Pejabat Penerima / Panitia Penerima
- Pajak / Bukti pembayarar pajak
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Belanja Modal Pengadaan Alat Perangkap
Belanja Modal Pengadaan Alat Tangakap ternak
Brlanja Modal Pengadaan Alat Tangkap Satwa Liar

Untuk pengadaan alat perungkap dokumen pertanggungjarraban
sehagaoi berikut :

- Surat Bukti Pengeltuaran / BKF

- Nota / Kuntansi dari Pihak ketiga / Bukti Pembelian )i

- Surat Penniah Kerja / Surat Perjanjian F

- Berita Acara dart Pejabat Penerima / Panitia Penenima

- Pajak / Bukti pembayaran pajak

Belanja Modal Pengadaan Sarana dan  Prasarana
Perhubungan

Belanja Modal Pengadaan Trafict Light

Belanja Modal Pengadaan Warning Light

Belanja Modal Pengadaan Halte

Untuk pengadaan sarana  dan prasarand  dokumen
pertmmggungmwaban sebagai berikut :
Surat Bukti Pengeluaran / BKP
- Nota / Kuwitansi dari Pihak ketiga / Bukti Pembelian )
- Surat Perintah Kerja / Surat Perjanjian P
- Berita Acara dari Pejabat Penerima / Panitia Penerima
- Pajak / Bukti pembayaran pajak

Belanja Modal BLUD
Belanja Modal BLUTD.
Dokumen pertanggungfataban sebagai bertkut :
Sural Bukli Perwgeluwarurn / BEKFP
-  Nota / Kuntansi dari Pihak ketiga / Bukfi Pembelian )
- Surat Perintah Kerja / Surat Perjarnjian F
- Berita Acara dari Pejabat Penerima / Panitia Penerima
- Pajak / Bukil pembayaran pajak

Belanja Modal Pengadaan Alat - Alat Industri
Belanja Modal Mesin Packing
Belanja Modal Palet Kayu
Untuic pengadaan alat-alat industri dokumen
pertanggungraw&ban sebagai berikut :
Surat Bukti Pengeluaran / BKP

- Nota / Kwitansi dari Pthak ketiga / Bukti Pembelian )!

- Surat Perintah Kerja / Surat Perjanfian F

- Berita Acara dari Pejabat Penerima / Panitia Penerima

- Pajak / Bukti pembayaran pajak

Belanja Modal Pengadaan Alat Alat Bermain
Belanjan Modal Pengadaan Alat Bermain T
Urituk pengodaan alat-alat bermain dokumen
pertanggu ngjaivaban sebagai berikut :
Surat Bukti Pengeluaran / BKP

- Nota / Kwitansi dari Pihak kefiga / Bukti Pernbehan )i

- Surat Perintah Kerja / Surat Perjanjian f°

- Berita Acara dari Pejabat Penerima / Panitia Penerima

- Pajak / Bukii pernbayaran pajak
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Belanja Modal Pengadaan Sarana Prasarana Penyuluh
Partanian

Pengadaan Kelengkapan Penyvuluh Pertanian

Urduk pengodooan  soruno prasoarorde perigulufl periomion
dolumen pertanggungjairaban sebagai berikut :

- Surat Bukti Pengeluaran / BKF

- Nota / Kwitansi dari Pihak ketiga / Bukti Pembelian )!

- Surat Perintah Kerfa / Surat Perjanjian P

- Berita Acara dart Pejabat Penerima / Panitia Penerima
- Pgjak / Bukfi pembayaran pajak

Belanja Modal Perlengkapan Olahraga

Belanja Modal Perlenghkapan Olahraga Karale

Belanja Modal Pengadaan Alal Senam

Belanja Modal Pengadaan Alat Olah Raga Air

Belanja Modal Pengadaan Alat Olah Raga Udara

Belanja Modal Pengaduaan Scoring Bodard

Belanja Modal Perlengkapan Olahraga Tarung Drajat

Belanja Modal Pengadaan Sarana Pendidikan Jasmani Olahraga
dan Kesehatan {PJC]K]

Dokumen pertanggungjawaban sebagar berihud
Surat Bukti Pengeluaran / BKFP
- Nota / Kurtansi dart Pihak ketiga / Bukti Pembelian )i
- Surat Perintah Kerja / Surat Perjanjian p
- Berita Acara dari Pejabat Penerima / Panitia Penerima
- Pajak / Bukti pembayaran pajak

Belanja Modal Biaya Penyelenggaraan Pendidikan
Belanja Modal Biaya Penvelenggaraan Pendidikan
Dokumen pertanggungjawaban sebagai berikut
- Surat Bukti Pengeluaran / BEKP
- Nota / Kwitans: dan Pihak ketiga / Bukti Pembelian J!
- Surat Perintah Kerja / Surat Perjanjian F
- Berita Acara dari Pejabat Penerima / Panitia Penerima
-  Pajak / Bukti pembayaran pafak

Belanja Modal Dari Dana Pendamping Dak Tambahan
Belanja Modal Dana Pendamping DAK Tambahan
Dokumen pertanggungjawrabarn sebagai berikut |
- Surat Bukti Pengeluaran / BKP
- Nota / Kuitansi dart Pihak ketiga / Bukti Pembelian )/
- Surat Perintah Kerja / Surat Perjanjian J°
- Berita Acara dart Pejabat Penerima / Panitia Penerima
- Pagjak / Bukti pembayaran pajak

Belanja Modal Pengadaan Display

Belanja Modal Pengadaan Bilbord

Dokumen pertanggungjawaban sebagat berikut ;
- Surat Bukti Pengeluaran / BKP
- Nota / Kwitansi dari Pihak ketiga / Bukli Pernbelian §!
- Surat Perintah Kerja / Suraf Perjanjian f
- Berita Acara dari Pejabat Penerima / Panitia Penerima
- Pajak / Bukti pembayaran pajak
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5.2.3.50. Belanja Modal Pembuatan Tempat Parkir
5.2.3.50.01. Pembuatan Tempat Parkir
Dokumen pertanggungjawaban sebagai berikut ;

Surat Bukti Pengeluaran / BKP

Nota / Kwitansi dari Pihak ketiga / Bukti Pembelian }!
Surat Perintah Kerja / Surat Perjaryian F

Berita Acara dari Pefabat Perierima / Panitia Penerima
Pajak / Bukti pembayaran pajak

Catatan :
Belanja E-purchasing / melalui Daring
Nokumen pertanggungjawaban :

Surat Bukti Pengeluagran / BKP (ditanda tangan oleh
PPE/ Pejubat Pengadaan)

Bukti pembayaran

Nota / Kwitansi dari Pihak ketiga / Bukti Pembelian }'
Berita Acara dan Pejabat Penerima / Panitia Penerima
Pajak / Bukti permbayaran pajak

Heterangan :
/' nota digunakan dengan nilai <10 juta

Bukti pembelian digunakan dengan nikai 10 juta s/d 30 juta
P 8PK dengan nilai =50 juta s/d 200 juta

Nilai kontrak diatas 200 juta

BUPATI LAMPUNG BARAT,

 PARAF KOORDINASH
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